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BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR L{ TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Badan Nasional
Penanggulangan Bencana, tercapai persamaan
persepsi, serta terwujudnya pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan yang transparan dan
akuntabel  diperlukan  Petunjuk  Pelaksanaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di
lingkungan Badan  Nasional Penanggulangan
Bencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di
lingkungan Badan  Nasional Penanggulangan
Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);




10.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan  Bencana (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6606,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609) sebagimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga
Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4830);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);




11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana,;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 233/PMK.05/2011, (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 894);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan
dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Kementerian/ Lembaga/Kantor/Satuan
Kerja;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Penanggu-langan Bencana (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN ATAS BEBAN
ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA DI
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Atas
Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana, merupakan acuan pengelolaan keuangan
pada Satuan Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang
melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan bencana, baik pada
tahap prabencana, dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, keadaan
darurat bencana, dan pascabencana.




Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Atas
Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Atas
Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Badan -
Nasional Penanggulangan Bencana disusun dengan sistematika sebagai
berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

BAB II : STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA ANGGARAN
BAB III : PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN

BAB IV : PELAKSANAAN ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA
BABV : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal & \Mavel o iy

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

Wiwnd

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal U, Mapt1 2p12

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN “01<4 NOMOR 300




LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan Keuangan Negara yang diamanatkan dalam Undang-
Undang harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung
jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam
APBN dan APBD.

Dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara
yang mengacu pada asas akuntabilitas berorientasi pada hasil,
profesionalitas, proporsionalitas dalam pengelolaan keuangan Negara dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,
maka diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi pengelolaan anggaran
yang telah diatur dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara beserta peraturan pelaksanaannya.

Bahwa dalam melaksanakan anggaran tersebut terdapat hal-hal yang
perlu menjadi pertimbangan antara lain adanya kebijakan pemerintah
mengenai peraturan pengelolaan anggaran yang dinamis serta selalu
dilakukan penyempurnaan sehingga terdapat pemahaman yang berbeda
dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan serta terbatasnya jumlah staf
dan masih kurangnya pemahaman peraturan.

Beberapa hal yang telah dikemukakan di atas, dapat mempengaruhi
pencapaian tujuan dan sasaran, tugas dan fungsi, dan/atau program
kegiatan unit-unit kerja di lingkungan kerja BNPB.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai lembaga yang mendapatkan
otoritas sebagai Pengguna Anggaran memandang perlu untuk melakukan
penyempurnaan Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang akan
dipergunakan oleh Pengelola Keuangan di lingkungan BNPB.

. Maksud dan Tujuan
Maksud:

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
di lingkungan BNPB dimaksudkan sebagai acuan pengelolaan keuangan
pada Satker BNPB yang melaksanakan program dan Kkegiatan

1




penanggulangan bencana, baik pada tahap prabencana, dalam situasi
terdapat potensi terjadi bencana, keadaan darurat bencana, dan
pascabencana.

6.

Tujuan:

. Tercapainya kesamaan persepsi tentang pengelolaan anggaran di

lingkungan BNPB.

. Terwujudnya kelancaran administrasi yang baik dan benar sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan
keuangan negara.

. Terwujudnya keterpaduan dalam pelaksanaan DIPA BNPB sebagai

bagian dari APBN.

. Terwujudnya tertib administrasi keuangan dalam pelaksanaan DIPA

BNPB.

. Terwujudnya  pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang

transparan dan akuntabel.

Terwujudnya peningkatan kualitas Laporan Keuangan BNPB.

C. Ruang Lingkup

Peraturan Kepala BNPB tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara di lingkungan BNPB ini digunakan sebagai pedoman umum
pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Satker BNPB, baik yang
berasal dari Bagian Anggaran 103, maupun yang berasal dari sumber-
sumber pembiayaan lainnya.

Dengan demikian peraturan ini berlaku sebagai petunjuk pelaksanaan

anggaran BNPB baik selaku satuan kerja administrasi maupun sebagai
satuan kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penanggulangan
bencana.

D. Dasar Hukum

1.
2.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penanggulangan
Bencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2




10

11.
1Z.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

Peraturan  Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana,;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah dalam
Penanggulangan Bencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB,;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 233/PMK.05/2011;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata
Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban
Bendahara Kementeriaan Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementeriaan
Negara/Lembaga,/ Kantor/Satuan Kerja;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
19/PB/2012 tentang Tatacara Pembayaran dan Pengembalian Uang
Muka atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
22/PB/2012 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan
Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri, dan Pegawai
Tidak Tetap;dan

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga.




E. Pengertian

1.

10.

11.

12,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dalam
Peraturan Presiden ini disebut dengan BNPB adalah Lembaga
Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA
adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan
Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan
sebagai pelaksanaan APBN.

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun
berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab
atas pengelolaan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan,
yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/
lembaga.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada
kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
atas beban APBN.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya
disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan
menerbitkan perintah pembayaran.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayar dan menyerahkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam
rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satker kementerian
negara/lembaga.

Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur
Kementerian Negara/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum
Negara.




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah
pejabat yang diberi tugas melaksanakan fungsi BUN.

Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN
adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja
yang ditetapkan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat
KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi
Kuasa BUN.

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut satker adalah unit organisasi
lini kementerian negara/lembaga atau unit organisasi pemerintah
daerah yang melaksanakan kegiatan kementerian negara/lembaga dan
memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-
Jawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan
APBN pada kantor/satker kementerian negara/lembaga.

Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP
adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran
untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna
kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, yang selanjutnya
disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung
jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka
kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker
atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak
mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah
pembayaran  yang dilakukan langsung kepada Bendahara
Pengeluaran/Penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat
keputusan, surat tugas atau surat perintah lainnya melalui penerbitan
Surat Perintah Membayar Langsung.

Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai
dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian
negara/lembaga.

Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) adalah subsistem dari SAI yang
merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk
mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi
untuk penyusunan neraca, realisasi anggaran, dan laporan keuangan
serta laporan manajerial sesuai ketentuan yang berlaku.




24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara yang
selanjutnya disingkat SIMAK-BMN, adalah subsistem dari SAI yang
merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk
mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi
untuk penyusunsn neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial
lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan
transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk
menghasilkan data akuntansi.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah
atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan
atas Laporan Keuangan.

Unit Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat UAI adalah unit
organisasi Kementerian Negara/Lembaga yang bersifat fungsional yang
melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang
terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang
muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan
yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang
telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat PTUP adalah pertanggungjawaban atas TUP.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan
pembayaran tagihan kepada negara.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat
SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka
pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang
berisi permintaan pembayaran UP.

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPP-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PPK, yang berisi permintaan pembayaran TUP.

Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPP-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PPK, yang berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali
pembayaran UP.

Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil yang
selanjutnya disingkat SPP-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan
oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban UP.

Surat Permintaan Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang
Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-PTUP adalah dokumen yang
diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban atas TUP.
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37.

38.

39.

40.

41.

42,

43.

44.

145.

46.

47.

48.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang
bersumber dari DIPA.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana
yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada
penerima hak/Bendahara Pengeluaran.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut
SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk
mencairkan UP.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disebut SPM-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk

mencairkan TUP.

Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang
selanjutnya disebut SPM-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk
menggantikan UP yang telah dipakai.

Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang
selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan
oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP yang membebani DIPA.

Surat Perintah Bayar (SPBy) adalah Surat Perintah yang diterbitkan
oleh PPK berdasarkan hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh
pembayaran yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran untuk
melakukan pembayaran.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah
surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk
pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut
SPTB adalah pernyataan tanggungjawab belanja yang dibuat oleh PPK
atas nama PA/KPA terhadap transaksi belanja sampai dengan jumlah
tertentu.

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disebut
SKTJM, adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa segala akibat
dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian
negara menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang
yang mengambil tindakan dimaksud.

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar
perkiraan buku besar meliputi kode dan uraian organisasi, fungsi dan
subfungsi, program, kegiatan output, bagian anggaran/unit organisasi
eselon I/satker dan kode perkiraan yang ditetapkan dan disusun secara
sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran,
serta pertanggungjawaban, dan laporan keuangan pemerintah pusat.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP
adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari
pajak.




49,

50.

S1.

52.

53.

4.

55.

56.

57.

o8.

59.

Bank Operasional adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menter:
Keuangan selaku BUN atau pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan pemindahbukuan sejumlah uang dari Kas Negara ke
rekening sebagaimana yang tercantum dalam SP2D.

Arsip Data Komputer yang selanjutnya disebut ADK adalah arsip data
dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan
digital.

Gaji Induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada
pegawai negeri yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang
dengan surat keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan pada
Satker yang meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji.

Bantuan Langsung Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat adalah
bantuan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah yang diterima langsung
oleh masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di
dalamnya bantuan untuk lembaga nonpemerintah bidang pendidikan
dan keagamaan.

Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah adalah dana yang disediakan
Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan
untuk kegiatan pada tahap pascabencana.

Dana Kontinjensi adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi
kemungkinan terjadinya bencana tertentu.

Dana Siap Pakai (on call adalah dana yang selalu tersedia dan
dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan
darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat
berakhir.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan
publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah
pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau
berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan
masyarakat pada wilayah pascabencana.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan
sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat
pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya
hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam
segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam
rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.

Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai
Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.




BAB II
STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA ANGGARAN

A. Struktur Pengelola Anggaran pada Satker BNPB

Menteri/Pimpinan Lembaga dalam hal ini Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana menguasai Bagian Anggaran (BA 103) dan BA
999.08 (sebatas yang dikuasakan) mempunyai kewenangan atas
penggunaan anggaran di lingkungan BNPB.

BNPB memiliki satu KPA, satu Bendahara Pengeluaran, beberapa
PPK/BPP pada setiap unit kerja setingkat eselon II ditetapkan satu
PPK/BPP. Untuk unit eselon II (Biro Perencanaan) memiliki 2 BPP, yaitu
BPP Unsur Pengarah dan BPP Biro Perencanaan, serta unit eselon II (Biro
Umum) memiliki 2 BPP, yaitu BPP Unsur Pimpinan dan BPP Biro Umum.

Di samping itu dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana
yang meliputi tahap prabencana, keadaan darurat bencana, dan
pascabencana dalam hal BNPB melibatkan BPBD  Provinsi,
Kabupaten/Kota, dan/atau Kementerian Negara/Lembaga lainnya KPA
dapat menunjuk PPK dan BPP sesuai dengan kebutuhan.

Kepala BNPB selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pegawai/Pejabat
di lingkungan BNPB yang ditunjuk sebagai pengelola anggaran yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan DIPA BNPB.

Adapun Pengelola Anggaran yang ditunjuk meliputi:
1. Kuasa Pengguna Anggaran;

2. Bendahara Pengeluaran;

3. Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan

4. Bendahara Dana Masyarakat.

Untuk selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk pejabat
pengelola anggaran lainnya yang meliputi:

1. Pejabat Pembuat Komitmen;

Pejabat Penandatangan SPM;

Pembantu Pejabat Penandatangan SPM;

Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);

Petugas Pengelola Keuangan (Pembatu Administrasi PPK); dan

SIS I IS

Petugas Pengelola Keuangan (Pembantu Administrasi PPK sebagai
verifikator di unit kerja).

Bagan Struktur Pengelola Anggaran di lingkungan BNPB adalah
sebagaimana terlampir (Lampiran I).

B. Uraian Tugas Pengelola Anggaran pada Satker BNPB

Uraian tugas masing-masing pejabat pengelola anggaran adalah sebagai
berikut:




1. Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan wewenang:

a)

b)

g)

h)
i)
j)
k)

Menetapkan KPA/Kepala Satker;

Menetapkan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran Pembantu. Kewenangan ini dapat
didelegasikan kepada KPA/Kepala Satker dengan Surat Keputusan;

Menetapkan Unit Kerja yang diberi kewenangan sebagai Unit
Pelayanan Pengadaan (ULP), dan mengangkat Pejabat-pejabatnya;

Apabila Unit Pelayanan Pengadaan belum dibentuk, PA mengangkat
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;

Mengangkat Pejabat Pengadaan;
Menetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Barang/Jasa;

Menyusun dan Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah dan Rencana Kerja Tahunan;

Menyusun dan Menetapkan Rencana Kerja Anggaran;
Menyusun DIPA;
Mengusulkan dan/atau menetapkan revisi DIPA;

Menetapkan Petunjuk Operasional.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tugas dan wewenang:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja Negara;

Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan
menertibkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;

Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan
kegiatan dan pengelola anggaran keuangan;

Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan
dana;

Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan
dan penarikan dana;

Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Dalam 1 (satu) DIPA, KPA menetapkan 1 (satu) atau lebih PPK dan 1
(satu) PPSPM;

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang
berada dalam penguasaannya kepada PA;

Pelaksanaan tanggung jawab KPA dilakukan dalam bentuk:

1) Mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana
penarikan dana;
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2)

3)

4)

S)

6)

7)

Merumuskan standar operasional pelaksanaan pengadaan
barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan
barang/jasa pemerintah;

Menyusun sistem pengawasan pengendalian agar proses
penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

Melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan
pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (out put) yang
ditetapkan dalam DIPA;

Melakukan  monitoring dan evaluasi agar pembuatan
perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas
beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan
dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan;

Merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN
sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; dan

Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka
penyusunan laporan keuangan.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan wewenang:

a. Melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran belanja negara dengan mempedomani
pelaksanaan tanggung jawab KPA kepada PA;

b. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:

1)

2)
3)

4)
o)

6)
7)

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan
dana berdasarkan DIPA yang dilakukan dengan:

a) Menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk
rencana penarikan dananya;

b) Menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar
pembuatan SPP-UP/TUP; dan

¢) Mengusulkan revisi POK/DIPA kepada KPA.
Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Membuat, menandatangani, dan melaksanakan
perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

Melaksanakan kegiatan swakelola;

Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak
yang dilakukannya;

Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih
kepada negara, yang dilakukan dengan:

11




a) Menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti
mengenai hak tagih kepada negara dengan menguji:

o kelengkapan dokumen tagihan;
o kebenaran perhitungan tagihan;

o kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran
atas beban APBN;

o kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa
sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak
dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia
barang/jasa;

o kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa
sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima
barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak;

o kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari
penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
dan

o ketepatan  jangka waktu penyelesaian pekerjaan
sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima
barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak;

b) Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan

yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja
pegawai.

8) Membuat dan menandatangani SPP;

9) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA,
berupa laporan atas pelaksanaan kegiatan, penyelesaian kegiatan
dan penyelesaian tagihan kepada negara serta laporan bulanan
yang terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA
dengan isi laporan paling kurang memuat:

a) perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa yang telah
ditandatangani;

b) tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia
barang/jasa;

c) tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPP-nya; dan
d) jangka waktu penyelesaian tagihan.

10) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA
dengan Berita Acara Penyerahan;

11) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh  dokumen
pelaksanaan kegiatan; dan

12) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan
dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
meliputi:
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a) menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

b) memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada
negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;

c) mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan
kegiatan;

d) memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan
kepada negara; dan

e) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada
penyedia barang/jasa untuk:

o mobilisasi alat dan tenaga kerja;

o pembayaran wuang muka tanda jadi kepada pemasok
barang/material; dan/atau

o persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan
pengadaan barang/jasa.

4. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) memiliki tugas dan wewenang
sebagai berikut:

a. Menguji ulang (review) kebenaran SPP yang diajukan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen beserta dokumen pendukung yang meliputi:

1)
2)

3)

9)

6)

7)

8)

9)

kelengkapan dokumen pendukung SPP.

kesesuaian penandatangan SPP dengan spesimen tandatangan
PPK.

kebenaran pengisian format SPP.

kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja
Anggaran Satker termasuk menguji kesesuaian antara
pembebanan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit)
dengan uraiannya.

ketersediaan pagu sesuai dengan BAS pada SPP dengan
DIPA/POK/ Rencana Kerja Anggaran Satker.

kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi
persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai;

kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi
persyaratan/kelengkapan  sehubungan dengan  pengadaan
barang/jasa;

kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaranpada SPP
sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan;

kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang
perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;

10) kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada

negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan
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11) kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran
dalam perjanjian/kontrak.

b. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi
persayaratan untuk dibayarkan;

c. Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
d. Menerbitkan SPM dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan
sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA;

2) menandatangani SPM; dan

3) memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai
tanda tangan elektronik pada ADK SPM.

€. Menyimpan dan menjaga kelengkapan dan keutuhan seluruh
dokumen hak tagih;

f. Melaporkan pelaksanaan perintah pembayaran kepada KPA
pelaksanaan tugas dan wewenangnya paling sedikit memuat
informasi jumlah SPP yang diterima, jumlah SPM yang diterbitkan
dan jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM;

g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan
pelaksanaan perintah pembayaran.

h. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya PPSPM bertanggung
jawab atas ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian
SPM kepada KPPN; dan

1. PPSPM ikut bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, dan
keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran
yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari
pengujian yang dilakukannya.

- Pembantu Pejabat Penandatangan SPM memiliki tugas dan

wewenang sebagai berikut:

a. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung yang meliputi:
1) kelengkapan dokumen pendukung SPP;

2) kesesuaian penandatangan SPP dengan spesimen tandatangan
PPK;

3) kebenaran pengisian format SPP;

4) kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/ POK/Rencana Kerja
Anggaran  Satker termasuk menguji kesesuaian antara

pembebanan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit)
dengan uraiannya;

5) ketersediaan  pagu  sesuai = BAS pada SPP  dengan
DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
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6) kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi
persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai;

7) kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi
persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan pengadaan
barang/jasa;

8) kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP
sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan;

9) kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang
perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;

10) kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada
negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan

11) kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran
dalam perjanjian/kontrak.

b. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan
pelaksanaan pengujian tagihan; dan

c. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Penguji
Tagihan bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, dan
keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran
yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari
pengujian yang dilakukannya.

6. Bendahara Pengeluaran (BP) memiliki tugas dan wewenang:

a. Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas
uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya yang
meliputi:

1) Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS
melalui Bendahara Pengeluaran; dan

2) Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan
berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN.

b. Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran yang
meliputi:

1) menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan
uang/surat berharga dalam pengelolaannya;

2) melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;

3) menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi
persayaratan untuk dibayarkan,;

4) melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari
pembayaran yang dilakukannya;

S5) menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara
ke kas negara;
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6) mengelola rekening tempat penyimpanan dana APBN yang
menjadi tanggung jawabnya;

7) menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala
KPPN selaku Kuasan BUN; dan

8) Melakukan rekonsiliasi dengan pihak-pihak terkait.
Pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran dilaksanakan
setelah dilakukan pengujian yang meliputi:

1) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
PPK;

2) pemeriksaan kebenaran atas hak tagih meliputi:
e pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;
e nilai tagihan yang harus dibayar;
e jadwal waktu pembayaran; dan
e menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

3) pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi
teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan
spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen pembayaran;

4) pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata
anggaran pengeluaran (akun 6 digit).

Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh BP/BPP merupakan uang
muka kerja kepada penanggung jawab kegiatan atau pihak lainnya,
SPBy harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

a.
b

C.

Rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran;
Rincian kebutuhan dana; dan

Surat pernyataan tentang batas waktu pertanggungjawaban
penggunaan uang muka kerja, dari penerima uang muka kerja.

. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) memiliki tugas dan

wewenang:

a. Menerima dan menyimpan UP;

b. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP;

c. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya
bersumber dari UP;

d. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP

berdasarkan perintah PPK;

Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan
untuk dibayarkan;
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Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang
dilakukannya atas kewajiban kepada negara;

Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke
kas negara;

Menatausahakan dan membukukan transaksi-transaksi yang berasal
dari UP:

Menyusun pertanggungjawaban dana APBN yang dikelolanya; dan

Melakukan rekonsiliasi dengan pihak-pihak terkait lainnya.

- Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) memiliki
tugas dan wewenang:

Pengelola Administrasi Belanja Pegawai adalah pembantu Kuasa
Pengguna Anggaran yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk
melaksanakan pengelolaaan administrasi belanja pegawai pada Satker
BNPB, yaitu penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Tugas PPAPB, yaitu:

a.

Melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik
(menggunakan sistem aplikasi gaji PNS pusat/GPP) yang
berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan
berkesinambungan;

Melakukan penatausahaan semua tembusan surat-surat keputusan
kepegawaian dan semua dokumen pendukung lainnya dalam dosir
setiap pegawai pada Satuan Kerja yang bersangkutan secara tertib
dan teratur;

Memproses pembuatan Daftar Gaji, Uang Duka Wafat/Uang Duka
Tewas, Terusan Penghasilan Gaji (Gaji Terusan), Uang Muka Gaji
(Persekot Gaji), Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi dan
pembuatan Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai lainnya;

Memproses SKPP;

Memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan
untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga;

Menyampaikan Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai
beserta ADK Belanja Pegawai dan dokumen pendukung kepada PPK;

Mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan melalui
Aplikasi GPP Satker setiap awal tahun atau apabila diperlukan untuk
disatukan dengan Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan
yang diterima oleh KPPN; dan

Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan
anggaran belanja pegawai.
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9.

Bendahara Dana Masyarakat memiliki tugas dan wewenang:

Tugas Bendahara Dana Masyarakat adalah melaksanakan tugas
kebendaharaan atas uang yang berada dalam pengelolaannya, meliputi:

a. Menerima dan menyimpan dana masyarakat;
b. Mengelola rekening tempat penyimpanan dana masyarakat;

c. Melakukan pengujian atas tagihan yang dananya bersumber dari
dana masyarakat;

d. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari dana
masyarakat berdasarkan SPby yang ditandatangani oleh PPK;

e. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan
untuk dibayarkan;

f. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang
dilakukannya atas kewajiban kepada negara;

g. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke
kas negara;

h. Menatausahakan dan membukukan transaksi-transaksi yang berasal
dari dana masyarakat; dan

i. Menyusun pertanggungjawaban dana masyarakat yang disampaikan
kepada KPA.

Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Dana Masyarakat
merupakan uang muka kerja kepada penanggung jawab kegiatan atau
pihak lainnya, SPBy harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

a.
b.

C.

10.

Rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran;
Rincian kebutuhan dana; dan
Surat pernyataan tentang batas waktu pertanggungjawaban penggunaan

uang muka kerja, dari penerima uang muka kerja.

Petugas Pengelola Keuangan (Pengelola Administrasi PPK) memiliki
tugas dan wewenang:

1) Pengelola Keuangan, Pembantu PPK sebagai Pengelola
Administrasi PPK bertugas:

a. Membantu tugas rutin PPK;
b. Membantu mengelola administrasi kegiatan PPK;

c. Menyiapkan dan menginput (data entry) Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) sesuai dengan aplikasi;

d. Menyiapkan dan menginput (data entry) Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja (SPTB);

e. Menyimpan dan menginput (data entry) Daftar Rincian Permintaan
Pembayaran (DRPP);
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2)

f. Mendapatkan fotocopy SPM dan SP2D dari Biro Keuangan;

g. Melaksanakan penyimpanan arsip keuangan, termasuk copy arsip
SPTB dan SPP serta berkas lainnya yang disampaikan ke Biro
Keuangan;

h. Membantu PPK dalam meneliti Laporan Kewajiban Perpajakan dan
Penyetoran Lainnya yang berkaitan dengan SSBP dan SSPB untuk
Semester I dan Semester II yang disiapkan oleh BPP; dan

i. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan perintah PPK untuk
pertanggungjawaban kegiatan dan akuntabilitas keuangan unit
kerja.

Pengelola Keuangan Pembantu PPK sebagai Verifikator di unit
kerja bertugas:

a. Membantu tugas rutin PPK dalam meneliti pengelolaan
administrasi Bendahara Pengeluaran Pembantu;

b. Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan
Bendahara Pengeluaran Pembantu;

c. Mengerjakan Kartu Pengawasan Anggaran yang sekaligus
berfungsi sebagai alat monitoring anggaran;

d. Membuat laporan realisasi anggaran secara berkala; dan

e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah PPK dan BPP untuk
pertanggungjawaban kegiatan dan akuntabilitas keuangan unit
kerja.

C. Kompetensi yang harus dimiliki Pejabat Pengelola Anggaran

Untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Pengelola Anggaran, pegawai yang
bersangkutan diharapkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Untuk diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) antara lain
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

b.

f.

g.

Memiliki integritas;
Memiliki disiplin tinggi;
Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manejerial

untuk melaksanakan tugas;

Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki
keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;

Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) atau Bendahara;

Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa; dan

Menandatangani Pakta Integritas.

2. Untuk diangkat menjadi Pejabat Penanda Tangan SPM (PPSPM)
diharapkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
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g.

Memiliki integritas;

Memiliki disiplin tinggi;

Diutamakan telah mengikuti diklat penatausahaan keuangan;
Memahami sistim aplikasi SPM;

Mampu mengambil keputusan, dan tidak pernah terlibat KKN;
Tidak menjabat sebagai PPK atau Bendahara; dan

Menandatangani Pakta Integritas.

. Untuk diangkat menjadi BP/BPP diharapkan memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a.

b.

1.

J-

Memiliki integritas;
Memiliki disiplin tinggi;
Diutamakan telah mengikuti diklat bendahara;

Memiliki sertifikat bendahara yang dikeluarkan oleh Menteri
Keuangan atau Pejabat yang ditunjuk;

Memahami administrasi keuangan, dan menyukai angka-angka;
Mampu mengambil keputusan, dan tidak pernah terlibat KKN;

Mempunyai kemampuan pemahaman terhadap program dan
kegiatan;

Tidak menduduki jabatan strukturural dan tidak menjabat sebagai
PPSPM dan PPK;

Tidak cacat hukum; dan

Menandatangani Pakta Integritas.

. Untuk diangkat menjadi Petugas Pengelola Administrasi PPK yang
bertugas mengelola administrasi kegiatan PPK dan bertugas sebagai
verifikator di unit kerja diharapkan memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a.

b.

Memiliki integritas;
Memiliki disiplin tinggi;
Diutamakan telah mengikuti diklat penatausahaan keuangan;

Mempunyai kemampuan pemahaman terhadap program dan
kegiatan;

. Tidak cacat hukum; dan

Menandatangani Pakta Integritas.
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Setiap pejabat pengelola anggaran sebagaimana dijelaskan
sebelumnya, dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung
jawabnya berdasarkan Peraturan Kepala BNPB ini harus juga menaati
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara,
perbendaharaan Negara, dan peraturan terkait lainnya.

Para pejabat pengelola anggaran dilarang melakukan tindakan yang
berakibat pengeluaran atas beban APBN jika anggaran untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam
DIPA. Pengelola anggaran juga dilarang memberikan ganti rugi kepada
peserta Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung bila penawaran ditolak
atau Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal.

Para pejabat pengelola anggaran yang menandatangani dan/atau
mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti pengeluaran atas
beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang
timbul dari pengeluaran surat bukti dimaksud.

Selanjutnya larangan bagi Pemegang Uang Muka/Persekot Kerja
antara lain adalah tidak boleh memindahtangankan kepada pihak lain dan
bertanggung jawab sepenuhnya atas pengguna uang muka tersebut.

BAB III
PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN

. Asas dan Prinsip Pengelolaan APBN

Dalam pelaksanaan pengelolaan DIPA BNPB agar dikelola secara tertib,
taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas-asas
serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Adapun asas pengelolaan keuangan yang baik meliputi hal-hal sebagai
berikut:

a. Akuntanbilitas berorientasi pada hasil;

b. Profesionalitas;

c. Proporsionalitas;

d. Keterbukaan dalam pengelolaan Keuangan Negara; dan

e. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik meliputi hal-hal
sebagai berikut:

a. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan ketentuan teknis yang
disyaratkan,;

b. Efektif, terarah, dan  terkendali sesuai dengan rencana,
program/kegiatan, sesuai fungsi setiap
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
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c. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri;

d. Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan
atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran; dan

e. Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara merupakan
batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran.

B. Sumber-sumber Pendanaan

Dana-dana yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Anggaran BNPB baik
untuk kegiatan rutin satker maupun kegiatan penanggulangan bencana
berasal dari berbagai sumber, antara lain:

1. DIPA BNPB Bagian Anggaran 103 (APBN Murni, Hibah Dalam Negeri
dan Hibah Luar Negeri);

2. DIPA BNPB Bagian Anggaran 999; dan

3. Dana-dana Masyarakat.

Pengelolaan pelaksanaan anggaran yang sumber dananya berasal dari
hibah telah diatur dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 16 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di lingkungan BNPB.
Ketentuan lebih lanjut tentang Hibah mengikuti Peraturan Pemerintah,
Peraturan Menteri Keuangan, dan ketentuan lainnya beserta peraturan
pelaksanaannya.

Yang dimaksud dengan dana-dana masyarakat adalah sumbangan yang
berasal dari masyarakat baik perorangan, lembaga/organisasi masyarakat
dalam negeri/luar negeri, badan usaha, dan negara-negara sahabat yang
diterima langsung pada saat terjadinya bencana.

C. Proses Pencairan Anggaran

Mekanisme Pencairan Anggaran yang dialokasikan dalam DIPA
dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Berdasarkan DIPA yang telah disahkan, Pengguna Anggaran dan Kuasa
Pengguna Anggaran menetapkan para pejabat pengelola anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B.

2. Pengguna Anggaran membentuk Unit Layanan Pengadaan dan
menetapkan para pejabat yang diberikan kewenangan untuk
melakukan proses pengadaan barang dan jasa, dan penerima
barang/pekerjaan sesuai struktur organisasi pengadaan barang/jasa
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

3. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat
Penanda-tangan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu membuat spesimen tanda tangan yang
selanjutnya disampaikan kepada KPPN Jakarta VI dan KPPN Jakarta I,

sesuai dengan pembagian kerja masing-masing.
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Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu
Jjuga mengisi kartu pengawasan kredit yang disediakan.

4. PPK, BP, dan BPP mengisi dan menandatangani kartu spesimen tanda
tangan pada Bank untuk keperluan pengawasan pencairan dana dari
rekening Bank yang bersangkutan.

S. Pembukaan rekening pada bank pemerintah harus mendapat
persetujuan dari Kementerian Keuangan c.q. Kepala KPPN Jakarta
terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Jenis-jenis Permintaan Pembayaran

Sesuai dengan mekanisme pembayaran yang berlaku atas beban APBN,
terdapat 4 (empat) jenis Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yaitu:

1. SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan).
PPK mengajukan SPP-UP ke pejabat penguji dan perintah pembayaran
pada awal tahun anggaran setelah DIPA/SKPA yang bersangkutan
bendahara mengajukan SPP-UP dengan disertai surat pernyataan dari
KPA atau pejabat yang ditunjuk bahwa UP tersebut tidak untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus
dengan LS.

2. SPP-TUP (Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan)
SPP-TUP diajukan oleh bendahara untuk pengeluaran yang relatif besar
tetapi tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (SPM-LS).

3. SPP-GUP (Surat Permintaan Pembayaran Pengganti Uang Persediaan).
SPP-GUP dapat diajukan kembali setelah uang persediaan (UP)
digunakan seluruhnya atau minimal 50% dari dana tersebut.

4. SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung).
Pembayaran langsung adalah pembayaran kepada pihak ketiga dalam
rangka pengadaan barang/jasa, pembayaran gaji dan belanja pegawai
lainnya.

E. Tata Cara Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

1. SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan)

Bendahara Pengeluaran pada awal tahun anggaran mengajukan
permintaan Uang Persediaan (UP) untuk keperluan membiayai kegiatan
operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak
dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS, mengikuti syarat-
syarat yang berlaku umum.

Pengelolaan Uang Persediaan (UP) diatur sebagai berikut:

a. Jenis belanja/biaya yang dimintakan uang persediaan dapat
diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja barang, belanja
modal, dan belanja lain-lain;

b. Uang Persediaan dapat diberikan paling banyak:
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1) RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis
belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan
Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

2) Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja
yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp900.000.000,00
(sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000.000,00
(dua milyar empat ratus juta rupiah).

3) Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis
belanja  yang  bisa  dibayarkan melalui UP diatas
Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

4) Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis
belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp
©.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

Dalam hal tertentu, diperlukan UP yang melebihi ketentuan di
atas, KPA dapat mengajukan dispensasi kepada Kepala Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta dapat
memberikan persetujuan UP dengan mempertimbangkan:

a) frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1
(satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan

b) perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan
melampaui besaran UP.

Berdasarkan SPM-UP, KPPN memproses pencairan dana dengan
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) langsung ke
rekening BP.

Uang Persedian (UP) yang diterima dari KPPN dialokasikan kepada
masing-masing BPP yang ada di setiap unit eselon II BNPB secara
proposional dengan kegiatan dalam petunjuk operasional yang telah
ditetapkan, sebagai uang muka/persekot di unit kerja masing-masing.
Untuk itu, KPA perlu menetapkan alokasi UP kepada masing-masing
BPP.,

2. SPP-TUP (Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang
Persediaan).

Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat
ditunda, PPK di lingkungan Unit Kerja masing-masing dapat
mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Pengajuan TUP dimaksud harus sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing Unit Kerja serta diprioritaskan untuk kegiatan yang
akan segera dilaksanakan sesuai dengan program kerja dan schedule
pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi.

Selanjutnya, untuk menghindari stagnasi arus keuangan (cash flow),
maka kegiatan hendaklah direncanakan dan dijadwalkan secara
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cermat, tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain yang dapat
mengakibatkan penumpukan kegiatan pada periode waktu tertentu.

Oleh karena itu, kegiatan yang sudah direncanakan/dijadwalkan
agar dikonfirmasikan terlebih dahulu dengan Bagian Verifikasi dan
Akuntasi Biro Keuangan untuk menghindari penugasan ganda kepada
seorang pegawai/pejabat sebagai pelaksana kegiatan (tumpang
tindih /berbenturan).

Dokumen yang dipersyaratkan untuk mengajukan TUP adalah
sebagai berikut:

Surat Permintaan Pembayaran (SPP), (sesuai dengan Lampiran 2);

b. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP), (sesuai dengan
Lampiran 3);

Rincian Penggunaan Dana (sesuai dengan Lampiran 4);

d. Surat pernyataan bahwa dana TUP tersebut akan digunakan dan
dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
SP2D diterbitkan dan tidak digunakan untuk kegiatan yang harus
dilaksanakan dengan pembayaran LS (sesuai dengan format
Lampiran 5).

e. Apabila dana TUP tersebut tidak habis dipergunakan dalam 1 (satu)
bulan, maka sisa dana TUP harus disetorkan ke rekening kas
Negara.

f. Lampiran Rekening Koran.

Biro Keuangan melakukan telaahan (verifikasi) Pengajuan TUP yang
diajukan oleh PPK, kemudian dilakukan kompilasi dengan permintaan TUP
yang diterima dari PPK-PPK Unit Kerja lainnya (sesuai dengan format
Lampiran 6).

Kegiatan Satuan Kerja yang menggunakan dana TUP harus segera
dilaksanakan, dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung
mulai tanggal SP2D diterbitkan telah dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, kegiatan yang telah selesai dilaksanakan harus segera
digjukan pertanggungjawabannya dalam kurun waktu 15 - 20 hari
kalender dalam bentuk SPP berikut lampiran-lampirannya.

Selanjutnya, TUP yang telah dipertanggungjawabkan dapat digunakan
sebagai dasar pertimbangan dalam mengajukan TUP baru untuk
membiayai kegiatan berikutnya.

SPP TUP Bantuan Sosial kepada Kementerian
Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BPBD.

Dokumen yang dipersyaratkan untuk mengajukan TUP Bantuan Sosial
adalah sebagai berikut:

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) (sesuai dengan Lampiran 2).
b. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (sesuai dengan Lampiran 3).

c. Rincian Penggunaan Dana (sesuai dengan Lampiran 4).
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d. Surat pernyataan bahwa dana TUP tersebut akan digunakan dan
dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
SP2D diterbitkan dan tidak digunakan untuk kegiatan yang harus
dilaksanakan dengan pembayaran LS (sesuai dengan Lampiran 5).

e. Surat Keputusan Kemeterian/Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota
tentang Pemberian Bantuan.

f. MOU antara BNPB dengan
Kementerian/Lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota (sesuai dengan
Lampiran 7).

g. Berita Acara Pembayaran (sesuai dengan Lampiran 8).

h. Kwitansi yang disetujui oleh Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk.
(sesuai dengan Lampiran 9).

i. Rekening Koran.

. SPP-GUP (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan)
SPP-GUP Isi

a. PPK menerbitkan SPP-GUP untuk pengisian kembali UP.

b. Penerbitan SPP-GUP dilengkapi dengan dokumen pendukung
sebagai berikut:

1) Daftar rincian permintaan pembayaran.

2) Bukti pengeluaran seperti kuitansi/bukti pembelian beserta
faktur pajak dan SSP serta nota/bukti penerimaan barang/jasa
atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah
disahkan oleh PPK.

3) SSP yang telah dikonfirmasi KPPN.
c. Perjanjian/kontrak beserta faktur pajaknya dilampirkan untuk nilai
transaksi yang harus menggunakan perjanjian/kontrak

sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

d. SPP-GUP disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari
kerja setelah bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan
benar.

SPP-GUP Nihil dilakukan dalam hal

a. PPK menerbitkan SPP GUP Nihil merupakan pengesahan/
pertanggungjawaban UP untuk pembayaran yang telah
dipertanggungjawabkan;

b. Sisa dana pada DIPA yang dapat dibayarkan dengan UP minimal
sama dengan besaran UP yang diberikan;

c. Sebagai pertanggungjawaban UP yang dilakukan pada akhir tahun
anggaran,;

d. UP tidak diperlukan lagi;
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e. SPP-GUP Nihil dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti
halnya SPP-GUP Isi.

4. SPP-LS ( Surat Permintaan Pembayaran Langsung) terdiri dari: SPP-
LS nonbelanja pegawai, SPP-LS Belanja Pegawai, dan SPP-LS Belanja
Perjalanan Dinas.

SPP-LS Non Belanja Pegawai
a. Pembayaran pengadaan barang dan jasa:
1) Kontrak / SPK yang mencantumkan Nomor rekening rekanan.
2) Surat pernyataan kuasa PA mengenai penetapan rekanan.
3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
5) Berita Acara Pembayaran.

6) Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa PA atau pejabat yang
ditunjuk. (sesuai dengan Lampiran 9)

7) Faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani oleh Wajib
Pajak.

8) Jaminan Bank atau dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank
atau lembaga keuangan nonbank.

9) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang
dana sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah
luar negeri.

10) Ringkasan kontrak (sebagaimana Lampiran 10).

Berita acara pada butir 3), butir 4), dan butir 5) di atas dibuat
sekurang-kurangnya dalam rangkap lima dan disampaikan kepada:

1) Asli dan satu tembusan untuk penerbit SPM.

2) Masing-masing satu tembusan untuk para pihak yang membuat
kontrak.

3) Satu tembusan untuk pejabat pelaksana pemeriksaan pekerjaan.
b. Pembayaran Biaya Langganan Daya dan jasa (listrik, telepon, dan

air):

a) Bukti tagihan daya dan jasa.

b) Nomor Rekening Pihak Ketiga (PT PLN, PT TELKOM, PDAM, dll).

Dalam hal pembayaran langganan daya dan jasa belum dapat
dilakukan secara langsung, satuan kerja/SKS yang bersangkutan
dapat melakukan pembayaran dengan UP.

Tunggakan langganan daya dan jasa tahun anggaran sebelumnya
dapat dibayarkan oleh satker/SKS setelah ada revisi halaman IV
DIPA terlebih dahulu dari Kanwil Ditjen PBN.
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c. Pembayaran Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dan
Pihak Lainnya:

1) Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Pemberian
Bantuan.

2) MOU antara BNPB dengan Gubernur/Bupati/Walikota.
3) Berita Acara Pembayaran.

4) Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa PA atau pejabat yang
ditunjuk. (sesuai dengan Lampiran 9).

S5) Daftar Nominatif yang mencantumkan nama dan nomor rekening
kelompok masyarakat serta jumlah bantuan yang diterima.

6) Dokumen lain yang dipersyaratkan.

SPP-LS Belanja Pegawai

SPP-LS Belanja Pegawai untuk Pembayaran gaji, lembur, dan
honor/vakasi:

Pembayaran gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka
wafat/tewas, dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/
kekurangan gaji/uang duka/wafat/tewas, SK PNS, SK kenaikan
pangkat, SK jabatan, kenaikan gaji berkala, surat pernyataan
pelantikan, surat pernyataan masih menduduki jabatan, surat
pernyataan melaksankan tugas, daftar keluarga (KP4), fotokopi surat
nikah, fotokopi akte kelahiran, SKPP, daftar potongan sewa rumah
dinas, surat keterangan masih sekolah/kuliah, surat pindah, surat
kematian, SSP PPh Pasal 21, Nomor Pokok wajib pajak (NPWP),
kelengkapan tersebut di atas digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Pembayaran lembur dilengkapi dengan daftar pembayaran perhitungan
lembur yang ditandatangani oleh kuasa PA/pejabat yang ditunjuk dan
bendahara pengeluaran yang bersangkutan, dan SPP PPh Pasal 21.

SPP-LS Belanja Perjalanan Dinas

Untuk pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, PPK dapat mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).

Belanja perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip
sebagai berikut:

a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan
prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;

b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja
Kementerian Negara/Lembaga;

c. Efisiensi penggunaan belanja negara; dan

d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan
pembebanan biaya perjalanan dinas.

28




Belanja Perjalanan Dinas dengan mekanisme pembayaran LS harus
memperhatikan ketentuan meliputi: kegiatan yang akan dilaksanakan
sudah pasti baik lokasi, tempat pelaksanaan kegiatan, waktu dan nama
peserta yang terlibat (contoh rapat kerja, diklat, pelaksanaan audit,
monev dan sejenisnya).

SPP-LS perjalanan dinas diajukan dengan lampiran sebagai berikut:
a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB);

c. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran; dan

A

Daftar nominatif pejabat/petugas yang akan melakukan perjalanan
dinas yang  berisi antara lain informasi mengenai data
pejabat/petugas/nama,pangkat/golongan, tujuan, tanggal berangkat,
lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan (sesuai dengan
Lampiran 11).

Untuk menjadi perhatian bahwa kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya
diselenggarakan dalam rangka mencapai kinerja yang ditetapkan dalam
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan harus menghasilkan
output berupa transkrip hasil rapat, notulen rapat dan/atau laporan.

Selanjutnya kebenaran formal dokumen surat bukti yang menjadi
persyaratan/ kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran lainnya
diatur lebih lanjut dalam bentuk Surat Edaran.

F. Tata Cara Penerbitan SPM

Pejabat Penerbit SPM menerbitkan SPM dengan mekanisme sebagai
berikut:

a.

Penerimaan dan pengujian SPP

Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan SPP, mengisi check list
kelengkapan berkas SPP, mencatatnya dalam buku pengawasan
penerimaan SPP dan membuat/menandatangani tanda terima SPP
berkenaan. Selanjutnya petugas penerima SPP menyampaikan SPP
dimaksud kepada penerbit SPM.

Pejabat Penerbit SPM melakukan pengujian atas SPP sebagai berikut:

1) Memeriksa secara rinci kelengkapan dan kebenaran materil
dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Memeriksa kesediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh
keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.

3) Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja
yang dicapail dengan indikator keluaran.

4) Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:

a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama
orang/perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama bank).
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b) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakan
dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang
tercantum dalam kontrak).

c) Jadwal waktu pembayaran.

S) Memeriksa pencapain tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai
dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan
dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak.

c. Pembebanan anggaran
Setelah  dilakukan  pengujian  terhadap SPP-UP/SPP-TUP/SPP-
GUP/SPP-LS, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM
menerbitkan SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS sesuai dengan kode
BAS yang tercantum pada DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker,
dan memperhatikan pembebanan kode mata anggaran pengeluaran
(akun 6 digit) yang sesuai dengan uraian jenis pengeluarannya.

Dalam hal Pagu dana yang tersedia dalam DIPA BNPB telah habis,
maka SPP-GUP tersebut diterbitkan SPM-GUP Nihil.

Sehubungan dengan pembiayaan penanggulangan bencana yang
melibatkan BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait apabila dana
TUP yang telah diajukan sebelumnya tidak mencukupi dimungkinkan
untuk mengajukan SPP Penambahan TUP sebelum TUP yang telah
diberikan dipertanggungjawabkan. Untuk itu Pejabat Penandatangan
SPM menerbitkan SPM-PTUP.

SPM-UP / SPM-TUP / SPM-PTUP / SPM-GUP / SPM-GUP Nihil / SPM-
LS diterbitkan dalam rangkap tiga sesuai dengan format terlampir
(Lampiran 12):

1. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN.

2. Lembar ketiga sampai pertinggal pada satker yang bersangkutan.

G. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan BP dan BPP

BP/BPP sebagai wajib pungut dan wajib setor wajib memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban BP/BPP sehubungan dengan pemungutan
dan penyetoran pajak meliputi pemotongan PPh Pasal 21, Pemungutan PPh
Pasal 22, Pemotongan PPh Pasal 23, Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4
ayat (2), Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 15, serta Pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai.

BP/BPP wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP yang
merupakan identitas bendahara sebagai wajib pajak dalam melaksanakan
pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan/Surat
Pemberitahuan Masa.
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Batas waktu pembayaran/penyetoran pajak yang sudah dipotong
dan/atau dipungut oleh BP/BPP serta tanggal pelaporan/Surat
Pemberitahuan Masa adalah sebagai berikut:

JENIS PAJAK PENYETORAN PELAPORAN

PPh Pasal 21 Tanggal 10 bulan | Tanggal 20 bulan berikutnya
berikutnya

PPh Pasal 22 Hari yang sama Tanggal 14 bulan berikutnya

PPh Pasal 23 Tanggal 10 bulan | Tanggal 20 bulan berikutnya
berikutnya

PPh Pasal 4 Ayat 2 Tanggal 10 bulan | Tanggal 20 bulan berikutnya
berikutnya

PPh Pasal 15 Tanggal 10 bulan | Tanggal 20 bulan berikutnya
berikutnya

PPN Tanggal 7 bulan | Akhir bulan berikutnya
berikutnya

H. Revisi Anggaran

Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran belanja pemerintah
pusat yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam DIPA.

Revisi DIPA yang tercantum dalam Surat Pengesahan DIPA (SP DIPA)
harus diusulkan ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
Sedangkan perubahan rincian anggaran belanja yang tidak mengakibatkan
berubahnya SP DIPA dilakukan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Utama
BNPB.

Setiap revisi anggaran baik yang mengubah SP DIPA maupun yang tidak
harus diikuti dengan Revisi POK.

Revisi anggaran terdiri atas:

a. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau
pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian
anggaran belanjanya,;

b. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran pagu anggaran tetap;
dan/atau

c. Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi.

Revisi anggaran yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran
dan/atau perubahan jenis belanja dan/atau volume pengeluaran pada:
kegiatan, satker, program, kementerian/lembaga dan/atau APBN.

Revisi anggaran yang mengakibatkan pergeseran rincian anggaran pagu
anggaran tetap dilakukan dalam hal terjadi perubahan APBN, penerapan
pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (reward and punishment
system), Instruksi Presiden tentang penghematan anggaran dan/atau
kebijakan prioritas pemerintah yang telah ditetapkan lainnya.

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan revisi anggaran mengikuti Peraturan
Menteri Keuangan tentang Tatacara Revisi Anggaran.
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Revisi POK dilakukan secara internal di lingkungan satuan kerja BNPB
dengan tidak mengubah mata anggaran (MAK) atau jenis belanja setelah
menndapat persetujuan dari KPA.

PPK atau pejabat Eselon II menyampaikan usulan Revisi POK kepada KPA,
c.q. Kepala Biro Perencanaan dengan dilengkapi penjelasan dan dokumen
yang menjadi alasan perlunya dilakukan revisi POK.

Kepala Biro Perencanaan akan menelaah dari sisi substansi maupun
administrasi atas usulan revisi POK tersebut dan menyampaikan hasil
telaahan kepada KPA.

BAB IV
PELAKSANAAN ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA

A. Sumber Dana Penanggulangan Bencana

Menurut peraturan perundang-undangan, dana penanggulangan bencana
menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah
daerah yang berasal dari APBN, APBD, dan masyarakat.

Untuk itu pemerintah dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota
mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan
APBD masing-masing. Dana penanggulangan bencana dialokasikan untuk
setiap tahapan, baik pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan
pascabencana.

Pada tahap prabencana, yang meliputi kegiatan kesiapsiagaan,
pembangunan sistem peringatan dini, dan kegiatan mitigasi bencana,
pemerintah mengalokasikan Dana Kontijensi Bencana pada DIPA BNPB.

Pada tahap keadaan darurat bencana, yang meliputi kegiatan siaga
darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan, pemerintah
mengalokasikan Dana Siap Pakai (on call) yang disediakan pada DIPA
BNPB.

Sedangkan pada tahap pascabencana yang meliputi kegiatan rehabilitasi
dan rekonstruksi pemerintah mengalokasikan Dana Bantuan Sosial
Berpola Hibah pada DIPA BNPB.

Sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah dan
pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, pemerintah provinsi,
kabupaten/kota mengalokasikan pada APBD masing-masing sejumlah
dana untuk penanganan penanggulangan bencana baik yang bersifat
berjaga-jaga (preventif) terlebih-lebih untuk pembiayaan rehabilitasi dan
rekonstruksi sarana, prasarana, fasilitas layanan publik dan pemerintahan
yang rusak/hancur pascabencana.

Mengingat seringnya terjadi bencana yang pada umumnya membutuhkan
pembiayaan melebihi kemampuan fiskal pemerintah, pemerintah dan
pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha
untuk berperan serta dalam penanggulangan bencana.
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B. Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana Pada Tahap
Prabencana

1.

Mekanisme  pelaksanaan anggaran pada tahap prabencana
menggunakan Dana Kontijensi Bencana yang berpedoman pada
Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sepanjang Dana Kontijensi Bencana belum dialokasikan dalam DIPA
BNPB, kegiatan kesiapsiagaan, pembangunan sistem peringatan dini,
dan kegiatan pengurangan resiko bencana menggunakan dana kegiatan
operasional Satker BNPB.

Untuk pembiayaan kegiatan kesiapsiagaan, pembangunan sistem
peringatan dini, dan kegiatan pengurangan resiko bencana yang
melibatkan BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan
Satker Kementerian Negara/Lembaga menggunakan mekanisme
pembayaran langsung (SPM-LS).

Pencairan Dana Kontijensi Bencana didasarkan pada Keputusan Kepala
BNPB tentang Penetapan Alokasi Dana Kontijensi Bencana, dan
dilanjutkan dengan pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(SPKO) antara Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB
dengan Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan
Satker Kementerian Negara/Lembaga yang terkait.

Berdasarkan SPKO dimaksud Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota,
Rektor Perguruan Tinggi, dan Kepala Satker Kementerian
Negara/Lembaga yang terkait mengusulkan Pejabat/Pegawai untuk
diangkat sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK),
Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), untuk mengelola Dana
Kontijensi Bencana.

. Yang diangkat sebagai PJOK adalah Kepala Bidang/Seksi Kesiapsiagan

pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota dan memiliki Sertifikat Keahlian
Pengadaan Barang/Jasa.

Kepala BPBD mengangkat Petugas Pengelola Keuangan yang membantu
PJOK dalam melakukan pengujian tagihan.

. Rekening yang digunakan untuk menampung dana Kontijensi Bencana

dibuka oleh Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota pada Bank
Pemerintah setempat atas nama “BPP Dana Kontijensi Bencana”.

Pencairan Dana Kontijensi Bencana

1.

Berdasarkan Keputusan Kepala BNPB tentang Penetapan Alokasi Dana
Untuk Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem Peringatan Dini,
Dan Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana, Kepala BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota, Rektor Perguruan Tinggi, dan Kepala Satker
Kementerian Negara/Lembaga mengajukan permohonan pencairan
Dana Kontijensi Bencana sebesar 100% dari alokasi dana yang
ditetapkan Kepala BNPB melalui PPK pada Deputi Bidang Pencegahan
dan Kesiapsiagaan dengan melampirkan:
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a. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (SPKO);

b. Kuitansi yang ditandatangani oleh PJOK BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker Kementerian
Negara/Lembaga;

c. Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani PJOK BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker Kementerian
Negara/Lembaga;

d. Fotokopi Rekening Koran dan NPWP BPP pada BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker Kementerian
Negara/Lembaga.

Selanjutnya berdasarkan dokumen permohonan pencairan dana
dimaksud, PPK pada Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
melakukan pengujian dan penelitian terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen yang diajukan.

Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dimaksud telah memenuhi
syarat, maka PPK pada Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
menyusun SPP-LS kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem
Peringatan Dini, dan Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana, untuk
BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker
Kementerian Negara/Lembaga.

SPP LS dimaksud selanjutnya disampaikan kepada KPA BNPB melalui
Biro Keuangan dengan dilampiri:

a. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (SPKO), (Formulir 13);

b. Ringkasan SPKO yang ditandatangani PPK Deputi Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Formulir 14);

c. Kuitansi yang ditandatangani oleh PJOK BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker Kementerian
Negara/Lembaga dan diketahui oleh PPK Deputi Bidang Pencegahan
dan Kesiapsiagaan,;

d. Berita Acara Pembayaran antara PPK BNPB dengan PJOK BPBD
Provinsi, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker
Kementerian Negara/Lembaga (Formulir 15);

€. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB)/(Formulir 16);

f. Fotokopi Rekening Koran dan NPWP BPP pada BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker Kementerian
Negara/Lembaga.

Apabila ternyata dari hasil pengujian dan penelitian dimaksud tidak
memenuhi syarat, maka PPK pada Deputi Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan mengembalikan permohonan pencairan dana kontijensi
dimaksud kepada Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, Rektor
Perguruan Tinggi, dan Kepala Satker Kementerian Negara/Lembaga,
untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan.
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PPSPM BNPB melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-LS Dana
Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem Peringatan Dini, dan
Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana yang diajukan sesuai dengan
ketentuan, antara lain meliputi kelengkapan dokumen, kesesuaian
penanda tangan SPP-LS dengan spesimen tanda tangan PPK,
kebenaran pengisian format SPP-LS, kesesuaian kode BAS, dan
ketersediaan pagu pada DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker.

Apabila dari hasil pemeriksaan dan pengujian SPP-LS Dana untuk
Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem Peringatan Dini, dan
Kegiatan  Pengurangan Resiko Bencana  beserta dokumen
pendukungnya memenuhi persyaratan, PPSPM menerbitkan, dan
menandatangani SPM-LS Dana Untuk Kegiatan Kesiapsiagaan,
Pembangunan Sistem Peringatan Dini, dan Kegiatan Pengurangan
Resiko Bencana, dan menyampaikannya kepada KPPN Jakarta, dengan
melampirkan:

a. Salinan Surat Keputusan Kepala BNPB tentang Penetapan Alokasi
Dana Untuk Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem
Peringatan Dini, Dan Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana;

b. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (SPKO);

c. Ringkasan SPKO yang ditandatangani PPK pada Deputi Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

d. Kuitansi yang ditandatangani oleh PJOK BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker Kementerian
Negara/Lembaga dan diketahui oleh PPK pada Deputi Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

e. Berita Acara Pembayaran antara PPK BNPB dengan PJOK BPBD
Provinsi, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker
Kementerian Negara/Lembaga (Formulir 15);

f. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) (Formulir 16);

g. Fotokopi Rekening Koran dan NPWP BPP pada BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan Satker Kementerian
Negara/Lembaga;

h. Arsip Data Komputer (ADK).

Dalam hal berkas pengajuan SPP-LS yang diajukan PPK tidak
memenuhi ketentuan, PPSPM wajib menolak untuk
menerbitkan/menandatangani SPM yang disertai dengan pernyataan
secara tertulis alasan penolakan.

Seluruh dokumen lainnya yang menjadi dasar pemeriksaan, pengujian
dan penerbitan SPM-LS Dana Untuk Kegiatan Kesiapsiagaan,
Pembangunan Sistem Peringatan Dini, dan Kegiatan Pengurangan
Resiko Bencana disimpan oleh PPSPM untuk menjadi bahan
pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal.
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10. Berdasarkan SPM-LS Dana Untuk Kegiatan Kesiapsiagaan,

1.1

Pembangunan Sistem Peringatan Dini, dan Kegiatan Pengurangan
Resiko Bencana tersebut, KPPN Jakarta melakukan pengujian dan
penerbitan SP2D, serta mentransfer dananya ke rekening Dana
Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem Peringatan Dini, dan
Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana pada bank yang ditunjuk;

Tatacara penyusunan, pengujian dan penelitian dokumen, serta
penerbitan, dan pengajuan SPP/SPM-LS Dana Untuk Kegiatan
Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem Peringatan Dini, dan Kegiatan
Pengurangan Resiko Bencana, mempedomani Peraturan Menteri
Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan
Bencana, dan ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya;

Penggunaan Dana Kontijensi

1.

Berdasarkan Keputusan Kepala BNPB tentang Penetapan Alokasi Dana
untuk Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem Peringatan Dini,
Dan Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana, Kepala BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota, Rektor Perguruan Tinggi, dan Kepala Satker
Kementerian Negara/Lembaga mengajukan permohonan pencairan Dana
Kontijensi Bencana sebesar 100% dari alokasi dana yang ditetapkan
Kepala BNPB melalui PPK pada Deputi Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan.

Penggunaan Dana Kontijensi Bencana sepenuhnya merupakan
kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah i.c. BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota, Rektor Perguruan Tinggi, dan Kepala Satker
Kementerian Negara/Lembaga, namun tetap berpedoman pada Surat
Keputusan Kepala BNPB tentang penetapan alokasi, MoU, dan POK dan
RKA yang telah ditetapkan.

Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana untuk Kegiatan
Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem Peringatan Dini, dan Kegiatan
Pengurangan Resiko Bencana sebagaimana tercantum dalam POK dan
RKA dilakukan sebagai berikut:

a. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, Rektor Perguruan
Tinggi, dan Kepala Satker Kementerian Negara/Lembaga
menyampaikan usul revisi kepada Kepala BNPB melalui Deputi
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

b. Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melakukan
penelaahan apakah telah sesuai dengan ketentuan atau menyimpang
dari rencana Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem
Peringatan Dini, dan Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana;

c. Apabila usul revisi dimaksud telah sesuai dengan ketentuan, maka
Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan segera menerbitkan
surat persetujuan revisi dan menyampaikannya kepada Kepala
Pelaksana BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, Rektor Perguruan Tinggi,
dan Kepala Satker Kementerian Negara/Lembaga;
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d. Apabila usul revisi tersebut tidak memenuhi ketentuan, maka Deputi
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan segera memberitahukan
secara tertulis kepada Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota,
Rektor Perguruan Tinggi dan Kepala Satker Kementerian
Negara/Lembaga untuk dilakukan perbaikan.

4. Revisi penggunaan dana Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem
Peringatan Dini, dan Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana tersebut,
termasuk  penggunaan sisa dana kegiatan dalam rangka
mengoptimalkan pemanfaatan dana untuk paket-paket pekerjaan yang
terdapat dalam dokumen Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem
Peringatan Dini, dan Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana.
Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan, Pembangunan Sistem Peringatan
Dini, dan Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana yang pembiayaannya
menggunakan Dana Kontijensi dapat dilakukan baik secara swakelola
maupun kontraktual sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana Pada Tahap Keadaan
Darurat Bencana

Mekanisme pelaksanaan anggaran pada tahap ini menggunakan Dana Siap
Pakai (on call) yang disediakan dalam bentuk Uang Persediaan (UP) pada BP
BNPB.

Penggunaan Dana Siap Pakai dilaksanakan sesuai dengan keadaan darurat
bencana yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat
ke pemulihan, yaitu terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai
pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.

Penggunaan Dana Siap Pakai, dapat dilaksanakan dengan cara:

a. Dilaksanakan oleh BNPB sendiri; atau

b. Dilaksanakan oleh BNPB dengan melibatkan BPBD/Kementerian
Negara/Lembaga.

Pembiayaan untuk kegiatan dalam keadaan darurat bencana baik yang
dilaksanakan sendiri oleh BNPB, atau yang melibatkan BPBD/Kementerian
Negara/Lembaga disediakan dalam bentuk UP pada BP BNPB.

UP Dana Siap Pakai disimpan dalam rekening yang terpisah dari UP yang
digunakan untuk pembiayaan kegiatan rutin Satker BNPB, dan UP untuk
kegiatan rehabiliasi dan rekonstruksi.

Tata cara pengajuan UP Dana Siap Pakai yang dilaksanakan sendiri oleh
BNPB diatur sebagai berikut:

a. Untuk keperluan penampungan Dana Siap Pakai yang dilaksanakan
sendiri oleh BNPB, KPA membuka rekening pada Bank Pemerintah
dengan nama “BP Dana Siap Pakai pada BNPB”;

b. Pembukaan rekening atas nama BP Dana Siap Pakai dimaksud,
mengacu pada peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan
rekening pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja,
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antara lain harus mendapat persetujuan Kepala KPPN selaku Kuasa
BUN yang berkedudukan dalam wilayah pembayaran setempat;

c. BP menyampaikan permohonan UP untuk Dana Siap Pakai kepada PPK
sebesar alokasi anggaran dalam DIPA;

d. Dalam hal terdapat penambahan alokasi dana siap pakai dalam DIPA
karena adanya revisi DIPA atau sebab lainnya, BP dapat mengajukan
penyesuaian besaran UP dimaksud;

e. PPK meneliti permohonan UP dimaksud dengan melihat alokasi dana
siap pakai pada DIPA bersangkutan;

f. Apabila dari hasil penelitian terhadap permohonan UP Dana Siap Pakai
yang diajukan BP BNPB telah memenuhi syarat, maka PPK menerbitkan
SPP UP Dana Siap Pakai dan disampaikan kepada PPSPM dengan
dilampiri rincian perhitungan besaran UP;

g PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap SPP UP Dana
Siap Pakai yang diajukan sesuai dengan ketentuan, antara lain meliputi
kelengkapan dokumen, kesesuaian penandatangan SPP UP dengan
spesimen tandatangan PPK, kebenaran pengisian format SPP UP,
kesesuaian kode BAS, dan ketersediaan pagu pada DIPA/POK/rencana
kerja anggaran Satker;

h. Apabila dari hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap SPP-UP Dana
Siap Pakai beserta dokumen pendukungnya memenubhi persyaratan,
PPSPM menerbitkan dan menandatangani SPM-UP untuk pembiayaan
kegiatan darurat bencana, dan menyampaikannya kepada KPPN dengan
disertai ADK SPM-UP berkenaan;

1. Penerbitan SPM-UP dalam rangka pengajuan penyesuaian besaran UP
Dana Siap Pakai, mencantumkan pada kolom pengeluaran bruto
sebesar alokasi baru Dana Siap Pakai setelah penambahan, dan pada
kolom potongan dicantumkan jumlah UP yang telah pernah diberikan;

J. Dalam hal berkas pengajuan SPP-UP yang diajukan PPK tidak
memenuhi ketentuan, PPSPM wajib menolak untuk
menerbitkan/menandatangani SPM yang disertai dengan pernyataan
secara tertulis alasan penolakan;

k. Seluruh dokumen sebagai dasar pemeriksaan pengujian dan penerbitan
SPM-UP Dana Siap Pakai disimpan oleh PPSPM untuk menjadi bahan
pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal.

Tatacara pengajuan UP Dana Siap Pakai yang dilaksanakan oleh BNPB
dengan melibatkan BPBD/Kementerian Negara/ Lembaga diatur sebagai
berikut:

a. Dalam rangka mengelola pembiayaan kegiatan dalam keadaan darurat
bencana yang melibatkan BPBD/Kementerian Negara/Lembaga, KPA
mengangkat pejabat pada BPBD atau Kementerian Negara/Lembaga
sebagai PPK dan BPP atas usul Kepala BPBD provinsi, kabupaten/kota,
atau pimpinan Kementerian Negara/Lembaga terkait;
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b. Kepala BPBD provinsi, kabupaten/kota atay pimpinan Kementerian
Negara/Lembaga terkait atas nama KPA membuka rekening pada bank
pemerintah atas nama “Bpp Dana Siap Pakai BPBD /Kementerian
Negara/ Lembaga terkait;

¢. Pembukaan rekening atas nama BPP Dana Siap Pakai dimaksud,
Imeéngacu pada peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan
rekening pemerintah pada kementerian Negara/ lembaga/satuan kerja,
antara lain harus mendapat persetujuan Kepala KPPN selaku Kuasa
BUN yang berkedudukan dalam wilayah pembayaran setempat;

d. PPK Dana Siap Pakai pada Deputi Penanganan Darurat BNPB
mengajukan kebutuhan UP kepada KPA untuk pembiayaan kegiatan
dalam keadaan darurat bencana yang melibatkan BPBD/Kementerian
Negara/Lembaga terkait, dengan dilampiri rincian perhitungan hasil
assement Tim Reaksi Cepat (TRC) dan memperhatikan usulan darj
Gubernur, Bupati/Walikota yang wilayahnya terkena bencana;

€. Dalam keadaan terdapat potensi bencana di suatu daerah, Deputi
Bidang Penanganan Darurat dapat berinisiatif dan mengusulkan kepada
KPA agar kepada daerah yang telah berada pada kondisij status siaga
darurat dapat diberikan sejumlah Dana Siap Pakai;

f. KPA mengusulkan kepada Kepala BNPB tentang alokasi Dana Siap Pakai
kepada daerah yang wilayahnya terkena bencana, untuk ditetapkan
dengan Keputusan Kepala BNPB; dan

g. Selanjutnya, KPA memerintahkan kepada BP untuk memindahbukukan
sejumlah dana UP dari rekening BP pada BNPB ke rekening BPP pada
BPBD atau Kementerian Negara/Lembaga terkait sesuaj dengan jumlah
yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk kegiatan dalam keadaan darurat
bencana baik yang dilaksanakan oleh BNPB sendiri maupun yang
melibatkan BPBD/Kementerian N egara/Lembaga terkait.

a. Dalam rangka penggunaan Dana Siap Pakai oleh
BNPB/BPPD/Kementerian Negara/Lembaga terkait PPK pada institusi
masing-masing melakukan pembuatan komitmen berupa surat
perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa dengan pihak ketiga untuk
kegiatan siaga darurat, tanggap darurat, dan transisj darurat ke
pemulihan, sesuai dengan yang diatur dalam peraturan Kepala BNPB
tentang Dana Siap Pakai;

b. Pembuatan komitmen untuk pengeluaran dalam rangka pemberian
bantuan, dan pengeluaran yang bersifat honorarium diwujudkan dalam
bentuk penerbitan surat keputusan otorisasi oleh Kepala BNPB/Kepala
BPBD/Kepala Satuan Kerja pada Kementerian Negara/Lembaga untuk
kegiatan pada masing-masing institusi;

¢. Untuk pengeluaran tertentu, karena kondisi kedaruratan tidak dapat
dilakukan dengan perjanjian/kontrak/SPK dengan pihak Kketiga, dapat
berbentuk bukti-bukti pembelian/pembayaran yang disahkan oleh PPK;
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. Dalam rangka penyelesaian tagihan atas penggunaan Dana Siap Pakai
baik yang dilaksanakan oleh BNPB sendiri maupun yang melibatkan
BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait, PPK wajib melakukan
pengujian berdasarkan hak dan bukti-bukti yang sah untuk
memperoleh pembayaran sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

. Untuk melaksanakan pengujian tagihan dimaksud, KPA/Kepala
BPBD/Kepala Satker pada Kementerian Negara/Lembaga dapat
mengangkat Petugas Verifikator yang memahami administrasi Keuangan
Negara,;

Apabila dari hasil pengujian ternyata memenuhi syarat, PPK
BNPB/BPBD/Satker Kementerian Negara/Lembaga menerbitkan dan
menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPBy) kepada BP/BPP
pada institusi masing-masing dengan melampirkan:

1) Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan oleh PPK beserta
faktur pajak dan SSP; dan

2) nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung
lainnya yang diperlukan yang telah disahkan oleh PPK.

. BP/BPP melakukan penelitian/pengujian atas kelengkapan kebenaran
perhitungan dokumen tagihan yang terlampir pada SPBy, dan
ketersediaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

. Apabila dari hasil penelitian/pengujian ternyata memenuhi syarat,
BP/BPP melakukan pembayaran menggunakan UP/TUP yang
dikelolanya serta melakukan pemungutan/pemotongan pajak/bukan
pajak atas tagihan atas SPBy yang diajukan, dan menyetorkan ke Kas
Negara;

Pembayaran UP/TUP tidak dibatasi besaran jumlahnya untuk satu
penerima/penyedia barang dan/atau jasa. Pembayaran dapat dilakukan
secara tunai atau giral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dokumen
dimaksud ternyata tidak memenuhi syarat, maka BP/BPP pada institusi
masing-masing harus menolak dan mengembalikan SPBy dimaksud
kepada PPK untuk dilengkapi/diperbaiki;

BPP pada BPBD/Satker Kementerian Negara/Lembaga terkait
menyampaikan SPBy beserta lampirannya kepada BP BNPB;

. BP BNPB selanjutnya menyampaikan SPBy beserta lampirannya
dimaksud kepada PPK Dana Siap Pakai pada Deputi Penanganan
Darurat BNPB sebagai bahan penyusunan SPP GUP/GUP Nihil;

Dalam hal pembayaran yang dilakukan BP/BPP pada
BNPB/BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait merupakan uang
muka kerja, SPBy harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

1) Rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran;

2) Rincian kebutuhan dana; dan
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3) Surat pernyataan batas waktu pertanggungjawaban penggunaan
uang muka kerja dari penerima uang muka kerja (pelaksana
kegiatan).

. Pelaksana kegiatan selaku penerima wuang muka kerja harus
mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai dengan batas waktu
yang disebutkan dalam surat pernyataan, atau selambat-lambatnya lima
hari kerja sejak diterima uang muka, berupa:

1) Surat Keputusan Otorisasi yang ditandatangani oleh Kepala
BNPB/BPBD/Satker Kementerian Negara/Lembaga.

2) Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan oleh PPK serta faktur
pajak dan SSP; dan

3) Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung
lainnya yang diperlukan yang telah disahkan oleh PPK.

. Atas dasar pertanggungjawaban dimaksud, BP/BPP melakukan
pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti
pengeluaran yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan.

. Apabila dari hasil pengujian dan penelitian pertanggungjawaban

dimaksud memenuhi syarat, selanjutnya BP/BPP menggabungkan

seluruh bukti-bukti pengeluaran dimaksud dengan kuitansi/dokumen
pemberian uang muka sebagai tanda telah dipertanggungjawabkan,
dilengkapi dengan:

1) Copy bukti/kuitansi pengembalian sisa uang muka yang
ditandatangani oleh BP/BPP, dalam hal uang muka yang diberikan
lebih besar daripada bukti-bukti pengeluaran yang
dipertanggungjawabkan.

2) Asli bukti/kuitansi pembayaran kekurangan uang muka yang
ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, dalam hal uang muka yang
diberikan lebih kecil daripada bukti-bukti pengeluaran yang
dipertanggungjawabkan.

. Dalam hal sampai batas waktu yang diperjanjikan, penerima uang muka

kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran sebagai
pertanggungjawaban, BP/BPP menyampaikan permintaan tertulis agar
Pelaksana Kegiatan/penerima uang muka segera

mempertanggungjawabkan uang muka yang diterimanya. Tembusan
permintaan tertulis dimaksud disampaikan kepada PPK
BNPB/BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait;

. Tata cara pengujian tagihan dan penerbitan SPBy oleh PPK
BNPB/BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait, serta pengujian dan
penelitian SPBy dan lampirannya oleh BP/BPP
BNPB/BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait mempedomani
Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Penanggulangan Bencana, dan ketentuan peraturan perundangan-
undangan lainnya.
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Selanjutnya pertanggungjawaban penggunaan Dana Siap Pakai pada BPP
BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait dipertanggungjawabkan
kepada BP setiap bulan, terhitung uang persediaan tersebut diterima
sampai dengan setelah berakhirnya penetapan status keadaan darurat
bencana, berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan melampirkan
Buku Kas Umum (BKU), Buku-buku Pembantu, rekening koran, disertai
bukti asli pendukung pembayaran hak tagih dan bukti pemotongan dan
penyetoran perpajakan.

Berdasarkan LPJ BPP BPBD/Kementerian Negara/Lembaga terkait, setiap
bulannya BP BNPB menyusun SPP-GUP/GUP Nihil.

Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai akhir tahun anggaran
dipertanggungjawabkan paling lambat tanggal 31 Januari tahun
berikutnya.

Sisa Dana Siap Pakai pada akhir tahun anggaran disetorkan ke Kas
Negara. Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat kegiatan
penanganan keadaan darurat bencana yang masanya melewati akhir tahun
anggaran (dalam arti status darurat bencana belum berakhir), maka sisa
dana dimaksud tidak perlu disetor ke Kas Negara.

Pertanggungjawaban sisa Dana Siap Pakai dimaksud, menjadi bagian dari
pertanggungjawaban Dana Siap Pakai tahun anggaran berikutnya.

. Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana Pada Tahap
Pascabencana

1. Pencairan dan Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
dalam Bentuk Swakelola atau Kontraktual yang Dikerjakan oleh
BNPB dengan atau Tanpa Melibatkan BPBD.

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang
bersumber dari APBN dan APBD untuk kegiatan rehabilitasi dan/atau
rekonstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Seperti diketahui, dana penanggulangan bencana pada tahap
pascabencana digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan/atau
rekonstruksi, serta dilakukan dalam bentuk:

a. swakelola atau kontraktual baik yang dikerjakan sendiri maupun
melibatkan BPBD;

b. Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat/kelompok
masyarakat;

c. Pemberian bantuan kepada pemerintah daerah yang terkena bencana
berupa dana bantuan sosial berpola hibah.

Kebijakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang
dilaksanakan sendiri oleh BNPB atau melibatkan BPBD diputuskan oleh
Kepala BNPB antara lain dengan mempertimbangkan rentang kendali
manajemen, Ketersediaan sumber daya, cakupan dan luas wilayah
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terdampak, serta kapasitas Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang
terkena bencana.

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi untuk sektor
permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor,
dapat dilakukan baik secara swakelola maupun kontraktual sesuai
dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1) Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Bentuk
Swakelola atau Kontraktual yang Dikerjakan Sendiri oleh BNPB.

a. Dalam rangka mengelola pembiayaan untuk kegiatan rehabilitasi
dan rekonstruksi yang dikerjakan sendiri oleh BNPB, KPA BNPB
menunjuk PPK pada Deputi Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi, dan PPSPM Sekretariat Utama BNPB sebagai
pejabat perbendaharaan yang bertangggung jawab terhadap
pencairan, penggunaan, dan penyaluran dana yang telah
dialokasikan dalam DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker.

b. KPA atas nama PA juga menunjuk BP Sekretariat Utama, dan BPP
pada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

c. Pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi
pascabencana yang dikerjakan sendiri oleh BNPB baik yang
dilaksanakan secara swakelola maupun kontraktual disediakan
dalam bentuk Uang Persediaan (UP) kepada Bendahara
Pengeluaran (BP) BNPB.

d. UP Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi disimpan dalam rekening
yang terpisah dari UP yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan
rutin Satker BNPB, dan UP untuk kegiatan Dana Siap Pakai.

e. Untuk itu, PPK pada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BNPB mengajukan kebutuhan UP kepada KPA, baik untuk
pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang
dikerjakan sendiri oleh BNPB, maupun yang melibatkan BPBD
Provinsi, Kabupaten/Kota.

f. KPA memerintahkan kepada BP untuk mengajukan permintaan
UP sesuai dengan persetujuan yang diberikan kepada PPK pada
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BNPB.

g. UP dapat diajukan maksimal sebesar 50% dari anggaran dalam
DIPA yang dialokasikan untuk kegiatan Rehabilitasi dan/atau
Rekonstruksi dalam bentuk swakelola atau kontraktual.

h. Atas dasar permohonan UP dimaksud, PPK pada Deputi Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BNPB melakukan pengujian
sesuai dengan ketentuan, antara lain kelengkapan dokumen, dan
kebenaran perhitungan UP yang diajukan.

1. Apabila dari hasil pengujian terhadap permohonan UP yang
diajukan BP BNPB telah memenuhi syarat, maka PPK pada Deputi
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BNPB menerbitkan
SPP-UP untuk pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
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2)

yang dikerjakan sendiri oleh BNPB, dan selanjutnya disampaikan
kepada PPSPM BNPB.

SPP-UP dimaksud dilengkapi dengan perhitungan besaran
kebutuhan dana sesuai dengan pengajuan dari BP.

. PPSPM BNPB melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-UP

yang diajukan sesuai dengan ketentuan, antara lain meliputi
kelengkapan dokumen, kesesuaian penanda tangan SPP-UP
dengan spesimen tanda tangan PPK, kebenaran pengisian format
SPP-UP, kesesuaian kode BAS, dan ketersediaan pagu pada
DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker.

Apabila dari hasil pemeriksaan dan pengujian SPP-UP beserta
dokumen pendukungnya memenuhi persyaratan, PPSPM
menerbitkan, dan menandatangani SPM-UP  untuk kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikerjakan sendiri oleh BNPB,
dan menyampaikannya kepada KPPN Jakarta, yang cukup
dilampiri dengan ADK SPM-UP.

.Seluruh dokumen sebagai dasar pemeriksaan, pengujian, dan

penerbitan SPM-UP disimpan oleh PPSPM untuk menjadi bahan
pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal.

. Berdasarkan SPM-UP tersebut, KPPN Jakarta melakukan

pengujian dan penerbitan SP2D, serta mentransfer dana UP ke
rekening BP pada bank yang ditunjuk.

. Apabila dipandang perlu, BP dapat mendistribusikan dana UP

dimaksud kepada para BPP pada Deputi yang diserahi tugas
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi yang dikerjakan sendiri oleh BNPB.

. Dalam hal UP tidak mencukupi, BP BNPB dapat mengajukan

Tambahan Uang Persediaan (TUP). Permintaan TUP dilengkapi
dengan rincian pekerjaan dan perhitungan besaran kebutuhan
dana.

. Bendahara Pengeluaran yang telah menerima Tambahan UP

untuk kebutuhan 1 (satu) atau beberapa BPP, dapat menerima
Tambahan UP lagi untuk 1 (satu) atau beberapa BPP yang lainnya.

. Tata cara penyusunan, pengujian dan penelitian dokumen, serta

penerbitan, dan pengajuan SPP/SPM-UP dan SPP/SPM-TUP
untuk pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi
yang  pelaksanaannya  dikerjakan sendiri  oleh BNPB,
mempedomani Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, dan ketentuan
peraturan perundangan-undangan lainnya.

Pencairan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Bentuk
Swakelola atau Kontraktual yang Melibatkan BPBD.

a. Dalam rangka mengelola pembiayaan untuk kegiatan rehabilitasi

dan rekonstruksi yang melibatkan BPBD, KPA BNPB mengangkat
PPK, dan BPP atas usul Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten /Kota
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sebagai pejabat perbendaharaan yang bertangggung jawab
terhadap penggunaan dana yang dikelolanya;

. Gubernur, Bupati/Walikota dapat mengangkat Penanggung Jawab
Operasional Kegiatan (PJOK) yang secara bersama-sama dengan
PPK BPBD melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di
sektor yang menjadi kompetensi SKPD-nya;

. Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota mengangkat Petugas
Verifikator yang membantu PPK dalam memeriksa dan menguji
tagihan yang diajukan oleh pelaksana kegiatan dan/atau pihak
ketiga;

. Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota atas nama KPA membuka
rekening pada Bank Pemerintah setempat atas nama “BPP Dana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi”;

. Pembukaan rekening pengeluaran atas nama BPP dimaksud,
mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan
rekening pemerintah pada kementerian negara/lembaga/satuan
kerja, antara lain harus mendapat persetujuan Kepala KPPN
(selaku Kuasa BUN) yang berkedudukan dalam wilayah
pembayaran setempat;

Pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
yang melibatkan BPBD baik yang dilaksanakan secara swakelola
maupun kontraktual disediakan dalam bentuk UP pada BPP
BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota yang terkena bencana;

. Untuk itu, PPK pada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BNPB mengajukan kebutuhan UP kepada KPA, untuk pembiayaan
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang melibatkan BPBD
Provinsi, Kabupaten/Kota,

. Selanjutnya, KPA  memerintahkan kepada BP untuk
memindahbukukan UP dari rekening BP ke rekening BPP BPBD
Provinsi, Kabupaten/Kota maksimal sebesar 50% dari alokasi
anggaran yang ditetapkan Kepala BNPB untuk provinsi,
kabupaten/kota yang terkena bencana;

Dalam hal UP tidak mencukupi, BPP BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan
(TUP) kepada BP BNPB melalui Deputi Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi BNPB. Permintaan TUP dilengkapi dengan rincian
pekerjaan dan perhitungan besaran kebutuhan dana secara riil;

Pemberian TUP kepada BPP harus tetap memperhatikan
kebutuhan dana yang telah disetujui Kepala BNPB sebelumnya;

. Tambahan UP berikutnya dapat diberikan setelah Tambahan UP
yang diterima sebelumnya telah dipertanggungjawabkan;

Tatacara penyusunan, pengujian dan penelitian dokumen, serta
penerbitan, dan pengajuan SPP/SPM-UP dan SPP/SPM-TUP
untuk pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi
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yang pelaksanaannya melibatkan BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota
mempedomani Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, dan ketentuan
peraturan perundangan-undangan lainnya.

3) Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Bentuk
Swakelola atau Kontraktual Baik yang Dikerjakan Sendiri
Maupun yang Melibatkan BPBD.

a.

Dalam rangka penggunaan dana untuk kegiatan Rehabilitasi
dan/atau Rekonstruksi dalam bentuk swakelola atau kontraktual,
PPK Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BNPB/PPK
pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan pembuatan
komitmen, yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian
kontrak/SPK dengan pihak lain;

Pembuatan komitmen untuk pengeluaran dalam rangka
pemberian bantuan/hibah, serta pengeluaran yang bersifat
honorarium dan sejenisnya diwujudkan dalam bentuk penerbitan
surat keputusan otorisasi oleh Kepala BNPB atau pejabat yang
diberi kewenangan untuk kegiatan yang dilakukan sendiri oleh
BNPB, dan Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota untuk
kegiatan yang melibatkan BPBD;

Dalam rangka penyelesaian tagihan baik yang dilaksanakan
secara swakelola maupun kontraktual, PPK wajib melakukan
pengujian berdasarkan hak dan bukti-bukti yang sah untuk
memperoleh pembayaran sesuai dengan persyaratan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Untuk melaksanakan pengujian tagihan dimaksud, KPA/Kepala
BPBD dapat mengangkat Petugas Verifikator yang memahami
administrasi keuangan Negara,;

Apabila dari hasil pengujian ternyata memenuhi syarat, PPK
BNPB/PPK BPBD menerbitkan dan menandatangani SPBy (sesuai
dengan contoh formulir 16) kepada BP/BPP dengan melampirkan:

(1) kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta
faktur pajak dan SSP; dan

(2) nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung
lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK.

BP/BPP melakukan penelitian/pengujian atas kelengkapan,
kebenaran perhitungan dokumen tagihan yang terlampir pada
SPBy, dan ketersedian dana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Apabila dari hasil penelitian/pengujian ternyata memenuhi syarat,
BP/BPP melakukan pembayaran menggunakan UP/TUP yang
dikelolanya serta melakukan pemungutan/pemotongan
pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy yang diajukan dan
menyetorkan ke kas Negara;
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. Pembayaran dengan UP/TUP tidak dibatasi besaran jumlahnya
untuk 1 (satu) penerima/penyedia barang dan/atau jasa.
Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau giral sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dokumen dimaksud
ternyata tidak memenuhi syarat, maka BP BNPB/BPP BPBD
harus menolak dan mengembalikan SPBy dimaksud kepada PPK
untuk dilengkapi/diperbaiki;

BPP BPBD menyampaikan SPBy beserta lampirannya kepada
Bendahara Pengeluaran BNPB;

. Bendahara Pengeluaran BNPB selanjutnya menyampaikan SPBy
beserta lampirannya dimaksud kepada PPK Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi pada BNPB untuk dokumen pembuatan SPP-
GUP/GUP Nihil;

Dalam hal pembayaran yang dilakukan BP/BPP merupakan uang
muka kerja, SPBy dilampiri:

(1) rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran;
(2) rincian kebutuhan dana; dan

(3) surat pernyataan batas waktu pertanggungjawaban
penggunaan uang muka kerja dari penerima uang muka kerja.

. Pelaksana kegiatan selaku penerima uang muka kerja harus
mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai dengan batas
waktu yang disebutkan dalam surat pernyataan, atau selambat-
lambatnya lima hari kerja sejak diterima uang muka, berupa:

(1) surat keputusan otorisasi yang ditandatangani oleh Kepala
BPBD;

(2) kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta
faktur pajak dan SSP; dan

(3) nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung
lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK.

. Atas dasar pertanggungjawaban dimaksud, BP/BPP melakukan
pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran bukti-
bukti pengeluaran yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan.

. Apabila dari hasil pengujian dan penelitian pertanggung-jawaban
dimaksud memenuhi syarat, selanjutnya BPP menggabungkan
seluruh bukti-bukti pengeluaran dimaksud dengan
kuitansi/dokumen pemberian uang muka sebagai tanda telah
dipertanggungjawabkan, dilengkapi dengan:

(1) Copy bukti/kuitansi pengembalian sisa uang muka yang
ditandatangani oleh BP/BPP, dalam hal uang muka yang
diberikan lebih besar daripada bukti-bukti pengeluaran yang
dipertanggungjawabkan.
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(2) Asli bukti/kuitansi pembayaran kekurangan uang muka yang
ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, dalam hal uang muka
yang diberikan lebih kecil daripada bukti-bukti pengeluaran
yang dipertanggungjawabkan.

. Dalam hal sampai batas waktu yang diperjanjikan, penerima uang

muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran sebagai
pertanggungjawaban, BP/BPP menyampaikan permintaan tertulis
agar Pelaksana Kegiatan/penerima uang muka segera
mempertanggungjawabkan uang muka yang diterimanya.
Tembusan permintaan tertulis dimaksud disampaikan kepada
PPK.

. Tata cara pengujian tagihan dan penerbitan SPBy oleh PPK

BNPB/PPK BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, serta pengujian dan
penelitian SPBy dan lampirannya oleh BP BNPB/BPP BPBD,
mempedomani Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, dan ketentuan
peraturan perundangan-undangan lainnya.

2. Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Langsung kepada
Masyarakat/Kelompok Masyarakat (BLM).

1)

3)

Pencairan Dana Bantuan Langsung kepada Masyarakat/Kelompok
Masyarakat (BLM) didahului dengan pembuatan Nota Kesepahaman
(Memorandum of Understanding) antara Kepala BNPB dengan
Gubernur, Bupati/Walikota yang daerahnya terkena bencana;

Berdasarkan Nota Kesepahaman dimaksud, Gubernur,
Bupati/Walikota menetapkan Surat Keputusan Pemberian Bantuan
Langsung Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat, yang setidak-
tidaknya memuat:

a. Nama dan identitas penerima bantuan;
b. Jumlah nominal bantuan; dan

c. Nomor rekening penerima bantuan/kelompok masyarakat.

BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota (Pemerintah Daerah setempat)
mengajukan permintaan penyaluran bantuan langsung
masyarakat/kelompok masyarakat kepada Kepala BNPB melalui
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dilampiri:

a. Surat Keputusan Pemberian Bantuan Langsung Kepada
Masyarakat/Kelompok Masyarakat;

b. Daftar Nominatif Masyarakat/Kelompok Masyarakat Penerima
Bantuan yang mencantumkan jumlah dana dan nomor rekening
bank Masyarakat/Kelompok Masyarakat;

c. Kuitansi pembayaran dari Masyarakat/Kelompok Masyarakat;
dan

d. Berita Acara Pembayaran.
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4)

5)

7)

8)

9)

10)

PPK Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi melakukan pengujian dan
penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran formal maupun
material atas dokumen yang diajukan oleh BPBD /Pemerintah
Daerah;

Pencairan Dana Bantuan Langsung kepada Masyarakat/Kelompok
Masyarakat (BLM) dapat disalurkan dengan dua cara:

a. Langsung ke rekening masyarakat penerima bantuan/ kelompok
masyarakat pada bank/pos; atau

b. Melalui rekening Bank/Pos Penyalur;

Pencairan dana BLM disalurkan secara langsung ke rekening
masyarakat penerima bantuan/kelompok masyarakat pada
bank/pos, kecuali dengan pertimbangan tertentu akan lebih efektif
kalau dicairkan melalui bank/pos penyalur;

Untuk pengelolaan dana pendamping Bantuan Langsung kepada
Masyarakat/Kelompok Masyarakat (BLM) ditetapkan PPK Daerah,
menggunakan dana sosial berpola hibah atau ditangani langsung
oleh BNPB;

Dalam hal pencairan dana BLM akan dilakukan langsung ke
rekening masyarakat penerima bantuan/ kelompok masyarakat
pada bank/pos, Kepala BPBD/Pemerintah Daerah mengajukan
permintaan penyaluran bantuan langsung masyarakat/kelompok
masyarakat kepada Kepala BNPB dilampiri:

a. Surat Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota tentang Pemberian
Bantuan Langsung Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat;

b. Daftar Nominatif Masyarakat/Kelompok Masyarakat Penerima
Bantuan yang mencantumkan jumlah dana dan nomor rekening
bank Masyarakat/Kelompok Masyarakat;

c. Kuitansi pembayaran dari Masyarakat/Kelompok Masyarakat;
d. Berita Acara Pembayaran.

Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud di atas, PPK pada
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB melakukan
penelitian dan pengujian terhadap kelengkapan dokumen, dan
kebenaran perhitungan penyaluran BLM yang diajukan, dan
persyaratan lain sesuai dengan ketentuan;

Apabila dari hasil pengujian dan penelitian ternyata memenuhi
persyaratan, PPK yang bersangkutan membuat, menandatangani,
dan menyampaikan SPP-LS BLM kepada PPSPM BNPB, dengan

lampiran:

a. Surat Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota tentang Pemberian
Bantuan Langsung Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat;

b. Daftar Nominatif Masyarakat/Kelompok Masyarakat Penerima
Bantuan yang mencantumkan jumlah dana dan nomor rekening
bank Masyarakat/Kelompok Masyarakat; dan
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

c. Kuitansi pembayaran dari Masyarakat/Kelompok Masyarakat;

d. Berita Acara Pembayaran.

SPP-LS BLM dapat ditujukan ke:

a. rekening penerima bantuan pada bank/pos; atau
b. rekening Bank/Pos Penyalur.

Penyaluran BLM sebaiknya ditujukan langsung ke rekening
masyarakat/kelompok masyarakat agar lebih tepat sasaran, dan
tepat jumlah. Namun apabila penerima bantuan tidak memiliki
akses ke bank/pos sehingga tidak mungkin membuka rekening
pada bank/pos; dan/atau jumlah penerima bantuan pada satu
jenis bantuan lebih dari 100 (seratus) penerima bantuan, maka
dapat dipertimbangkan penyalurannya melalui Bank/Pos Penyalur.

Untuk keperluan penampungan dana BLM yang penyalurannya
melalui Bank/Pos Penyalur, PPK Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi atas nama KPA terlebih dahulu membuka rekening
pada Bank/Pos yang telah ditunjuk setelah melalui proses
pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud di atas berpedoman
pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening
milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

PPSPM BNPB melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-LS BLM
yang diajukan sesuai dengan ketentuan, antara lain meliputi
kelengkapan dokumen, kesesuaian penanda tangan SPP-LS BLM
dengan spesimen tanda tangan PPK, kebenaran pengisian format
SPP-LS BLM, kesesuaian dengan kode BAS, dan ketersediaan pagu
pada DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker.

Apabila dari hasil pemeriksaan dan pengujian SPP-LS BLM beserta
dokumen  pendukungnya memenuhi persyaratan, PPSPM
menerbitkan, dan menandatangani SPM-LS BLM untuk penyaluran
bantuan langsung kepada masyarakat/kelompok masyarakat, dan
menyampaikannya kepada KPPN Jakarta, dengan dilampiri:

a. Daftar Nominatif Masyarakat/Kelompok Masyarakat Penerima
Bantuan yang mencantumkan jumlah dana dan nomor rekening
bank Masyarakat/Kelompok Masyarakat, untuk BLM yang
disalurkan melalui rekening masing-masing atau rekening
Kelompok Masyarakat; atau

b. Daftar Nominatif Masyarakat Penerima Bantuan yang
mencantumkan jumlah dana, alamat lengkap, dan nomor KTP,
untuk BLM yang disalurkan melalui rekening Bank/Pos
Penyalur; dan

c. Arsip Data Komputer (ADK) SPM-LS BLM.

Seluruh dokumen lain sebagai dasar pemeriksaan, pengujian dan
penerbitan SPM-LS BLM tetap disimpan oleh PPSPM untuk menjadi

bahan pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal.
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18) Berdasarkan SPM-LS BLM tersebut, KPPN Jakarta melakukan

pengujian dan penerbitan SP2D, serta mentransfer dananya:

a. Langsung ke rekening masing-masing masyarakat /kelompok
masyarakat seperti yang tercantum dalam daftar nominatif /ADK;
atau

b. Ke rekening PPK Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada
Bank/Pos Penyalur, apabila BLM disalurkan melalui Bank/ Pos
Penyalur.

19) Tatacara penyusunan, pengujian dan penelitian dokumen, serta

penerbitan, dan pengajuan SPP/SPM-LS untuk pembiayaan
kegiatan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi yang pelaksanaannya
berupa Bantuan Langsung kepada  Masyarakat/Kelompok
Masyarakat (BLM), mempedomani Peraturan Menteri Keuangan
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan
Bencana, dan ketentuan peraturan perundangan-undangan
lainnya.

3. Pencairan dan Penggunaan Bantuan kepada Pemerintah Daerah
Yang Terkena Bencana berupa Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah:

1)

3)

4)

5)

Dalam hal APBD tidak memadai untuk melaksanakan Kegiatan
Rehabilitasi dan/atau  Rekonstruksi, Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan dana kepada BNPB.
Penyaluran dana dari BNPB kepada BPBD/Pemerintah Daerah
dilakukan dalam bentuk bantuan sosial berpola hibah.

Pencairan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah didasarkan pada
Keputusan Kepala BNPB tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan
Sosial Berpola Hibah, dan dilanjutkan dengan pembuatan Nota
Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Kepala BNPB
dengan Gubernur, Bupati/Walikota yang daerahnya terkena
bencana.

Berdasarkan Nota Kesepahaman dimaksud Gubernur,
Bupati/Walikota menetapkan Atasan Langsung PPK, Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran (BP), Penanggung
Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) untuk mengelola dana bantuan
sosial berpola hibah yang disalurkan kepada BPBD/Pemerintah
Daerah.

Yang diangkat dan ditetapkan sebagai Atasan Langsung PPK adalah
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota. Sedangkan
sebagai PPK adalah pejabat/pelaksana pada Bidang/Seksi
Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota
dan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Kepala BPBD mengangkat Petugas Verifikator yang membantu
Atasan Langsung PPK dalam melakukan pengujian tagihan dan
penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM-RR).
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6)

8)

Rekening yang digunakan untuk menampung dana bantuan sosial
berpola hibah dibuka oleh Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota
pada Bank Pemerintah setempat atas nama “BP Dana Bantuan Sosial
Berpola Hibah”.

Karena dana bantuan sosial berpola hibah bukan bagian dari Dana
Perimbangan, maka rekening “BP Dana Bantuan Sosial Berpola
Hibah” dimaksud merupakan Rekening Khusus yang dikelola di luar
sistem APBD, dan harus terpisah dari rekening kas pemerintah
daerah.

Penetapan prioritas kegiatan, pembahasan RKA (termasuk
pemaketan) dilakukan melalui asistensi dan disetujui oleh Deputi
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pencairan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah.

1)

2)

3)

Berdasarkan Surat Ketetapan Kepala BNPB tentang Hasil Evaluasi
dan Verifikasi, PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota
mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial berpola
hibah sebesar 100% dari alokasi dana yang ditetapkan oleh Kepala
BNBP melalui Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan
melampirkan:

a. Nota Kesepahaman;

b. Daftar nominatif kegiatan/proyek yang akan dibiayai dari dana
bantuan sosial berpola hibah;

c. Kuitansi yang ditandatangani oleh BP dan diketahui oleh PPK
pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota;

d. Berita Acara Pembayaran antara PPK BNPB dengan PPK BPBD
(sesuai dengan contoh formulir 17);

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM/formulir 18);
dan

f. Fotokopi Rekening Koran dan NPWP Bendahara Pengeluaran pada
BPBD.

PPK Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah melakukan pengujian dan
penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen yang
terlampir pada surat permohonan pencairan dana. Apabila
kelengkapan dan kebenaran dokumen telah sesuai dengan
ketentuan, PPK mengajukan SPP-LS Dana Bantuan Sosial Berpola
Hibah untuk masing-masing daerah penerima bantuan.

SPP-LS Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah disampaikan kepada
PPSPM dengan melampirkan:

a) Salinan Surat Keputusan Kepala BNPB tentang Penetapan
Alokasi Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah;

b) Daftar nominatif kegiatan/proyek yang akan dibiayai dari dana
bantuan sosial berpola hibah;
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4)

7)

8)

c) SPTB yang ditandatangani oleh PPK Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi (sesuai dengan contoh formulir 19); dan

d) Fotokopi Rekening Koran.

PPSPM BNPB melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP-LS Dana
Bantuan Sosial Berpola Hibah yang diajukan sesuai dengan
ketentuan, antara lain meliputi kelengkapan dokumen, kesesuaian
penanda tangan SPP-LS dengan spesimen tanda tangan PPK,
kebenaran pengisian format SPP-LS, kesesuaian kode BAS, dan
ketersediaan pagu pada DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker.

Apabila dari hasil pemeriksaan dan pengujian SPP-LS Dana Bantuan
Sosial Berpola Hibah beserta dokumen pendukungnya memenuhi
persyaratan, PPSPM menerbitkan, dan menandatangani SPM-LS
Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah, dan menyampaikannya kepada
KPPN Jakarta, dengan melampirkan:

a. Salinan Surat Keputusan Kepala BNPB tentang Penetapan Alokasi
Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah; dan

b. Arsip Data Komputer (ADK).

Seluruh dokumen lainnya yang menjadi dasar pemeriksaan,
pengujian dan penerbitan SPM-LS Dana Bantuan Sosial Berpola
Hibah disimpan oleh PPSPM untuk menjadi bahan pemeriksaan bagi
aparat pemeriksa internal dan eksternal.

Berdasarkan SPM-LS Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah tersebut,
KPPN Jakarta melakukan pengujian dan penerbitan SP2D, serta
mentransfer dananya ke rekening BP Dana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi pada bank yang ditunjuk.

Tata cara penyusunan, pengujian dan penelitian dokumen, serta
penerbitan, dan pengajuan SPP/SPM-LS Dana Bantuan Sosial
Berpola Hibah, mempedomani Peraturan Menteri Keuangan tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, dan
ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya.

Penggunaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah.

1)

2)

Penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah sepenuhnya
merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah i.c.
BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, namun tetap berpedoman pada
Surat Keputusan Kepala BNPB tentang penetapan alokasi, MoU, POK
dan RKA yang telah ditetapkan.

Penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah sepenuhnya
merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah i.c.
BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, namun tetap berpedoman pada
Surat Keputusan Kepala BNPB tentang penetapan alokasi, MoU,
POK dan RKA yang telah ditetapkan.
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3)

5)

Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana bantuan sosial
berpola hibah sebagaimana tercantum dalam POK dan RKA
dilakukan sebagai berikut:

a. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota menyampaikan
usul revisi kepada Gubernur, Bupati/Walikota sebelum
perubahan kegiatan dilaksanakan;

b. Gubernur, Bupati/Walikota melakukan penelaahan apakah telah
sesuai dengan ketentuan atau menyimpang dari hasil verifikasi
BPBD dan/atau Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pascabencana terkait;

c. Apabila usul revisi dimaksud telah sesuai dengan ketentuan,
maka Gubernur, Bupati/Walikota segera menerbitkan surat
persetujuan revisi dan menyampaikannya kepada Kepala BPBD
setempat dengan tembusan kepada Deputi Bidang Rehabilitasi
dan Rekonstruksi;

d. Apabila usul revisi tersebut menyimpang, maka Gubernur,
Bupati/Walikota segera memberitahukan secara tertulis kepada
Kepala BPBD untuk dilakukan perbaikan.

Revisi penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah tersebut,
termasuk penggunaan sisa tender dalam rangka mengoptimalkan
pemanfaatan dana untuk paket-paket pekerjaan yang terdapat dalam
dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi yang
pembiayaannya menggunakan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah
dapat dilakukan baik secara swakelola maupun kontraktual sesuai
dengan persyaratan yang diatur dalam Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

Pekerjaan Swakelola.

1)

2)

Pekerjaan Swakelola merupakan kegiatan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan,
dan/atau diawasi sendiri oleh K/L sebagai penanggung jawab
anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok
masyarakat

Kegiatan pendampingan dan kegiatan nonkonstruksi yang
dilaksanakan secara swakelola, Pelaksana Kegiatan dapat
mengajukan uang muka sesuai dengan kebutuhan kepada PPK
pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota dengan melampirkan:

a. rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran;
b. rincian kebutuhan dana; dan

c. surat pernyataan batas waktu pertanggungjawaban penggunaan
uang muka kerja dari penerima uang muka kerja.
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3)

4)

S)

6)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan pengujian
terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen permintaan uang
muka yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan.

Apabila dari hasil pengujian permintaan uang muka dimaksud
memenuhi syarat, selanjutnya PPK pada BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota atas nama KPA menerbitkan SPBy kepada BPP
lengkap dengan lampiran-lampiran yang telah disetujui oleh PPK.

Apabila dari hasil pengujian permintaan uang muka dimaksud
ternyata tidak memenuhi syarat, maka PPK pada BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen dimaksud kepada
Pelaksana Kegiatan untuk dilengkapi/diperbaiki.

Apabila kegiatan pendampingan dan kegiatan nonkonstruksi secara
swakelola telah dilaksanakan tanpa didahului pemberian uang
muka, Pelaksana Kegiatan mengajukan tagihan kepada PPK pada
BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota dengan melampirkan:

a. kuitansi/bukti pembelian, faktur pajak / SSP; dan

b. nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung
lainnya yang diperlukan

Untuk pekerjaan swakelola dalam rangka pemberian bantuan dan
pengeluaran yang bersifat honorarium harus dilengkapi dengan
surat keputusan otorisasi yang ditandatangani Kepala Pelaksana
BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota selaku kepanjangan tangan KPA.

PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan pengujian
terhadap kelengkapan dan kebenaran formal dan materiil
kuitansi/bukti pembelian, faktur pajak/SSP, beserta nota/bukti
penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lain yang
diajukan oleh Pelaksana Kegiatan.

Apabila dari hasil pengujian dokumen-dokumen dimaksud
memenuhi syarat, selanjutnya PPK pada BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota atas nama KPA menerbitkan SPBy kepada BPP
dilampiri dengan dokumen-dokumen yang telah disahkan oleh PPK.

Apabila dari hasil pengujian dokumen tagihan ternyata tidak
memenuhi syarat, maka PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota
mengembalikan tagihan dimaksud kepada Pelaksana Kegiatan
untuk dilengkapi/diperbaiki.

Apabila dari hasil pengujian dokumen tagihan ternyata tidak
memenuhi syarat, maka PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota
mengembalikan tagihan dimaksud kepada Pelaksana Kegiatan
untuk dilengkapi/diperbaiki.

Berdasarkan SPBy yang diterima, BPP BPBD melakukan pengujian
dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang
terlampir pada SPBy.

Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dokumen dimaksud
memenuhi syarat, selanjutnya BPP BPBD melakukan pembayaran
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

dengan menggunakan dana bantuan social berpola hibah yang
dikelolanya

Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dokumen dimaksud
memenuhi syarat, selanjutnya BPP BPBD melakukan pembayaran
dengan menggunakan dana bantuan social berpola hibah yang
dikelolanya.

Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau giral sesuai
denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dokumen dimaksud
ternyata tidak memenuhi syarat, maka BPP BPBD harus menolak
dan mengembalikan SPBy dimaksud kepada PPK untuk
dilengkapi/diperbaiki.

Pelaksana Kegiatan sebagai penerima uang muka kerja harus
mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai dengan batas
waktu yang diperjanjikan (maksimal lima hari kerja), berupa:

a. surat keputusan otorisasi yang ditandatangani oleh Kepala
BPBD;

b. kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta
faktur pajak dan SSP; dan

c. nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung
lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK.

Atas dasar pertanggungjawaban dimaksud, BPP melakukan
pengujian dan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran bukti-
bukti pengeluaran yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan.

Apabila dari hasil pengujian dan penelitian pertanggungjawaban
dimaksud memenuhi syarat, selanjutnya BPP menggabungkan
seluruh bukti-bukti pengeluaran dimaksud dengan
kuitansi/dokumen pemberian uang muka sebagai tanda telah
dipertanggungjawabkan, dilengkapi dengan:

a. Copy bukti/kuitansi pengembalian sisa uang muka yang
ditandatangani oleh BPP, dalam hal uang muka yang diberikan
lebih  besar daripada  bukti-bukti pengeluaran  yang
dipertanggungjawabkan;

b. Asli bukti/kuitansi pembayaran kekurangan uang muka yang
ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, dalam hal uang muka
yang diberikan lebih kecil daripada bukti-bukti pengeluaran
yang dipertanggungjawabkan;

Dalam hal sampai batas waktu yang diperjanjikan, penerima uang
muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran sebagai
pertanggungjawaban, BPP menyampaikan permintaan tertulis agar
Pelaksana Kegiatan/penerima uang muka segera
mempertanggungjawabkan uang muka yang diterimanya.
Tembusan permintaan tertulis dimaksud disampaikan kepada PPK;

Dalam hal sampai batas waktu yang diperjanjikan, penerima uang
muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran sebagai
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22)

23)

pertanggungjawaban, BPP menyampaikan permintaan tertulis agar
Pelaksana Kegiatan/penerima uang muka segera
mempertanggungjawabkan uang muka yang diterimanya.
Tembusan permintaan tertulis dimaksud disampaikan kepada PPK;

SPBy dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala BNPB ini;

Tatacara pengujian tagihan dan penerbitan SPBy oleh PPK pada
BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, serta pengujian dan penelitian
SPBy dan lampirannya oleh BPP BPBD, mempedomani Peraturan
Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Penanggulangan Bencana, dan ketentuan peraturan perundangan-
undangan lainnya.

Pekerjaan Kontraktual

1)

2)

3)

4)

Pekerjaan kontraktual adalah pekerjaan rehabilitasi dan/atau
rekonstruksi dengan menggunakan jasa penyedia barang/jasa atau
pelaksana Swakelola atau pihak ketiga lainnya yang diikat dalam
suatu surat perjanjian/kontrak melalui proses pemilihan penyedia
barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi
untuk proyek-proyek infrastruktur seperti: pembangunan jalan,
jembatan, gedung/bangunan untuk kantor-kantor pemerintah, dan
sarana pendidikan/kesehatan, serta bendungan, irigasi, jaringan
telekomunikasi, listrik dan infrastruktur lainnya harus
menggunakan jasa pihak ketiga, dan dilaksanakan oleh penyedia
barang/jasa berbadan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional
di bidang pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan surat perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani
PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, BPP membuat kartu
pengawasan kontrak wuntuk masing-masing paket pekerjaan
kontraktual, dan menyusun rencana pembayarannya.

Apabila telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam
surat perjanjian/kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan
tagihan kepada PPK pada BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota dengan
melampirkan dokumen sebagai berikut:

Pekerjaan Perencanaan Konstruksi:
a. Dokumen kontrak;
b. Ringkasan/Resume/kontrak (contoh formulir 10);

c. Jaminan uang muka apabila pihak penyedia barang/jasa
mengajukan uang muka;

d. Laporan pendahuluan, laporan tengah (inception report) dan
laporan akhir;

e. Bukti-bukti pengeluaran;
57




5)

f. Berita acara pembayaran (contoh formulir 17);

g. Kuitansi yang ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan
disetujui oleh PPK (contoh formulir 9); dan

h. SSP dan faktur pajak yang telah ditandatangani oleh Wajib
Pajak.

Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi dan Nonkonstruksi:

a. Dokumen kontrak;

b. Ringkasan/Resume kontrak (contoh formulir 10);

c. Jaminan pelaksanaan;

d. Jaminan wuang muka apabila pihak penyedia barang/jasa
mengajukan uang muka;

e. Berita acara kemajuan fisik (contoh formulir 20);
f. Berita acara serah terima pekerjaan 100 % (contoh formulir 21);
g. Berita acara pembayaran (contoh formulir 17);

Kuitansi yang ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan
disetujui oleh PPK (contoh formulir 9); dan

i. SSP dan faktur pajak yang telah ditandatangani oleh Wajib
Pajak.

Pekerjaan Pengawasan Konstruksi (Supervisi dan Pengawasan

yang proses pengadaannya dilaksanakan oleh BPBD Provinsi):

a. Dokumen kontrak;

b. Resume kontrak (Formulir 10);

c. Jaminan uang muka apabila pihak penyedia jasa mengajukan
uang muka;

d. Laporan bulanan, triwulan, semester dan laporan akhir;
e. Bukti-bukti pengeluaran;
f. Berita acara pembayaran; dan

g. Kuitansi yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan disetujui
oleh PPK (Formulir 9).

Dalam rangka penyelesaian tagihan pekerjaan kontraktual yang
membebani Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah (APBN), PPK pada
BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan pengujian terhadap:

a. kelengkapan dokumen tagihan;
b. kebenaran perhitungan tagihan;

c. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas
beban APBN;
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6)

7)

8)

d. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa
sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan
barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa;

e. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa
sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima
barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak;

f. kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari
penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan

g. ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana
yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa
dengan dokumen perjanjian/kontrak.

Apabila dari hasil pengujian bukti-bukti tagihan dimaksud ternyata
tidak memenuhi syarat, maka PPK BPBD pada BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota mengembalikan kepada penyedia barang/jasa
atau pihak ketiga lainnya untuk dilengkapi/diperbaiki.

Apabila dari hasil pengujian dokumen-dokumen dimaksud
memenuhi syarat, selanjutnya PPK pada BPBD Provinsi,
Kabupaten/Kota atas nama KPA menerbitkan SPP-RR dan
disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD dilampiri dengan
dokumen-dokumen yang telah diverifikasi oleh PPK.

Kepala Pelaksana BPBD selaku Atasan Langsung PPK mendisposisi
SPP-RR dimaksud kepada Petugas Verifikator untuk dilakukan
penelitian dan pengujian terhadap:

a. kelengkapan dokumen pendukung SPP-RR;

b. kesesuaian penandatangan SPP-RR dengan spesimen
tandatangan PPK;

c. kebenaran pengisian format SPP-RR;
d. ketersediaan pagu dana bantuan social berpola hibah;

e. kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi
persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan
barang/jasa;

f. kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP-
RR sehubungan dengan perjanjian/kontrak;

g. kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang
perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;

h. kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada
negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;

i. kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran
dalam perjanjian/kontrak; dan

j. kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti tagihan yang diajukan
oleh penyedia barang/jasa atau pihak ketiga lainnya.
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dokumen dimaksud
memenuhi syarat, Petugas Verifikator menerbitkan SPM-RR untuk
ditandatangani oleh Atasan Langsung PPK. Selanjutnya SPM-RR
disampaikan kepada BP Dana Rehabilitasi dn Rekonstruksi pada
BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota

Berdasarkan SPM-RR dimaksud, BP melakukan pengujian dan
penelitian terhadap:

a. Ketersediaan dana;
b. kelengkapan dan kebenaran formal dokumen tagihan;

c. kebenaran perhitungan pembayaran termin/berkala sesuai
dengan prestasi kerja;

d. kebenaran  perhitungan potongan  pajak-pajak Negara
(PPN/PPh);

e. kebenaran perhitungan denda keterlambatan penyelesaian
pekerjaan (kalau ada).

Pengujian juga dilakukan dengan mencocokkan data yang terlampir
pada tagihan dengan catatan pada kartu pengawasan kontrak dan
rencana pencairannya

Apabila dari hasil pengujian dan penelitian dokumen dimaksud
memenuhi syarat, selanjutnya BP melakukan pembayaran dengan
menggunakan bilyet giro sebesar jumlah bersih/netto (jumlah
tagihan/bruto setelah dikurangan pajak-pajak dan denda kalau
ada) yang membebani rekening dana bantuan sosial berpola hibah
pada bank pemerintah setempat.

Bilyet giro yang diterbitkan selain ditandatangani oleh BP, harus
ditandatangani sebagai tanda setuju (contra sign) oleh PPK.

BP sebagai wajib pungut pajak-pajak Negara (WAPU) menyetor
pajak yang dipungut menggunakan SSP ke Bank Persepsi
selambat-lambatnya pada tanggal 14 atau 20 bulan berikutnya
(sesuai dengan jenis pajak yang dipungut dan dilaporkan).

BP wajib melaporkan pajak-pajak yang dipungut ke KPP terdekat
selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.

Sisa dana bantuan sosial berpola hibah yang tidak digunakan lagi
disetor ke kas Negara menggunakan format SSBP/SSPB sesuai
dengan ketentuan (contoh formulir 22).

Fotocopy SSP, SSBP, dan SSPB seperti terdapat dalam contoh
formulir 22 dan contoh formulir 23 yang telah dilegalisasi oleh
KPPN wilayah kerja Bank Persepsi disampaikan kepada Biro
Keuangan BNPB selambat-lambatnya tanggal 10 bulan penyetoran
untuk keperluan rekonsiliasi dengan KPPN Jakarta.
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BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

A. Penatausahaan dan Pembukuan

BP menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja yang berada
di bawah pengelolaannya. Pembukuan bendahara terdiri Buku Kas Umum
(BKU), Buku Pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran yang
dilaksanakan atas dasar dokumen sumber pembukuan bendahara.
Pencatatan transaksi yang dilakukan BP/BPP harus dibukukan ke dalam
BKU, baru kemudian dibukukan ke dalam buku-buku pembantu terkait.

BP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh para BPP yang berada
pada setiap wunit kerja eselon II dan wunit kerja mandiri. BPP
menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan
pengeluaran sebatas pada uang yang berada di bawah pengelolaannya.

BPP pada BPBD/Satker Kementerian Negara/Lembaga yang terlibat
dalam pengelolaan dana penanggulangan bencana menyelenggarakan
pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran sebatas pada
UP yang diterima dari BP BNPB.

Pembukuan BP/BPP diawali dengan pencatatan alokasi DIPA sesuai
dengan uang yang dikelolanya. Setelah BP menerima UP untuk kegiatan
rutin Satker BNPB, kemudian UP dimaksud didistribusikan kepada
masing-masing BPP unit kerja berupa persekot kerja (PK).

UP dan PK dibukukan BP ke dalam BKU dan Buku Pembantu
Persekot Kerja untuk masing-masing BPP. Selanjutnya UP dan PK
dimaksud dibukukan ke dalam Buku Pembantu Bank atau Buku
Pembantu Kas, sesuai dengan bentuk persekot kerja yang diberikan,
apakah dalam bentuk giro/cek atau kas tunai.

Untuk setiap UP yang ditransfer kepada BPP, BP BNPB harus
mencatat ke dalam kartu kendali masing-masing BPP. Dengan demikian
sisa UP yang terdapat pada masing-masing BPP dapat diketahui setiap
saat. Kartu kendali dimaksud berfungsi sebagai media rekonsiliasi antara
BP dengan BPP.

Tata cara pembukuan ke dalam BKU mengikuti Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 73/PMK.5/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan LaporanPertanggungjawaban Bendahara = Kementerian
Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja serta Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

Berdasarkan pembukuan yang dilaksanakan oleh BPP maupun BP ke
dalam BKU dan buku-buku pembantunya menjadi sumber data untuk
menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Selanjutnya pembukuan
BPP  menjadi dokumen sumber pembukuan BP, pada sisi
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penerimaan/pengeluaran BKU masing-masing BPP dicatat ke dalam sisi
penerimaan /pengeluaran BKU BP.

Agar pembukuan di dalam BKU dan penyusunan LPJ yang dibuat
oleh BP dan masing-masing BPP menunjukkan angka yang akurat satu
sama lain (selaras), maka sebelum BP membuat LPJ hendaklah selalu
diawali dengan rekonsiliasi antara BP dengan BPP. Selanjutnya setelah
angka-angka transaksi yang tercantum BKU/LPJ selaras baru kemudian
BP dapat menyusun LPJ untuk disampaikan kepada KPPN.

Pembukuan yang dilakukan BP dan BPP menggunakan aplikasi
microsoft excel. Atas pembukuan yang dilakukan dengan menggunakan
komputer, bendahara wajib mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku
pembantu sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan dan
menatausahakan hasil cetakan BKU dan buku-buku pembantu bulanan
yang telah ditandatangani bendahara dan diketahui KPA untuk BP dan PPK
untuk BPP.

Pelaksanaan pertanggungjawaban BPP dan BP diawali dengan
pembukuan yang dilaksanakan oleh BPP dan BP. KPA dan/atau PPK
melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pemeriksaan kas
bendahara sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. Pemeriksaan
dimaksud dilakukan untuk meneliti kesesuaian antara saldo buku dengan
saldo kas secara fisik.

Hasil pemeriksaan kas dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan
Kas yang dilampiri dengan Register Penutupan Kas dan ditandatangani
oleh BP/BPP serta diketahui oleh KPA/PPK.

. Rekonsiliasi Antara Pembukuan BPP dengan BP

Sebelum BPP menyusun LPJ dilakukan rekonsiliasi antara BPP
dengan BP yang dilaksanakan mulai hari kerja pertama bulan berikutnya
sampai dengan empat hari kerja bulan berikutnya. Setelah menunjukkan
angka yang akurat satu sama lain (selaras), BP dan BPP menandatangani
kartu kendali masing-masing.

Setelah Berita Acara Rekonsiliasi ditandatangani, BPP menyusun LPJ
bulan yang bersangkutan.

Rekonsiliasi antara BPP dengan BP meliputi data pembukuan dan
dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut:

1) BKU;

2) BP Kas Tunai, dan BP Bank;

3) BP UM Perjadin/Persekot Kerja (PK);
4) BPLS;

5) BP UP/TUP;

6) BP Pajak;

7) BP lainnya;
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8) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas; serta

9) Fotocopy Rekening Koran.

Rekonsiliasi dilakukan BP bersama BPP dengan melakukan pencocokan
BKU/BP, yaitu sebagai berikut:

1) Apakah penjumlahan saldo semua BKU BPP telah sama dengan saldo
BKU BP;

2) Apakah penjumlahan saldo semua Buku Pembantu Kas Tunai, dan
Buku Pembantu Bank masing-masing BPP telah sama dengan catatan
dalam kartu kendali BP;

3) Apakah penjumlahan saldo Buku Pembantu UM Perjadin/Persekot
Kerja (PK) masing-masing BPP telah sama dengan catatan kartu kendali
BP;

4) Apakah penjumlahan saldo Buku Pembantu LS masing-masing BPP
telah sama dengan catatan kartu kendali BP;

5) Apakah penjumlahan saldo Buku Pembantu UP/TUP masing-masing
BPP telah sama dengan catatan kartu kendali BP;

6) Apakah penjumlahan saldo Buku Pembantu Pajak masing-masing BPP
telah sama dengan catatan kartu kendali BP; dan

7) Apakah penjumlahan saldo Buku Pembantu Pajak masing-masing BPP
telah sama dengan catatan kartu kendali BP.

Untuk selanjutnya hasil rekonsiliasi dimaksud dituangkan ke dalam Berita
Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh BP, BPP dan diketahui oleh
Kepala Bagian Perbendaharaan, sesuai dengan format terlampir (contoh
Lampiran 24)

Sehubungan dengan pemberian Dana Penguatan Kelembagaan, UP Dana
Siap Pakai, dan UP Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BP BNPB
kepada BPP BPPD/Kementerian Negara/Lembaga, untuk mengawasi
penyetoran jasa giro, sisa dana, setoran bukan pajak lainnya, PPK Dana
Penguatan Kelembagaan pada Kedeputian Bidang Kesiapsiagaan, PPK Dana
Siap Pakai pada Kedeputian Bidang Penanganan Darurat, dan PPK Dana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi wajib membuat kartu kendali pengawasan SSPB/SSBP, dan
mendokumentasikan semua SSPB/SSBP sesuai dengan lingkup
pengawasan masing-masing.

Bentuk Kartu Kendali Pengawasan SSPB/SSBP adalah sebagaimana contoh

terlampir.
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C. Penyusunan LPJ BPP dan BP

BPP wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara rutin setiap
bulannya yang disampaikan kepada BP paling lambat 5 (lima) hari kerja
bulan berikutnya, dan LPJ BP disampaikan ke KPPN paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja bulan berikutnya.

LPJ-BPP merupakan dokumen sumber bagi BP untuk menyusun LPJ BP,
dimana sisi penerimaan, pengeluaran, dan saldo dalam LPJ BPP akan
tercermin dalam LPJ BP.

LPJ BPP dan BP dibuat sesuai dengan format terlampir (contoh lampiran
20)

Penyampaian LPJ BPP kepada BP hendaklah dilampiri sebagai berikut:
a. LPJ BPP;

b. Salinan BKU;

c. Salinan Buku-buku pembantu;

d. BA Pemeriksaan Kas;

e. Register Penutupan Kas;

f. Fotocopy Rekening Koran bulan bersangkutan; dan

g. Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Setoran Pengembalian
Belanja (SSPB) dan atau Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) beserta
dokumen pendukungnya.

Penyampaian LPJ BP ke KPPN hendaklah dilampiri sebagai berikut:
a. LPJ BP;

b. Fotocopy Rekening Koran bulan bersangkutan;

c. Neraca bulan yang bersangkutan;

d. BA Rekonsiliasi dengan KPPN; dan

e. Surat Pengantar dari KPA.

D. Rekonsiliasi BP dengan UAKPA

Rekonsiliasi antara BP dengan Petugas UAKPA meliputi data pembukuan
dan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut:

1) LPJ BP;
2) BKU dan Buku-buku Pembantu BP;

3) Kuitansi BP dan BPP yang belum di-SPM-GU-kan/Kuitansi yang sudah
diterbitkan SPM-GU-nya dan sudah disampaikan kepada KPPN namun
belum terbit SP2D-nya pada bulan yang bersangkutan);

4) Daftar SP2D yang sudah di-input;

S) Neraca (Akun Kas di Bendahara Pengeluaran) dan (Akun Uang Muka
dari KPPN);
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6) Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan atau Surat Setoran
Bukan Pajak (SSBP) yang dilengkapi dengan bukti validasi dari KPPN
wilayah bank persepsi tempat penyetoran; dan

7) Rekening koran bulan yang bersangkutan.

Rekonsiliasi dilakukan BP bersama Petugas UAKPA dengan melakukan
pencocokan, yaitu sebagai berikut:

1) Apakah penjumlahan saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran (Saldo
Kas Tunai, Saldo Bank BP, Kuitansi BPP yang belum di SPM-GU-
kan/Kuitansi yang sudah diterbitkan SPM-GU-nya dan sudah
disampaikan kepada KPPN namun belum terbit SP2D-nya pada bulan
yang bersangkutan) telah sama dengan angka pada neraca (Akun Kas
di Bendahara Pengeluaran, dan Akun Uang Muka dari KPPN);

2) Apakah setoran penerimaan bukan pajak (SSPB maupun SSBP) telah
sesuai dengan perhitungan sisa UP dan/atau TUP yang harus
disetorkan kembali ke Kas Negara.

Hasil rekonsiliasi antara pembukuan BP dengan Petugas UAKPA
dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi BP-Petugas UAKPA, sesuai
dengan format Lampiran 26.

E. Rekonsiliasi SAI dan SAU (Satker dengan KPPN)

Rekonsiliasi antara SAI dengan SAU meliputi data dan dokumen sebagai
berikut:

1) LPJ BP;

2) Laporan Realisasi Anggaran Belanja (LRAB);

3) Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja (LRABB);

4) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (LRAP);

S) Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan (LRAPP);

6) Neraca (Akun Kas di Bendahara Pengeluaran) dan (Akun Uang Muka
dari KPPN);

7) Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan atau Surat Setoran
Bukan Pajak (SSBP) yang dilengkapi dengan bukti validasi dari KPPN;
dan

8) Rekening koran bulan yang bersangkutan.
Rekonsiliasi dilakukan BP bersama Petugas UAKPA dengan petugas KPPN
untuk melakukan pencocokan data sebagai berikut:

1) Apakah saldo UP yang tertuang dalam LPJ BP telah sesuai dengan
saldo UP pada Kartu Pengawasan Kredit Anggaran KPPN;

2) Apabila saldo UP yang tertuang dalam LPJ BP tidak sesuai dengan
saldo UP pada Kartu Pengawasan Kredit Anggaran KPPN, maka dibuat
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daftar perhitungan yang menunjukan selisih lebih /kurang dan
mencocokan dengan bukti setoran yang ada (SSBP dan SSPB);

3) Mencocokkan, apakah LRAB, LRAPB, LRAP, dan LRAPP keluaran SAI
telah sama dengan LRAB, LRAPB, LRAP, dan LRAPP keluaran SAU;

4) Apabila LRAB, LRAPB, LRAP, dan LRAPP keluaran SAI tidak sama
dengan LRAB, LRAPB, LRAP, dan LRAPP keluaran SAU, maka dibuat
daftar perhitungan yang menunjukan selisih lebih/kurang dan
mencocokan dengan bukti-bukti yang ada (SSBP, SSPB, dan catatan
kuitansi yang belum di- SP2D-kan).

Hasil rekonsiliasi antara BP bersama Petugas UAKPA dengan petugas KPPN
dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi, sesuai dengan format
Lampiran 27.

. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN,
diperlukan data realisasi APBN, arus kas, neraca, dan catatan atas laporan
keuangan.

Oleh karena itu, Kepala Kantor/Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran (UAKPA) setiap bulan harus melakukan rekonsiliasi
data realisasi anggaran dengan Kepala KKPN selaku Kuasa BUN. Setiap
awal bulan Kepala Kantor/Satker menyampaikan Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) dan Neraca beserta ADK yang memuat data pagu anggaran
berdasarkan APBN atau APBN perubahan dan realisasi anggaran menurut
unit eselon 1 per program dengan memperhatikan pagu anggaran yang
dicantumkan merupakan pagu program yang terakhir dan realisasi per
program yang terakhir,kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran tingkat wilayah (UAPPAW).

Adapun bentuk Laporan Realisasi Anggaran sesuai format terlampir
(sesuai Lampiran 28)

. Laporan Kegiatan

Pada akhir kegiatan, penggunaan Dana Penguatan Kelembagaan,
Dana Siap Pakai, dan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kepala
BPBD/Kepala Satker Kementerian Negara/Lembaga  di samping
berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, juga
harus menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala BNPB.
Bentuk dan format laporan kegiatan dan dokumen yang harus disertakan
diatur dalam pedoman/petunjuk teknis yang ditetapkan oleh masing-
masing kedeputian.
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BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana ini dibuat guna
dijadikan petunjuk bagi para Pengelola Keuangan dalam melaksanakan
anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana.

Oleh karena itu, diharapkan tidak ada lagi keraguan dalam penerapan
peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara,
sehingga tercapail persamaan persepsi dan terwujudnya pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Hal-hal teknis yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan
Kepala BNPB ini, dapat diatur oleh Sekretaris Utama, Deputi Bidang
Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Penanganan Darurat, dan Deputi Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sesuail dengan bidang tugas dan kewenangan

masing-masing.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF
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LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
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LAMPIRAN 11/1-4
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

: NOMOR  TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

SURAT PERMINTAAN FEMBAYARAN

Tangg £ 16012014 Nomor (/002G /64652 /2014
e fan L LS)

(1) P

ANE (105}

A (1)

S aan Keuangan ENFE |
GGULANGAN BE

GGULANGAN B

B K 3874
& Kode Fungsi, D 030201
4 Lokasi o DK JAKARTA (01) S Fungsi, Program
o Tempat . KOTA JAKARTA PUSAT (51) oy :' i : 5 ”
8 Alamel . JAKARTA PUSAT {CiHeweraganiclaksanc: © (R Kaniar Pt
Kepada

Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah lembayar

BADAN NASIONAL PEMANGGULANGAN BENCANA

di KOTA JAKARTA PUSAT
Berdasarkan DIPA Nomor ; DIPA-103.01.1.648521/2014, 05-12-2013, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikul
1. Jumlah pembayaran yang dimintakan ~ : Rp.  1.015.546.367

{ **satu mityar limabelas juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupieh™ )

2. Unlur keperuan : Pembayaran Belanja Gaji Pegawsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Bulan Februari 2014 unluk 342 Pegawei724 Jiva
3 Jenis Belanja : BELANJA PEGAWAI

4. Atas Nama . Para Pegawal Badan Nasional Penanggulangan Bancana

5. Alamat : JiIr. H. Juanda No. 33, Jakara Pusat

8. Mempunyai rekening : Terfampir

nomor rekening : Terdampir
7. Nomor dan Tanggal SPK Konlrak

8. Milai SPK/Kontrak Rp.0
8. Dengan penjelesan 3
Mo |1 KEGIATANIOUTPUTIMAK PAGU SPPISPM S.D. SPP INI JUMLAK §.0. SIZA DANA
(AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN DALAM DIPA/SKPA YANG LALU SPPINI
F SEMIUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA Rp.} (Rp.) (Rp.) {Rp.) [Rp.)
4
3874,994 . 511111 £489.294.000 691.471,940 687411440 1,378.833.,380 7.180.410.620
3874954, 511119 245.000 22 15.380 30672 214378
3874.994 511121 605,994.000 44.812.332 44.909.162 89.721.4%4 512.272.505
3874, 994, 511122 129.336.000 503,841 ©.695.659 19.899.504
3874954, 511123 2,229.630.000 166.470.000 165.210.000 331.660.000
3874994 511124 55.250.000 §.505.000 5505000 11.010.000
5874994 . 511125 6¢2,458.000 18.999.167 16.909.555
3874994 . 511125 590,450,000 42 520,830 48.730.150
3674994511151 604.338.000 32,860,000 38.860 000 77.720.000 5.618.000
Jumlah | 13.427.075.000 1.020.558.476 1.015.545 367 2.035.104.843 11,390.970.157
il | SEMUA KEGIATAN
3873 5.000.000.000 0 0 0 5.000.000.050
3874 32.729.075.000 1.020.558.478 1.015.548 367 2.035.104.843 30.692.570.157
3875 1.301.000.000 0 i o 12.301.000.000
3876 20.200.000.000 0 0 0 28.200.000.000
3877 © 455.000.000.000 0 0 0 465.000.000.000
3678 145.000.000.000 0 0 0 146.000.000.000
3879 11.500,000.000 0 0 0 11.500.000.000
3880 10.008.000.600 0 0 0 10.000.000.000
3881 5.000.000.000 0 0 0 £.000.000.000
3882 174.050.000 000 0 0 0 174.050.000.000
3683 103.850.000.000 0 0 0 103.650.002.000
3884 14.500.060.000 0 0 0 14,500.000.000
Jutniah 1 B ] 1.014.930.075.000 1.020.558 473 1.015.545.367 2,036 104 843 1012 542 970157

BADAN NASIONAL PENANGOULANGAN BENCANA (E48521)




LAMPIRAN II/2-4
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

‘ NOMOR  TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

1 Depardsmen/lembaga

o BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (103)

7 Keglatan

2 Unit Organisasi : BADAN NAZIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (01)
2 Kenlor/Satiker : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (648521)
8 Kode Kegiatan . 0000
9 Kode Fungsi, . ..00
4 Lokasi : DKI JAKARTA (01) S Fungsi, Program
5 Tempal ¢ KOTA JAKARTA PUSAT (51) " Peraksanaan "
& Alamat . JAKARTA PUSAT 10 Kewenangan Pelaksanaan : (KP)Kantor Pusal
“Kepada

Yth. Pejabat Penanda Tangan Sural Perinizh Membayar
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

di KOTA JAKARTA FUSAT

Berdasarxan DIFA Nomor: DIPA-103.01.1.648521/2014, 05-12-2013, bersama ini kemi ajukan perminiaan pembayaran sebagai barikut :

1. Jumiah pembayaran yang dimintakan

2. Untuk keperluan

3. Jenis Befanja

4. Atas Nema

5. Alamal

8. Mempunyai rekening

7. Nomor dan Tanggal SPK Kontrak
8. Nifai SPK/Kontrak
9. Dengan penjelasan

: Rp.

: Rp.0

50.000.000.000
{ **“lima puluh milyar rupiah

-

: Penyediazn Uang Persediaan Rupiah Mumi Satker BADAN NASIONAL PENANGGU LANGAN BENCANA Tahun 2014

. PENGELUARAN NON ANGGARAN

. Bendahara Pengeluaran BNPB GA 103
o JI I H. Juanda No. 38, Jakarta Pusat

: Bank BRI Cabang Jakarla Veteran

nomor rekening : 0329-01-003342-30-6

No |1 KEGIATANFOUTPUT/MAK PAGU SPPISPM S.D. SPP INI JUMLAH S.B. SISA DANA
(AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN DALAM DIPAISKPA YANG LALU SPP INI
1| SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA (Ro.) {Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
i
Jumiah | o [ o] T 0 ]
Il | SEFUA KEGIATAN B

3675 5.000.000.000 0 0 0 5.000.000.000
3674 32.728.075.000) 0 0 0 32.729.075.000,
3675 18.301.000.000 0 0 0 12.301.000.000!
3676 26.200.000.000 0 0 0 28.200.000.000

, 3877 465.000.000.000 ] 0 0 465.000.600.000
3878 146.000.000.000 0 0 0 148 000.000.000
3878 1.500.000.000 i 0 o 11.500.000.000
3830 40.000.000.000 i 0 I 10.000.000.00G
3881 5.000.000.000 ¢ 0 0
3862 174.050.000.000 b 0 0
3683 103.650.000.000 0 0 0 103.650.000.602
3484 4.500.000.000 0 0 0 14.500.000,000] |
388 36.000.000.000 ¢ 0 0 36.000.000.000
3805 8.000.000.000 0 i} 0 £.000.000.000
3867 56.400.000,000 0 0 0 56,400.000.000
3864 13.000.000.000 0 0 0 13.000.000.000
3868 297.650.000.000 0 0 0 297.650.000.000
3890 5,000.000.000 0 0 0 5.000.000.000
2891 59.000.000.000 0 0 0 59,000.000.000
3802 87.350.000.000 0 0 0 87.350.000.000

Jumlah 1l 1.577.330.075.000 0 0 0 1577.330.075 DCO

5.000.000.000 50,000.000.000 55.000.000.000

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (648521)




LAMPIRAN I1/3-4

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR

TAHUN 2014

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

:5[
embayaran

Jenis Pembayaran ; (4) Pergelaren Transito

AT PERMINTAAN PEMBAYARAN
: 2 )14 K

H0005/64BB21/2014
(TUF)

1 Depar!
2 Unit Orgar
3 Kantor/Satker

Aembaga : B

NASTONAL PENANGGULANGAN BENCANA (103)
© BADAN NASIONAL PENANGGULANGAH BENCANA (01}
. BAGAN NASIONAL PENANGGULANGAN EEHCANA (345521)

7 Kegialan L s

& Kode Kegigian T 0000
9 Kode Fungsi, : .00

4 Lokasi . DKIJAKARTA {C1) S Fungsi, Program
5 Tempat * KOTA JAKARTA PUSAT (51) TR RO T N ——
& Alamat - JAKARTA FUSAT AN EDRE L AR R
Kepada |

Yih. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

di KOTA JAKARTA PUSAT

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-103.01.1.848521/2014, 05-12-2013, bersama ini kami gjukan permintazn pembayaran sebagai berixut ©

1. Jumiah pembayaran yang diminfaxan  : Rp.

18.977.000.000

{ ""delapanbeles milyar sembilan ratus wjuh pulub tujuh juta rupiah™ )

2. Untuk keperivan

. PENGELUARAN HON ANGGARAN
: Bendahara Pengeluaran BNPB BA 103

: Bank BRI Cabang Jakaria Veteran

rekening : 0329-01-003342-30-6

3. Jenis Belanja
4. Alas Nama
5. Alamat : JU ke H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat
6. Mempunyai rekening
nomor
7. Nomor dan Tanggal SPK Kontrak R

8. Nilai SPK/Kontrak

. Rp.0
9. Dengan penjelasan :

Penyedizan Tambahan Uang Persedizan Rupiah Murni Satker BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Tahun 2014

No |1 KEGIATAN/OUTPUT/AK PAGU SPRISPM $.0. SPP INI JUMLAH S.D. SISA DANA
(AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN DALANM DIPA/SKPA YANG LALU SPP INI
I! SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA ®Ro) (Rp.) {Ro) (Rp.) (Rp)
0 0 0 K
lf i i T !
3873 5.000.000.000 0 0 e
2874 32.728.075.000 0 0 0 32.729.075.90
. 375 12.301.000.000 0 0 0 18.301,000
376 25.200.000.000 0 0 0 26.200.000.000
2877 455.000.000.000 0 i a 465.000.000.000;
3878 145.000.000.000 0 0 0 146.000.080.600
3s7¢ 11.500.000.000 0 0 0 11 600060 000
2660 10.000.000.060 0 0 0 10.600.000.000
3851 £.000.070.000 0 0 0 5.000.000.000
3882 174.050.000.000 0 0 0 174 650.000.009
3883 103.650.000.000 0 0 0 103.650.000.000
3884 14.500.000.000 0 0 0 14 500.000.006
3885 36.000.000.000 0 0 0 35.000.000.000
2885 £.000.000.000 0 0 0 8.000.000.000
3887 56.400.000.000 0 0 0 56.400.000.000
3888 13.000.000.000 0 0 0 13.000.000.000
3889 297.650.000,000 0 0 0 297 850.000.000
3890 5.000.000.000 0| 0 0 5.000.000.000
3891 59.000,000.000 o} 0 0 54.000.000.000]
3692 87.350.000.000 ol 0 0 87.350.000.000|
Jumlah If 1577 330,075 000 0] 0 0 1.577.330.075.000]
55.000.000.000 18.977.000.000 73.977.000.000

DADARLMEADIORTAL DEAMARSOI N 6BIC EH ACLICEAIR 60 ANFA4Y




LAMPIRAN 11/4-4

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

i Pembinga

cun

ENCANA (34

-

2 Untuk keperluan

3. Jenis Belanja
4. Ais Nama
5. Alamat

B Mizm SPriontak
9, Dsnaan penjelasan

:1 ;UYM&: $ Fungsi, P

5 Tempai KOTA JAVARTA PUSAT (51) - e

6 Alamat 10 Kewenangan Pelaksanaan
F\ep;‘ﬂa

Yih. Pejabat Pengnda Tangan Sural Peiintali embayar

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

di KOTA JAKARTA PUSAT
Berdasarkan DIPA Nomo
1. Jumlah pembayaran yang dimintaken

CRp 138

: Pembayaran Pertemuan (Full Board Meeting) Kegialan Penyusunan LPJ Bulan Desamber dan AFS TA 2013 BNPE ¢ Jakenta, Prop

- BELANJA EARANG

: BANGUN CEMARA HOTEL PT

: Kec Menteng Kel Gandangdia JL Cemara No 1 Jakanta 10350 Indonesia
€. hampunyai rakening : Bank BCA KCP Sabang
7. Homeor dan Tanggal SPK Konlrak
* Rp. 139.8860.000

aan painb;

852172013, 05-12-

i kami gjukan permi

{ "“*seratus puluh serbilen jula delapan ralus snam puluh by rup!
{ ?

DI Jghariz sesual $PK No Pbj 12/ PJ- {2/ROKEV/SE TTAMA/BNPEM 212013 Tl 17-12-2013, BAST Pekeria
No.BAST 24kis/SesiRakau | 22013 Tgl 22-12-2013 dan BAP No.PBj. 134 PJ-12ROKEW/SET TAMABNG /1202013 Tai 23122013

nemor rewening : 0733027553
PBj.12APJ-12/ROKEVSETTAMA/BN, 17-12.2013

fo || KEGIATANQUTPUTIMAR PAGU SPRISPM 8.0, SPR IN JUMLAH 8.0, SISADANA |
(AKUN B DIGIT) BERSANGKUTAN DALAM DIPASSKPA YANG LALU 8PP IN |
Il SEMUA KODE KEGIATAM DALAM DIPA ®p) ®p) {Rp) (Rp) Rp) |
| \
i 3374001, 524114 2.000.880.000 1,627,850 000| 139,850,000 1.762.750.000) 238 130,000
Jumieh | 2.600.850.000] 1.892.850.000 132 8£0.000 1.762.750.000 232 130.000]
I |SEMUA KEGIATAN

0%72.237.900 0 (i} Y 10.178.237.000
22.288.807.000 4,535,587 600 138650000 4.675,457.600 23.613.345,200)
13.548.126.000) 0 0 0 13.649.126.000
o 0 0 28.267.187.000
. ] 0 o 345.076.717.009
3 0 [i 34.296.041.000

0 0

o 8 0

5 * 0 0

o 0 o
o 0 0 108.803,524.007
of 0 i 1045 216435000
¢ 0 ] 13.008.025.090
B24.369.000 0 0 a 5.684.345 000
£8.100.315.000 i 0 0 66.160,315.000
10.504.218.000 0 o 0 10.504.218,000
410.381.724.000 0 0 0 410.384.724,000
4,514,822 000 0 3 0 4514622 600
776.849.442.000 0 o 0 TTE.849.442.000

22.654.032.000 0 o o

4,535.547.800] 139.850.000) 4.6¢5.45/,500

3

BAUAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (348521)




LAMPIRAN II1

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

1 Departsmerlembsza - BNPR (263) PLERE S Dipa
1533} 1 BNEG (01) 1 BU L
* Jakarta Pusar (01.51) 7
1 BNPD (6aE521 ) Fezn Sub Cutgut £ tdan Suk autput
Sl I K Jsands Mo, 26 . Fp 3 nggaran
| 3
] BURTI PENGELUARAN - 1
g ANG ‘ T
O TARGGAL Jumlah Keter
URUT{ NOMOR BUKTI WP MA yang goayarkan
PEMIUEUAN Rp.
1
2
E !

t }
|
|

Jemta mpkan s |Jumlah S Ink (R "-i i
SPMI/SPP Sebofum Inf atas hatan Suk Kepiata Il |
13 P 2 . -
Lembar Jimlah 5.4 5PP inl 3tas baban Sub Keglaltan Int ‘
s SO
JET T e R R ————

At Nama Kuzsz b




KEMENTERIAN
UNIT KERJA
SATUAN KERJA

LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

(103) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

(O1) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

(648521) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

PROVINSI s 4l 6 0 st s a5 BSHIEETYS AVSNEH S BRI BRI Kol SR TR G e e
| ] 2
NO KEG/OUT/PUT AKUN KEGIATAN/SUB SISA DANA VOLUME HARGA JUMLAH
KEGIATAN/JENIS YANG SATUAN
BELANJA/RINCIAN | DIMINTAKAN
BELANJA TUP
Jakarta, ..........o....e. 201

Sekretaris Utama

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran




LAMPIRAN V

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB)

SEKRETARIAT UTAMA

JALAN Ir. H. JUANDA NO. 36 JAKARTA PUSAT 10210
TELEPON (021) 344 2734, 3443078. 345 8400 FAXIMILE (021) 350 5075, 3519737, 3458500
SITUS : http/iww.bnpb.go.id

CONTOH FORMAT
SURAT PERNYATAAN
Nomor: xxx

Sehubungan dengan pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar

o (dengan huruf), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama e e e e e e e e e

2. Jabatan : Sekretaris Utama BNPB Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
3. Satuan Kerja . Badan Nasional Penanggulangan Bencana (xxxxx)

4. Kementerian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (103)

5. Unit Organisasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (01)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan
yang tidak dapat ditunda dan menurut perkiraan kami akan habis dipergunakan dalam waktu
1 (satu) bulan;

2. Jumlah Tambahan Uang Pesediaan (TUP) tersebut di atas tidak akan dipergunakan untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut peraturan perundang-undangan harus
dilakukan dengan pembayaran langsung;

3. Apabila Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut tidak habis dipergunakan dalam 1
(satu) bulan, sisa yang masih ada akan disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan kembali
pembayaran Uang Persediaan (UP) / Transito;

4. Pencairan pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan atas dana
Tambahan Uang Persediaan (TUP) di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa
Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sekretaris Utama
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran




Nomor
Lampiran
Perihal

Tembusan Yth:

LAMPIRAN VI/1-2

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Jakarta,  000000¢ XXXX

1 (satu) berkas
Permohonan persetujuan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Kepada Yth
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta
di
Jakarta
1. Dasar:
a. DIPA BNPB Nomor: DIPA-103.01.1.648521/20xx tanggal xx Desember xxxx, tanggal xx
OO0 XHHX;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 48 ayat (3);
c. PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
khususnya Pasal 6 ayat (4).
2. Berdasarkan pada butir 1 di atas disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) DIPA BNPB Tahun 20xx telah dialokasikan dana untuk kegiatan Rutin sebagai dukungan

dana pembiayaan Tugas dan Fungsi serta Dana Siap Pakai (DSP/On calf) Penanggulangan
Bencana yang terjadi di wilayah nusantara yang sifatnya mendesak dan kedaruratan;

2) Sehubungan dengan bencana di Provinsi: Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, dan daerah lainnya di

seluruh wilayah Indonesia yang berdampak pada kehidupan masyarakatnya segera
mendapatkan  pertolongan, maka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana dimaksud, kami mengajukan permohonan TUP dana DSP/on call
sebesar  RpXXX. XXX XXX XXX,Xx  (terbilang  XxXxxxXxXXXXXXXXXXXXXXXXX) guna kesiapan
ketersediaan dana yang memadai, mohon kiranya dapat dipenuhi dalam waktu dekat.

Adapun rincian penggunaan dana serta saldo rekening sebagaimana terlampir.
Demikian, atas bantuan serta perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

..........................................

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (sebagai laporan);

2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;

3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;

4. Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen. Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;
5. Kepala KPPN Jakarta IV.




Kemen/Lembaga :
Unit Organisasi
Satuan Kerja

LAMPIRAN VI/2-2
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

SP. DIPA NOMOR : 103.01-1.648521/2013 TANGGAL xx DESEMBER xoxx

(TUP - Tahun x00x)

(103) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

1(01) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
1 (648521) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

TAHUN 2014

Provinsi :(01) DKI JAKARTA
Lokasi 1{51) KOTA JAKARTA PUSAT
No.| KEG/OUTPUT | AKUN Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rician Belanja gif&’;ﬁa’k’;;“;ﬁ VOLUME| A:U’;F;:.;E‘Rp) JUMLAH (Rp)
103 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN 00O XA XXX -
TUGAS TEKNIS DAN LAINNYA BNPB

3891 | TANGGAP DARURAT DI DAERH TERKENA BENCANA 20OC0O0OCXXXXXX -

3891,005 Dana Siap Pakai petessestresesd =

3891.005.001 Dana Slap Pakai 00000 2
nit Belanja Bantuan Sosial Penangguiangan Bencana Dalam Benruk Uang MO0 =
57 Belanja bantuan sosial untuk penanggulangnn bancans dalam

bentuk vang

Bantuan bencana quiung meletus di Propinsi Sumatera Utara 1 PKT XXAHHKHHHKK,
- Bantuan bencana kebakaran lahan dan hutan di Provinsl Riau 1PKT [ 2000000000 XXOCO0000
- Bantuan bencana kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Jambi 1PKT  oooooocoos XXOCOOOCOXK
- Bantuan bencana kebakaran lanan dan hutan di Prov. Sumatera Selatan IPKT [ xx0cex ko peeeevorevod
- Bantuan bencana kebakaran ANAN dan Nutan Gi Prov. Kalimantan Tengah LPKT | xxonoaeosd preesseivisg
- Bantuan bencana bandang dan longsor di Propinst Gorontalo 1 PKT | 0cooocen XXX
Bantuan siaga darurat Gunung Api di Provinsi Sulawesi Ulara 1 PKT [ 3o00axas pesrerviverd
- Bantuan hencana banjir dan longsor di Propinsl Papua 1 PKT | 000000060xK prosrevevess
- Bantuan bencana tersebar di Wilayah Indunesia 1PKT [ oooaxxooeon; JOOOCODOOCK
TOTAL RINCIAN PENGGUNAAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN -
Jakartd, i

Sekretaris Utama

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,




LAMPIRAN VII

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNP B)

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI ...

NOMOR

/BNPB/XX/20XX

NOMOR : XXXIXXXIXXX/BPBD/20XX

TENTANG

BANTUAN DANA SIAP PAKAI
UNTUK PENANGANAN SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR
DI WILAYAH PROVINSI ...

TAHUN 20xx

Pada hari ini, ........ tanggal ........ bulan ...... tahun ..ccceveeeenes bertempat di Jakarta,

yang bertanda ta ngan di bawah ini :
1. (Nama.....cveeeevvnvncnens )

Sekretaris Utama Badan Nasional
Penanggulangan Bencana, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB)  vang
berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 36
Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

2;  (NaMassavesammmnmn ) : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi ... dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Provinsi ... yang
berkedudukan di Jalan ..., Provinsi .. yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara terpisah disebut sebagai PIHAK dan
secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

1




PARA PIHAK terlebih dahulu menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1

10.

PIHAK KESATU menyetujui membantu pembiayaan kegiatan dalam rangka
penanganan siaga darurat banjir di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sebesar
Rpx.xxx.xxx.xxx,xx (dengan huruf) kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU akan membayarkan biaya sebesar Rpx.xxx.xxx.xxx,00
(dengan huruf) kepada PIHAK KEDUA dengan menggunakan mekanisme

penata usahaan keuangan yang berlaku.

PIHAK KESATU akan menyerahkan pembayaran sekaligus (1 tahap), yang
pembayarannya bersumber dari DIPA BNPB, Nomor: DIPA-xxx.xx.x.648521/20xx
tanggal .......c........ 20xx (revisi ke-xx, tanggal .... 20xx).

PIHAK KEDUA akan menggunakan dana tersebut untuk penanganan siaga
darurat bencana banjir pada ... Kabupaten/Kota yang berpotensi rawan banijir,
yaitu Kabupaten ..., ............... di wilayah Provinsi ....

PIHAK KEDUA akan menjamin akuntabilitas dana tersebut dan sepenuhnya
bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan serta bersedia diaudit
penggunaannya oleh Auditor baik internal maupun eksternal Pemerintah.

PIHAK KEDUA wajib mendapat pendampingan dari Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengelolaan DSP agar sesuai

dengan aturan yang berlaku.

PIHAK KEDUA wajib menyetorkan ke Kas Negara jika ada sisa DSP dan Jasa
Giro melalui mekanisme yang berlaku.

PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pekerjaan dalam rangka penanganan siaga
darurat bencana banjir di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
DSP diterima kepada PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk mempersiapkan dan
melaksanakan kegiatan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana tersebut, PIHAK
KEDUA bersedia dituntut menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya
serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani di atas materai
yang cukup oleh PARA PIHAK.

Demikian PARA PIHAK telah menandatangani kesepakatan bersama ini pada hari,
tanggal, bulan, dan tahun di Jakarta seperti yang telah disebutkan di atas untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA,

......................................................................




LAMPIRAN VIII

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN

Nomor: /DSP-103/DE-II/BNPB/x/20xx

Pada hari ini ............ tanggal ............. bulan ............... tahun ... yang bertanda
tangan dibawah ini:

NAME | scousessmnmsisss i

Jabatan ;.

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

NamMa
Jabatan : .

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK
KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan berupa:

Dana Siap Pakai sebesar: Rpx.xxx.xxx.xxx,00
(dengan huruf)

Dalam Rangka Penanganan Siaga Darurat Bencana Banijir di Wilayah Provinsi ....
Tahun 20xx.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Kepala Pelaksana BPBD Sekretaris Utama
PUEBMIRAST <o BNPB
NIP. oo NIP. oo

Catatan:

1. Penerima dana bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan bantuan dan tidak duplikasi
dengan sumber dana lainnya.

2. Penggunaan/penyaluran bantuan segera dilaporkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan

setelah status keadaan darurat berakhir.
3. Sisa Dana Siap Pakai yang tidak digunakan agar disetorkan ke Bendahara Pengeluaran BNPB dan

bukti setor disampaikan bersamaan dengan Laporan Pertanggung Jawaban.
4. Penggunaan dana disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.




LAMPIRAN IX
PERATURAN KEPALA BADAN

' NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

(BNPB)
Sudah terimar dori * Rayrlan Nasianeyd Pencngon leingon Rencana
Uang sebesar : Rp. 2.631.400.000,00
Terbilang : Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Reitus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Baniuan Dalam Rangka Penanganan Siaga Darurat ¢ sunung Api di Provinsi Sulawesi
Utara Tahun 2013
SETUJU DIBAYAR LUNAS PADA TANGGAL
Pejabat Pembuat Komitmen
Deputi Bidang Penanganan Darurat Bendahara Pengeluaran Yang menerima
2N PR KPR |(=.‘5}5\‘]"IE:'A"|BDLP\D
Provinsi Sulawesi Utara
Ir. Tri Budiarto, M.SI, Wisnu Soebroto, SE Ir. Hovke Makarawung
NIP. 19571101 198502 1 002 NIP. 19810216 201012 1 001 Irlip. 12571006 198203 1 009
Badan Nasional Penanggulangan Bencona
(BNFPB)
Sudah terima dari . Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Uang sebesar : Rp. 2.431.400.000,00
Terbilang : Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Reatus Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Bantuan Dalam Rangka Penanganan Siaga Darurat «Sunung Apl di Provinsi Sulawesi
Utara Tahun 2013
SETUJU DIBAYAR LUNAS PADA TANGGAL 0
Pejabat Pembuat Komitmen
Deputi Bidang Penanganan Darurat Bendahara Pengeluaran Yang menerima,
RNPR S AP R Kepala BPBD

Provinsi Sulawesi Utara




1. Nomor dan Tanggal DIPA

2. Kode Kegiatan/Output/Akun
3. Nomor dan Tanggal Kontrak
4. Nama Perusahaan

5. NPWP Perusahaan

6. Alamat Perusahaan

7. Nilai Kontrak

8. Uraian dan Volume Pekerjaan
9. CaraPembayaran

10. Jangka Waktu Pelaksanaan
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan
12. Jangka Waktu Pemeliharaan
13. Ketentuan Sanksi

Catatan :

Apabila terjadi addendum Kontrak
Data Kontrak agar disesuaikan
Dengan perubahannya

LAMPIRAN X

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

RINGKASAN KONTRAK / SPK

DIPA-103.01.648521/20xx tanggal ........ 20xx (Revisi ... s
tanggal ........ 20xx)

XXXX. XXX XXXXKX

Pbj.xx/LPJ-x/ROKEU/SETTAMA/BNPB/x/20xx tanggal .......... 20xx
PT xxx

XXXKK XXX X =XKL XXX

RP svcnsisisvassivan s s soivies ,00 (dengan huruf)

Pekerjaan paket Pertemuan (Full Board Meeting) Kegiatan
Penyusunan LPJ Bulan ....... dan AFS TA. 20xx BNPB di ........ ;
Provinsi ..........

Langsung melalui KPPN Jakarta IV setelah berita acara

pembayaran ke e dengan Nomor
RekEniMEi s s nmssacd Ty
Mulai tanggal ..... Sulle veviie s 20xx

......................... 20xx

Untuk setiap keterlambatan dikenakan denda 1 permil dari
biaya pekerjaan pemborongan untuk setiap keterlambatan.

Jakarta, ...cooooiiiiiiiienn, , 20xx
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Biro Keuangan,
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LAMPIRAN XII/1-4

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BADAHM MASIONMAL PENANGGULANGAN BENCANA
;i SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal : 05-05-2012 Nomor : 02166/648521/1X/ 2013

! Kuass Bendahara Umuni Negars, Kantor Peleyenan Perbendaharasn Negara JARARTA IV (133)

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 102.873.600,-

FEECERATIIS DUA JUTA DELAPAN RATUS TUSUH PULUH TIGA RIBU EMAM RATUS RUPTAH

iisﬁ-.:'lié Up

16-07-2013)

Fungsl, Sub Fungsi, BA, Unil Bs.1, Program

‘ 03 02 103 01 05

| Kegiatan, Oulput, Lokasi
3886 o2 01.51
Jenis Pembayara 3 Pengaiveian Anggaran
Sifat ’Pmbayman 2 B Penggantian UP (GUPY
Sumber Dane [ Cara Penarikan 010 RE/RM

e T

i PENGELUARAN POTONGAN

Jenis Belanja o e, g JOTRIEITURAS L . . B2 Unit Lok sk Satker  umin Uang

102,873,604, -

S /T

Jumiah Pengeluaran 102.873.600,- Jumijah Pot

.

Kepada  BENDAHARA PENGELUAIRAN BHPE BA m LIRH JUARDA RO.G6 KEBON K
JAKARTA PUS i
NPWP 1 00.25L.734.0-074600
L022%:01-003342-30:6 (BFNDAHARA P&
; DA BRI.CABANG J.A%\ART A VETERAN
Urajzn :Pen"antian Uar Pe u *c < keps 13t ang pada Satker Badan Nasional Penangoulangdn

18
LA

RAN BPB BA 1033

5 SEPTEMBER 2013

Sri Sabarningsih, S.50s
MIP. 1958111 71985032001

LR & gl




LAMPIRAN XII/2-4
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

‘ NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BADAN MNASIC

AL PENANGGUL )
; SURAT PERINTAH M |
{APGnal i 0d-0p S0, NOTIOY 1 € }_337/{,”83711542 13 i

iegara JAKARTA TV (133}

Kuasa Bendahiers Umiin Negara, Kantor Pelayenzn Derben" HHE

4

Agar melakukan pembayaran sejumiah Rp. ;-

FEEDLIH L T

! 1 GAMYL LB Cam
Dasar Pembayaran Satker K

KEPPFRES N2 TAHUN 2002

| (01) DIPANG, DIPA-103,01.1.648521/2013

TANGGAL (5-12-2042 (REVIST V11 Tanggal

16-07-2013)

ewenangan  Nema Satker
Kp BADAMN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

ungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Bs.I, Program
032 a2 103 01 01
Kegiatan, Cutput, Lokas

3878 Co6 0151

Jenis Pernbayzran ! eluaran Anggaran
Sifat Pe an : 6 glawaban TUR (PTUR)
Sumber Der ;01 1
_PENGELUARAN _ : __POTONGAN
Jumish Uang. t§5'§:Unj;;quk.Akljnt.Satkar Jumiah Uang

21.6G3.600,- | 103.01.01,51.815111.698521 21,085,600,

|
l
|

Jumlan Penacluaran 21.063.600,- Jumaiah Potongzn 21.063.600,-

: Bandehars Umui Negara untuk dibubise

: 00.251.734,0-074,000

epariuan Belanjz Ffex;.‘\an ai L innya pada Satker Badan
idikan dan Pelzatiha

JRKARTA, 4 SEPTEMBER 2013
Am, Kussa Pengauna Anggaran
Pejabat Fenanda Tangan SPM

i il Sri Sabarningsih, 5.508
| 130378 401 - 4-2 187 NIP. 105811171985032001




LAMPIRAN XII/3-4
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

4 NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BADAN MASIGHAL PENANGGULANGAN DENCANA
i BURAT PERINTAN MEMBAYAR
Tan ; 04-09-2013 Nomor: 02139/648521/1X/2013
Kuasa Bendahara Lmum I\(»uara Kanlor Pelavanen Perbendaharoan Negara JRKARTA IV (133)

Agar melskukan pembayaran’ SE]U nizh Rp. 124193.5(}0,—

FEADUABELAS JUTA SERATUS SEMIVILAH PULUS! TIGA RIGU LIMA RATUS RUPIAH¥*
Jaivis SV { o7 | SHGSUNG Cara Gayer | 2 i Girg Bank Tahun fnogaran | 2013 :
Dasar Pembayarai Satker  Kewenangan }Urna Satker
KEPPRES NO.42 TAHUN 2002 648521 KPP BADAN MASIONAL PENANSGULANGAN BENCANA
(01) DTPANG. DIPA-].DZGI..1.643521/2013
TANGGAL 05-12-2012 (REVISI VII Tanggal
16-07-2013) Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.], Program
03 02 103 01 06
Kegiatan, Qutput, Lokasi
2882 001 01.51
Jenis Perbayaran i 1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran 28 Pembayaran Langsung (LS)
Sumber Dana [ Care-Penarikan © 010 RM /R
PENGELUARAN o ) POTONGAN B
Jenis Belania Jumlzh Uang |_BA Unit.Lok.Akun.Salker Juralah Uang
52 12.153.500, ¢
L
Jumiah Pengaluaran 12.193.500 - Jumlah Petongan

Fp. 193,

Kepada  : BENDAHARA PENGELUARAN BNPE BA 103 3L IR H JUANDA NO.36 KEBON KELAPA KEL JAKARTA PUSAT GAMEL
AKAILTA PUS }

HIPWE : 00.251.734.0-074.000

fckening 1 0329-01-003312-30-6 (BENDAHARA PENGELUARAN BHNPE BA 103)

BankfPos 1 BANK BRI CABANG JAKARTA VETERAN

Uraign : Perbavaran blaya perjalanan dinas atas nama Fery Irawan sesual Surat Tugas Ne. ST
40/BHPE/DI Siap/0.1/08/2013 Langgal 11 Agustus 2013

»

JAARTA, 4 S'”P'[Y;“"FR 2013
A.n Kuasa Pengguna Anggarsn
Pejabat Penanda Tahgan 59M

Sri Sebarningsihy 5.503
NIP. 195811171985032001

e i e e e e e o SHIKISED



LAMPIRAN XII/4-4

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR  TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN

DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BADAN rwsmmw PEHANGGULANGAN BENCANA
I SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal : (}"'“00‘2043 Nomor ; 0216(}/61‘85?1/13(/ 2013

Kuasa ahara Umum Negars, Kaoler Pelayanan Perbendahara an fieg gara IKARTA TV (12 3)

Agar melakukin pembayaran seiumlah Rp. 148,924,363,

FERSERATUS EMPAT PULUF DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULU EMPAT RIBU TIGA RATUS EMAM PULUN
TIGA RUPLA s -

2 Jaive
Narna Sathker
L’L”“’- NOLE2 THHUN 2002 BADAN MASIONAL PENANGGU! 3 |
R4852 ADAH HASIOMAL PENANGGULANGAN BENCANA =

(01) DIPANG, DIPA-103.61.1:648521/2013 ) ER !
| TANGGAL 65-12-2012 (REVISI VII Tanggal |

Taln Ancya

Fungsl, Sub Fungsi, 84, Unit 5.1, ar
03 02 103 01 06
tan, Qutput, Lokasl
3885 00t 0151

Jenis Pembayaren 2 T sran Anggaran
Sifat Pembayaran i ayaran Lengsung (L) :
Surnber Dana / Carz Penarikan D 0LG RMJBEM ' :
A PENGELUARAN POTONGAN
| Jen.is Belania Jummial; Yang: BAUNitAOK Akun Satker - Jumie )
52 167.160.000, | 015,04.01.5L.41 !

015.04.01.514,

Jumilsh Pergeluaran 167.160.000;- Jumlsh Fotonoan ‘
Rp. [ 1
gere P . ! el - - i - B R o e e
Kepada @ WIDYA WACANA, PT RX Kranggan Peemal Biok RT0S/09 Jatisampurns - Jatizamnirnn
! lisampurna

: 21.069.153.1-432.000

: 520-09-00038-3 [WIDTA WAGENA, PT),

: Bank DRI-Cap Cibubur Timas Square

» Permbeyaren Pekerizan Kegiatan Pa yasi Parmioran D 15 sErEn Felog K B
Rengk®, PendrGiaan Ekaromy Bl Wityst Pascahema g anaseran Kelompak. Terdarapalc B
Kr.04/3885/Pku.a/PPK-D.II/BNPE/VIIY/2013 tgl 02-08-2013, Jarminan Uang Muka No. o l;.u3) 000
Jamdnan © Rp. 167.160.000,~, BAR No. BAP.04/UN.04/3885/Pkt.4/PPK-D TTE/BNPRIVIIT 72013 ta] 16-08- /013

rcmw Dafam

, 2 SEPTEMBER 2013
Pengquna Anggarsn
Pejabat Penandz Tangan $PH




LAMPIRAN XIII/1-4
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

2 NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

i i
NAang

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL
ANTARA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINST NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG
KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN
BIDANG KESIAPSIAGAAN
TARUN ANGGARAN 2013

NOMOR  : SPKO.51/BNPB/03/2013
NOMOR & SPKO.900/245/BPBD.NTB/111/2013

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Tiga Belas,
berternpat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini ;

NAMA ; Irr. Medi Herlianto, CES, MM : :

JABATAN i Direktur Kesiapsiagaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Kestapsiagaan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penangoulangan

[%_encana yang berkeduduken JI. Ir. H Juanda Nomor 36 - Jakarta Pusat, selanjutnya

disebut sebagai PIHAK KESATU. :

NAMA : Dres. Bachrudin, M.Pd
JABATAN : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat

Dalam hal i.ni 'bertindak untuk dan atas nama Bzdan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di JI. Dr. Soedjono Lingkar
Selstan, Mataram, untuk seianjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK menyepakati
hal-hzl yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:




T T NASIUNAL PEINAINOOU LIV O Y Ty r e

Pasal 1
ENTUAN UMUM

iagean berupa Kegiaian
ituk Kegiatan Penyusunan

Bidan
ian Pc[a}\e
_ (_'DEPA BNPE)
648521/2012 aalam rangka

(3) Kegiatan Pa tan Keiembagacn Bidang Kesiapsiagaan yang dilaksanakan oleh
e ‘ Daerah Provinsi mar m"'rw liatan i

gi=it dull.luan bencana, seb
< WUA, vang c~3!am

Y

Pendanatan dan

i pe
PIHAK VEQ'.TU }5'1 ada PI

@r._(l n«»a

oang Aceh
Jailis EREM
Puluh Tu |]e|n b
e P&l"\' NG R .
h. Geladi PEiﬂc'l']rn T M S—

{ 1'} Tata cara psmb WE

oot 0052- 1.001733-50.4

*Ju

R.f: NCe;




K\f KEWAIIBAN

(1) PIHAX KESATU

et

a.

£

Memproses pencairan dana Kegiatan Penguatan Kelen 'bagaan Bidan

;‘-jf";fc

tdan
an gari KPP JAKARTA IV }c%de } enguatan Kelembac
BPBD Prov. NTB.
[£
I

viela is inakan pemantzuzn dan  evalya ternadap  pel

, I

aksanaan dan

bengelolzan dana Kegiatan Penguatan Kelen L g ih Bidang Kesiapsiagaan
yang dl‘“'“':hr“ sesuai dengan peraturan perund ng-undangan.

n bu'anan, triwulan,
Kegiatan Fasiiitasi
Kesiansia ga an Dc-rJan Tdium /(13 kepada PIHAK

Fasal 5

1 PENGE
Sek

FIEKA
KEDUA,

1iola .kf_umar-w




Penz m(;dng Jawab Operasmnaf Kegiatan Daerah ssbagaimana dimaksud dalam
pasal 5 ayat (1) berkedudukan di Badar Penangga,!angez Bencana Daerah MNusz
tenggare Barat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat,

JANGRA WAKTU

Perjanjian Kerjesama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak f{angoal

ditandatangani sampei dengan tanggal 31 Desember 2013-

ama int dibuat dalam rengkap 2 {duz) bermateral cuiky
masing sama  bunyinya dan memiliki kekuatan hukum yang sam

ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hati, @nggal dan tahun yang
discbutkan diatas untuk dapat digunakan sebagaimana miestinye

Sekretaris Utama BNPB

Penceaat Sefaku Kuasa Pengguna Anggaran
gt g




LAMPIRAN XIV

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BADAN NASIGNAL PENANGGULANGAN BENGCANA
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPS IAGAAN

CGedung Graliz 55 J‘ TJ\‘\A {.’\D.\lwv 1 Wo, 37 — Jakarta 10320
y; {0R1) 380 2391

RINGKASAIN
SURAT PERJANIIAN KERJASAMA OPERASIO DRAL (SPK2).

1 . Momor dan Tanggal DIPA . DIPA- 103 01.3.6 S 1/2013 Tanagal 5 Desember 2012,
Revisi VI Tang ml Juni 2013

7 Fode kegizten/OutputiAkun 1 3832, O’l" 52121%; 30‘7? 002.5241314 ; 3882.002,521213;

1 3582 002.522151; 3882.002.52 xl 9; 3882.002.521219;
3982.002.524113:3882.002.522141;3882.002.522191

3. Nemor SPRO © SPHO. S1/BNFB/O3/2013 dan fismor: SPKO.
SPKO.200/245/8PBD,NTE/III/2013 tanggai 20 Maret
2013

4 . Namsa Instansi (PIHAK PERTAMA) : Badan Masional renanacu{cngm Bencana (BNPE)

5 . Nama Instensi (PIHAK KEDUA) 1 BPED Provinsi Musz T(‘nGU(h& Barat

6 . Mama Pencrima Bantuan (Pada Rexening © Penoustan telembagaan BPED Prov. KT8 QQ
) g B

7 NPWPR Instans v PWP 3 OS'D‘ 1449, s-“l! 500
Alamat Instansi : JL DR Soe &Jn 5 Ling k.—'f‘“'ata1 Mataram, Mataram
Kot.Ampenan © ¢, { sesual rekening koran )
L JLDR Socione Linghar “elatan | Jempong
ﬁd(U Sekarbelz, Kota Mataram { sesual NPWP )

g, Heine [nsiznsi (PIHAK KEDUA)- i" 3 MPWP 1 Bend. Pengelt aran BPED NTB

10 . Hilzl SPRD LA IL/,U‘U-\'
Lima P.atuf f.,n..rn eulul Dua Juts Seratus Enam Fuluh
Tujul Ribu Rupizh

i
21,000,000
205,652,000
50,350,000
90,000,000
24,460,000
12,500,000

"y
4
11 . Uraian dao Velume Pokerjs : Pembayaran kegialan Penguatan Kelembagaan Bidang

Kesiapsiagazan TA 2013 Pade P80 Prov NTB

3:
’:J

12 . Cara Pernbayaran : Langsung melaiul KPP dekarta 1V setelah BAP ke Bank

BRI Kangor Cabeng Mataram dangan nomor rekening:
0000005 2-01-001233-20-4 atas nama  Penquatan s
Kelembagsar BPBD Pro. NTRE  QQ untuk rincian @
- 3852.002. ulﬂ?, czhesar Rp 12,500,000
13 . Jangka Warty Palaksanaan » Madai tgh 20 Marcl s/d 31 Desomber 2013 (287 hadi)
14 . Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 31 Desember 2013

15 . Jangka Waktu L’“n\nl irmrasn
16 . Ketentuan Sankst
Juli 2013 /_,‘7

una »’! iwc / in

g

TAlaEn 5.0, Kuass




LAMPIRAN XV
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

- NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

sy
THT v

SEULANGAN [

MNOGE .v‘%‘ TR DARN KESIAPSIAGAAN

BERLTA A ?«‘L E*
HEGYATAN FASTLYTASE PERGUATAN

bﬂ%‘lﬂ AN
ITAS KESIARSIA .f'f'.; AR DAERAH
£

Na,‘m,5‘],/P.=(-/W'E/0J-5.’14’-’3,4.&}62’013

a

1
soart o i H 1ol f
- Sordn, tanggal Due Pulub Lima, bulan Maret, tshun Dua Ribu Tiga Bela @5, yang bertanda tangan dibawal

% Ir. Medi Herlianto, CESS, M
- Pejabat Pemibuat Komitien Direkloral Ies stapsiagaan
| sertindzk untuk dar atas nama BNAG satani; thya disebut PIHAK PERTAMA
¥ H. Darwis, 3., So3
: PIOK Kegistan Pesguatan Kap 3D Brapinsi NTB

Alamat . ' JL De. Seediong Lingkar Selatan, Mataram

bind bertindak o has or 3
HE MUK dan atas nama BPOD Propinst Huss Tenggara Barat yang selanjuinya disehul FIHAK

A peiate £ 3 45
MA Ul«\b Daria Fagiifesi Fenguatar Kapasias Kesizpsizaaan

LEGTAGG L Ratu

w Erem Butul Dug Juls Saratus Snam Puluh Tujuh Riby Rupiak

sehsgal bertiub: < /,
- Ro. 48,455,000 ~
Pgie £0,23 u:\a ¥4
R, 15,420,000 r
Ra. 31,600,000
o, 208652000 ¥
R 50,350,000
| - 3862002004012, 524113 sebesar fip, 0,000,000 o
! - 3882067004002, 522141 sebeiz Rp, 2440000
1 < IDER002.004 052, 522504 sebaszr’ ko, £2,500,000 |
4

wahtinan Beriiz Acarz ind dibuet ertuk dapat dipergunsian SEbagHimana mestinse

PIHAK PERTAMA

7

S

™l Meatertibedh, Cess, )

A




LAMPIRAN XVI
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

¢ NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

SURAT PERNYATAAK TANGGUNG JAWAE BELANIA
NOMORZE 00329/SPTB/GA8521/D. L-Ditsiap/ Vil 2013

1, Fode Satuen %eda L G98521 - ? :
2. Mo Satean Kora ¢ BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

3. Tanggal dan Mo. GIPA : DIPA-I03.08.1,64852)/3013 Tanggat § Desambar 2012, Revisi VI Tepgeal 20 Junt 2013

4. Viasifitasi Anggaten : 02,02 2.5212 ’

| Penangrutengan Bencena (BNPB) o
R faghan y 2lzh kaeni perd

Yang bertardlz tgngzn ¢ Ger
jrat fomnel dan ma;
i biesihud,

3
tnle % &
NO.L AKUN PENERIMA URAIAN JUMLAL Fajaicyang dipungut
n 3 T
PPN | PPh
1 ¢ 524717 ¢ Penguatan Kelembagaan BPED fip 45,9850 Ro . Rp
Prov . NT3 QR
Fobruge
atieanm Bat,
Ampanan [ataram Fon
Gank BRI Ramor €2 ?
dengan namor rEkend
091223-30-4
i
WEWP « GOERL 145,503 1.5 "
e i
© T v
X Jumizh - Bp 42,055,000 | Rp - | mp

AranRUSSE Pengoung Krgozran umnt

Buttibukid pangehiaran 2nogeian dan gsh seloran pajek (SS9/HPN] lersebul o ples sy winh PRRGGUN3 A

dan pemrenksaen 2parst pangarasan fungsicngd,

Ounilian surat paroyatasn inidinuit dendgan sebonamya.
£ L Jolf




LAMPIRAN XVII

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

SURAT PERINTAH BAYAR (SPBy)

KEMENTERIAN/LEMBAGA.....ccooov,
SATUAN BERTA: wssore oot i i fovsespasssssayisns

NOmDED i mimos

Saya vang bertandatangan di bawah iri selaku Pejabal pembuat Kemitmen
memerintahikan Bendahar Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

agar  melakukan  pembayaran  sejumlah: )34 5 NSRRI URORN
(117011 011 LRPY VRS, ) -

Bohada: o memmmpnsymoninmai SR i T
Iiiaale PRBRMRMT T . commvsunpa e iom s s A e R e S RS

Atas dasar:
1. Kuitansi/bukt pembelian .
2. Nota /bukti peserimann barang/jase/bukti lainnya @i

Dinbebandean rada:

Kermtan, pulpul, MAK L s i

Kode 4 i
‘

Setuju/lunas Diteri mzi_: S I I, ,'.'

BE/BPP [ Peneritng vang/UMK | Pojabatl Pembuat Komitmen

dibayai, tanggal........ A 1aea

Anggaran

Nama Jelas Nama Jelus
NIP/NRP N[P/NRP Nama Jeias
JNIP/NRP




LAMPIRAN XVIII

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

(KOP SURAT BPBD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) pada BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota.............. , menyatakan
bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang disampaikan
dalam usulan dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi pascabencana di Provinsi/Kabupaten/Kota..................

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

PPK BPBD Provinsi/ Kabupaten/Kota....

(Nama Jelas)




1. fods Sutuan Redfs
2. ama SstaIn Neha
2 Tengpal/Tie. DIPA

4, Blestfisosi Angearon

B RS

LAMPIRAN XIX

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

SUBAT PERNYATAAN TARGOUNG JAVAB BILANIA e
NOMOR ! 00208/SPTB/RR.02/Aceh Tengah/646521/22/ 2013

1

t BADAN HASIGHAL PIHARGGULANGAN BLUCANS
: DIPAL03.00.LE38921/2013 Vinggal 5 Coternber 2007 {Revivi 14 1angg 1l 23 Qrsember 2013}
4 CLOX05.3354.002.5068

Yang bertands Lingan'di bawah ini aizs neme Kuess Fengguas Agzoraa Saluan Kesja BRDE wnyatakan brhe sipa bertanzoung el secars forme) dan matediaf don krbenuran perhi

£an pamungutan

9ajak 3135 sepald pembayaran tagihan yang taish kam! perintatikan dalam SPM Inl dengan perinciza sebagal barflul ;

SEND Ditls REHAD REKONS BPED ACEH TENGAN /, &

L TAKENGON ISAR K, PENDERE ¥IC REDF:
KOTATARENGON ACEH TERGAH KAB, - 2013
Ho Rk : 00000145-01.-000736-20-6

Bank 1 PT. BRLKANTOR CABANG TAXENGON

NI - (10,932 605.0-103.000

no.p ARUN PENEIIMA 5 URAIAN 0NN | T3ja%yang slpunput.
‘ PPH Pl
2 B i3 ¢ < r r
. Banz bantuan 3055 berpcls ibslt vk K35, i Tengan daiam

SR e 2352045000

e
i Srzual € Kepala BUPB 19, 113 Talwn 2023 Tangsal 13 Gesamber
ACEH TERGAH KAG, | 2013 8AD homar SE6/ANP 0/D.I/XII/2053 tanggal 16 Duzember

rangkes Keplatan R

-

tamlah

Rg 2.152.048.000 |

Gkl bukak pengehuaran anzgaran San 328 setaran paleh (33P/FPI tecsehit & stanfisimpan olth Fangruns Aopaaran/Xuasy Pengpuna Antgaton untuk

{adel

i dan

aparat peazawasan fmpsional

Demikian Suret Pernyatann Ini dibuat defgsn rebanarnya

Fakacta, 20 Desombar 2053

Pejsbat Pembuat Komitmun
Direktorat Peenulihan dan Poningkataa fhik

Temy Raragln Ak

el 1363021 123302 2603




LAMPIRAN XX

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BERITA ACARA KEMAJUAN FISIK

PAKET PEKERJAAN ............ccccooo
NOMOR : ..o
Pada hari ini, .............. tanggal .......... bulan ........... tahun .....ccoooe kami yang bertanda tangan di
bawah ini:
. Nama U ———

Jabatan : Direktur PT ...
Il.  Nama e
Jabatan : SE (site engineer)
[ll. Nama PSSR

Jabatan : PJOKBidang ......................

IV. Nama T T—
Jabatan : KepalaDinas ................ Prov/Kab/Kota ........

Telah melakukan pemeriksaan dan perhitungan kemajuan pekerjaan sesuai kontrak No........

tanggal.......... Paket pekerjaan ............................ dengan hasil:

1. Rencanabulan............... (...%)

2. Realisasi fisik .................. %

3. Deviasi.........cccovvnnn. %

Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya

Mengetahui,
Kepala dinas...... PJOK Bidang ...... Supervisi Pelaksana
Prov/Kab./Kota...... Prov/Kab./Kota...... Site Enginer Direktur PT..........
Paket....
(Nama Jelas (Nama Jelas) (Nama Jelas) (Nama Jelas)

Kepala SKPD) NIP. oo,




LAMPIRAN XXI

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

NOMOR: ..o
Pada hari ini, ............. tanggal .......... bulan ........... tahun ............. kami yang bertanda tangan di
bawah ini
l. Nama :
Jabatan : Direktur PTICV covvesmvsssnas
Yang didirikan dengan Akta Notaris/Keputusan ....... Nomor ...... tanggal .......

Alamat Kantor
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

I Nama :
Jabatan : PPK Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ....................
Berdasarkan SK .......... Nomor ........ tanggal ...............

Alamat Kantor
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja Nomor ................... tanggal wsanmiimss FARUN s

2. Surat Perjanjian Nomor ............c......... tanggal ...........cc..e tahun .............

3. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan Nomor........... tanggal ...
bulan....... tahun.......

Dengan ini menyatakan PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
menyatakan menerima dari PIHAK KESATU atas hasil pekerjaan yang telah selesai 100% untuk:

1. Pekerjaan
2. Lokasi

Dengan adanya Serah Terima ini maka selanjutnya tanggung jawab atas hasil pekerjaan tersebut
beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
(Nama Jelas) (Nama Jelas PPK)

Direktur ....ooommmesimsss NP o mmmpiemins




LAMPIRAN XXII/1-2
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

: NOMOR  TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

. KEMENTERIAN KEUANGAN RI SURAT SETORARN

A = ;
: E/‘/ﬁ/,\\/ DITJEN PERp?pCp!\;\jDAHARAAN PENGEMBALIAN BELANJA ; LEMBAR -1
) = (SSPB) Untuk
/A T R T T T 1) NOMIOT oo 2) BENDAHARA PENGELUARAN
‘ TANGEA s 3)
KE REKENING KAS NEGARANOMOR f.vuvoeirevaersissneosiosesesssesesessssseessssesssesesessenssesesesenes 4)
A. 1. NPWP Wajib Setor/Bend : 1. 5)
ZoManTe Walih Setor/Bend § savnn i iR et meie i | :5)
3. Alamat R e e e R e S s 7
B. 1. Kementerian/Lembaga I ........................................ g)
2, UnitOrganisasi Bselonl o 1 1 .| - -sesiswimammimas T TR 9)
3.88tuanKegja 000 1 b § 0 ol om0 ceesensinendae 10)
4. Fungsi/Subfungsi/Program: | | || | W | | ... 1)
5 Kegiatan/Qutput l i ] ..... 12)
6. Lokasi o1 L b ] e 13)
C. ‘Akundan-Uraian Pengembalian: | | | | | . ] | ... 14)
D. Jumlah Setoran “ Rp. o 15)
s 5)
Dengan Huruf | e Y o B o
....................................................................................... 16)
EEB}_‘*A_'”&_N _ Untuk Keperluan :
Bacalah dzhulu petunjuk pengisian ' :
formulir SSPB pade halaman belakang bl
lembar ini

Diterima Oleh:
BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO

Tanggal oo, ot Bt e 22)
Tanda Tangan ......... 8w Sl R ey i . 23)
Nama Terang ...... e A D 7 32




LAMPIRAN XXII/2-2
PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR  TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

DITJEN PERBENDAHARAAN

D::‘ ressestonens 1) Mg

Tanggal

KEMENTERIAK KEUANGAN RI| (SUF{»‘T SETORAN 3% ) T, Lembar- };

EAY SN

BUKAN PAJAK unfuk

...........

(8SBP) : ; WAJIB SETOR/BENDAHARA,

2y : }?E&ER!MA

KE REKENING KASNEGARANOMOR : conriorisnsassss s s

4)

A l,NPWPWajibSetqr/Bend:, SRR [ L] }lj EaRE

2. Nama WajibrSetor/Bend ¢ oo e e s e IR

3. Alamat~ oy et NI, o i s gemsmas ey 7)
. 1 K'emcntéz"'ian/Lembaga ......... IR B T &)
2 Dt Orgaiidasi Beelond 18 1o o | cmitommibismimminiitbimisircsimsramnionis e

. Satuan Kerja ". ] i 1 | ............................................ 10)

! Fmﬁgsi/s_ubfttngsi/?rogram : l ]

3
4

s, Kc'g;iat\gh/Sub}:egiatan : l___ l
6

. Lokasi T 13)
Ci MAP dan Uraian Penerimaan ] l | I ' E I ' | ................................................ 14)
D. - JumlahSetorafi e, T ARP b e Sevenresmsiisonediesies 15)
D\;ﬁgz;n Huruf T ST S S G300 e e sy s s vas g ber Legpemmanes
_ ' oo sty st A 16)
E. Susat Penagihan (SPN) . - :Nomer ... QA '. _ 18
Atan Suref Pomindahan s T AR i it 19)
. Penagihan Piutang Negara ~ : KPPN [ 1 ] I I . g2 o
(SP3N) : : - =
PéRa_ﬂAﬂf_\g

Bacalah dahulu petunjuk pengisian

Untuk Keperluan :

formulir SSBP pada halaman belakang "20)
lembar ini.
: Diterima Oieh: -
. BANK PERSEPSHKANTOR POS:DAN GIRO
1) SR — 22} Tegek oy vt 285)
........... R N SO SO .| Tanda Tangan
NEP, evrnesennsrassnssnnensnesseresesmsscoss et 24)

Nama Terang ...




LAMPIRAN XXIII
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

: NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

KEMENTERIAN KEUANGAR R, SURM SETORA“: P’UM\ “ . LEMBAR"® m

DIREKTORAT JERDERAL P&JAK - tREME-D i : v R .
/' b : {SSF} " Untuk Arsip WP

NPWP R BT N T I N S
Diisi sesnai dengan Newor Pokok Iajb Pﬂj::&jigl:g dismitili e

NAMA WP © e K nieiaiiiaom s aa gt basromkabs RN . TS '
ALAMAT WP? ..o O s

............................................................................................................................................

NOP |

Lo L
Diistseswai dengan Nawor Objek Pajak . .
ALAMAT Ot v e sonresansinnes TR ORI R L iR R S

. b . s .. | Uratanpe EERIITN § reviy vl v et v sy S
Kode Ak Pajak Kode Jenis Setornn Uraian I_*u»nba‘s E.d_l’l ................................. o

............ I S R T PR P R P R P P T T o]

L l. ‘J__ | l I 1 & y I ZUE mong —

Mazsa Pajak l Tahun Pajak

Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep Oktpﬁi’:«‘kdp Des ! l l J

Besidarida siivwg (x) padakolunt bulan, sesaai :."/.'ugr;ar pembuparan gutik maesa yang berkenagn Diist rahun terniangiva pojak

Nomor Retgtapan 3 |- 1 i/L__[' _J’J'L“L.__, ,’l‘ 7 /1  | J 8

Diisl sesual Nomor Ketetipaa @ STR SKPAE ataw SKEERT
. - ks £l

Jumlah Pembavaran ¢ ... AR PR, R e Diisi dengan ripiah pensh,
RO .. . pvsneiendins onas darinss e dulin comprsbas svrasvos swensppngensapacrs et S SV SRS SN W _
Diterima oleh Kantor Penertima Pembavaran Wajib Pajal/Penyetor
_ ! X J R ¥ .
Tangeal o PR (TR v iosia T W L ——
Cap den janda rangan Cap dun funde tingan
Namna Jelas fovmiig, Y e I, E 1152 B T LoC S aesisrines —

*‘Terfma Kaslh Telak Mermbayar Pajak - Pajak Untuk Pemb:'mg_u;mn Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

| F2.0.32.01




LAMPIRAN XXIV

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BERITA ACARA REKONSILIASI BP - BPP
Nomor : BA - /BP - BPP/K.BEN/ROKEU/x/20xx

Pada hari ini ... tanggal ...ccoceeene bulan . tahun ..o , telah

diselenggarakan Rekonsiliasi antara Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu (BPP) Biro Keuangan atas pembukuan BP dengan BPP terhadap penerimaan UP/TUP,SPM
GU UP/TUP,GU Nihil, dan SPM LS atas pembiayaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari DIPA
BA 103 Tahun Anggaran ....

BPP telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu

(LPJ-BPP), sebagai bahan rekonsiliasi berupa:

1.

®NO AW

LPJ BPP bulan .....

BKU bulan ....

BP Kas Tunai bulan ....

BP LS bulan ....

BP UP/TUP bulan ....

BP Pajak bulan ....

BP Lainnya bulan ....

Berita Acara Pemerikasaan Kas dan Register Penutupan Kas bulan ....

Selanjutnya berdasarkan data tersebut, BP menyediakan data transaksi dan Realisasi Saldo

PK yang ada di BPP untuk dicocokkan dengan BP-BPP terkait.

Rekonsiliasi ini dilakukan secara bersama-sama dengan melakukan proses pencocokan data

dengan hasil sebagai berikut:

1. Persekot Kerja.
Tidak terdapat perbedaan saldo PK antara BP dengan data BPP.
2. Pertanggung jawaban keuangan/SP).
Tidak terdapat perbedaan SPJ antara BP dengan data BPP.
3. Penyetoran UP/TUP.
Tidak terdapat perbedaan Pengembalian Belanja dan setoran lainya antara BP dengan data
BPP.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
Bendahara Pengeluaran BPP Biro Keuangan
NIP e NIP e

Mengetahui,
Kabag Perbendaharaan




LAMPIRAN XXV
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

2 NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWBAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIRO KEUANGAN
Bulan: Agustus 2013

Departemen Lembaga : (103) BNPB Tanggal/No. SK Pengangkatan
Unit Organisasi : (103) BNPB 1. BPP 1 27 Desember 2012
Propinsi/Kab/Kota : (01) DKl Jakarta 268 Tahun 2012
Satuan Kerja : (648521 BNPB 2. Pejabat Pembuat Komitmen : 27 Desember 2012
Alamat dan Tlp. § JI.Ir. H. Juanda No. 36 268 Tahun 2012
Jakarta Pusat Tahun Anggaran : 2013
Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU-BPP sebesar Rp. 371.505.000
dan nomor bukti terakhir nomor: 2673 ROKEU 8/2013
Jenis Buku Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. |BP Kas dan UM Perjadin 371.505.000
1. BP Kas (kas tunai dan bank) 21.469.800 742.418.850 700.782.050 63.096.600
2. BP Uang Muka 214.052.950 361.706.400 267.350.950 308.408.400
B. |BP Selain Kas dan UM Perjadin 371.505.000
1. BPUP ¥*) 235.522.750 450.453.050 314.470.800 371.505.000
- Belanja MA ......
Belanja MA ......
- Belanja MA ......
- Pengembalian sisa UP
2. BP LS-Bdh * 168.481.650 168.481.650 -
- Pembayaran atas LS-Bdh - - -
Setoran atas LS-Bdh - - -
3. BP Pajak - 18.865.837 18.865.837 -
4, BP Lain-lain - - - =

*) Jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPP kan sebesar RP 0,-

Il. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan

1. Uangtunai Rp. 4.566.400
2. Uang direkening bank Rp. 58.530.200 (+) (terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah kas Rp. 63.096.600
11, Selisih Kas
1. Saldo akhir BP kas (I.A. 1 kol 6) Rp. 63.096.600
2. Jumlah kas (11.3) Rp. 63.096.600 (-)
3. Selisih kas Rp. -

IV. Penjelasan selisih 111.3 (apabila ada):

Jakarta, 30 Agustus 2013

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran Pembantu
Biro Keuangan Biro Keuangan
Irawan Wisnoebroto, SE Saini, SAP

NIP. 19530926 198003 1 001 NIP, 18860516 200501 2 001




LAMPIRAN XXVI

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BERITA ACARA REKONSILIASI
LPJ BP DAN BPP BNPB
JANUARI 20xx

Pada hari ini, tanggal ....... bulan ........ tahun ........ telah diselenggarakan rekonsiliasi internal data
antara Data Bendahara Pengeluaran (LPJ, Buku Kas Umum, dan lain-lain) dengan Petugas Unit Akuntansi

Kuasa Pengguna Anggaran.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan proses pencocokan data dengan

hasil sebagai berikut:
1. Saldo kas dan Bank pada LPJ dan BKU Bendahara Pengeluaran.
Tidak terdapat perbedaan antara data Bendahara Pengeluaran dengan data UAKPA.
2. Saldo Kas dan Bank pada UAKPA.
Tidak terdapat perbedaan antara data UAKPA dengan data Bendahara Pengeluaran.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bendahara Pengeluaran Petugas UAKPA
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana
DR - iieanst s npamsnnensazsns NIP .o
Mengetahui,
Kabag Perbendaharaan Kabag Verifikasi dan Akuntansi




LAMPIRAN XXVII/1-2

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI DKIJAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA IV

BERITA ACARA REKONSILIAST
No. BA -398/WPB.XII/ KP.0440/2013

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan
Realisasi Anggaran antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Kode 103.01.648521)
yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Jakarta IV (Kode 133), yang selanjutnya disebut Kuasa Bendahara Umum
Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan
rekonsiliasi berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode Januari 20xx.

2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja periode Januari 20xx.

3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode Januari 20xx.

4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode Januari 20xx.

pada tanggal ... bulan Februari tahun .....

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan laporan
Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran
yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum.

Rekonsiliasi ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan proses
pencocokan data dengan hasil yang secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi.
Laporan Hasil Rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita
Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

a.n. Kuasa bendahara Umum Negara Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi




LAMPIRAN XXVII/2-2

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

LAMPIRAN BERITA ACARA REKCNSILIASI
Nomor :BA-.......... /W PB.12/KP.0440/20xx
Tanggal :

LAPORAN HASIL REKONSILIASI

Kode Satker :103.01.648521
Nama Satker : BNPB
Nomor DIPA : DIPA-103.01.1.648521/20xx
Tanggal DIPA
1. PAGU ANGGARAN BELANJA
« SAl RPXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
« SAU RPXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Selisih RPXXXXXXXXXKXXXXXXXXX

Penjelasan :Sama

2. ESTIMASI PENDAPATAN
« SAU RPXXXXXXXXXXXXKXXXXKX

Selisih R X XXX
Penjelasan : Sama

3. LAPORAN REALISASI BELANJA
e SAU RPXXXXXXXXXXHXKHXKXKXXK
Selisih RPXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Penjelasan : Sama

4. MUTASI UANG PERSEDIAAN
« SAU RPXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Selisih 300 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.6.0.0:0.6.4
Penjelasan : Sama

5. LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NONPAJAK
» SAU RPXXXXXXXXXXXXKXXXXXX
Selisih RPXXXXXXXXXXKXXXXXXXX
Penjelasan : Sama

6. LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
s SAU RPXXXXXXXXXXXXXXXXXXKX
Selisih RPXXXXXXXXHXXXXXXXKXXX
Penjelasan : Sama

7. LAPORAN REALISASI PFK
¢« SAU RPXOOXXXXXHXXXXKXXXXX
Selisih RPXOOKXX XX KX XK XX XXX
Penjelasan :Sama

8. KAS BENDAHARAN PENGELUARAN

e SAl RPXXOCXXXX KX XXXXXXK
« SAU RPXOOGXXXXXXXXXXXXKXX
Selisih RPXXXXXXXXXKXXKXXXKXX

Penjelasan : Sama

Catatan: Perbedaan pada Rekonsiliasi PNBP dan Pengembalian Belaja dikarenakan
setoran dilakukan di luar bank persepsi mitra kerja KPPN Jakarta |V dan update perbaikan
setoran pengembalian belanja dilakukan pada bulan ...............

a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara
Kepala Seksi V erifikasi dan Akuntansi




Nomor
Lampiran
Perihal

LAMPIRAN XXVIII/1-4

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Jakarta, XOOCOKKXKK 20XX
B. /BNPB/x/20xx
1 (satu) berkas
Laporan Realisasi Anggaran
W] [ o pe——— 20xx.

Kepada Yth
Direktur Jenderal Anggaran
C.g. Direktur Anggaran I
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Di
JAKARTA

Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tanggal
00 Desember 20xx Nomor DIPA - 103.01-1.648521/20xx revisi ke-xx
tanggal xx xxxxx 201x Kode Satuan Kerja: 648521 (Badan Nasional
Penanggulangan Bencana), bersama ini disampaikan Laporan Realisasi
Anggaran Tahun 201x untuk bulan xoooxxx 20xx sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Sekretaris Utama,

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (sebagai laporan);
2. Para Deputi di lingkungan BNPB;

3. Inspektorat Utama BNPB;

4. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat.




REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) TAHUN xo00¢
DARI TANGGAL xx 300000¢ X000X sd TANGGAL 300 XXXXXX X300K

LAMPIRAN XXVIIT/2-4

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

KODE SATKER/ DANA DALAM
FUNGSI/SUB FUNGST/ URAIAN SATKER / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DIPA REALEEST SISADANA  lo; Tase KETERANGAN
PROGRAM/KEGIATAN - (Rp.) (Bp.) (Rp.)
1 2 3 4 5=(3-4) 6=(4:3) 7
D BADAN MASTONAL PENANGGULANGAN BENCANA
SP. Nomor : DIPA - 103.01-0/2013 Tanggal 05/12/2012 . N
103.01.01(3873 - 3676+3576) [PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS i I 0000000 e
TEKNIS LAINNYA BNPB
103.00.02(3877)  |PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUE BNPB 000X 00000008 10000000 %
103.01.03 (3679 - 3680)  |PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS —— I 00000 &
APARATUR BNPB
103.01.06 (3881 - 3893) PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA XXHOCKHKX SOOXNHXAXK XAXKRKKK %%

Aekier Peatiasi 047

Jakarta, XX X0000COMXK 00X,
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCAMNA

HHOCOCOCACOTONX

FOODORHNX
NIP. Y000000 XXX X 00K




LAMPIRAN XXVIIl/3-4

PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR  TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA ( BNPB)

SURAT PENGESAHAN DIPA NOMOR : DIPA -103.01-0/20.. TANGGAL
KOMULATIF SAMPAT DENGAN TANGGAL > yo00000 20xx

EmusnEana rxen

PAGU DIPA REALISASI SPMGU, SISA DANA
NOMOR PENANGGUNG JAWAR KEGIATAN AWAL LS & SPJ1 DIFINITIF % TASE KETERANGAN
{Rp.} (Ro.) (Rp.)
i 2 3 4 5=(3-4) 6=(4:3) 7
648521 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
1 A PB: 2 - XA
* BIRO HUKUM DAN KERIASAMA (3873) XXKHCTOK 0 XXXKEROOK | X00000KK
* BIRO KEUANGAN (3874) YOXKXHIOOK - XOTOOOKK | XN
* BIRO PERENCANAAN (3875) YOO 0 XCOCO0OXK | 30000XK
* BIRO UMUM (3876} SOOOOTNK 0 HXIOCHKXKKK | 30O
* BIRO UMUM (3877) SOOCO0000K 0 XOOOKRKKK | K000
2 PUSDIKLAT, BNPSB (3878} XHKHOOOKK 1] XKHIO0KX | 30000006
3 IRTAMA, ENPB (3879-3880) SOOCOOOCK 0 MOCXXHXXRK | XO000XX
* INSPEKTORAT I (3879) XHXKXOGCOK 0 RIVOOUKKK | I0TKK
* INSPEKTORAT 1I (3880) YOOCOOOOHK 0 OOCO00OK | 3000000
4 DEP. BID. PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN SOOODOO0X 0 HKKKKHKRKK | 300000
* DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN (3882) JOOOCBOCK 0 SOOOCNKIX | X00000K
* DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PRB (3887) IROCACOGK 0 HOOORNKK | KKK
* DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (3852) JOOOCOCOCK (] YOO | XIO000K
5 DEPUTI BIDANG PENANGANAN DARURAT HODOCOCK 0 KOCXXXXKK | 30000000
* DIREKTORAT BANTUAN DARURAT (3881) XO0OOCOX 0 XIOOOOGKK | 3000000K
* DIREKTORAT PERBAIKAN DARURAT (3890) SOOXKNECEK 0 XXOOOOCK | 30000060
* DIREKTORAT TANGGAP DARURAT(3851) YOOO0OCOKX = KRN0 | FRRIOKNX
6 DEPUTI BID. REHABILITAST & REKONSTRUKSY SOOOCOOKK aQ XXOOOOOCKX | 3X00000XX
* DIREKTORAT PRASARANA FISIK (3884) XHOOOOCK 0 XOOOOUEKK | 300000
* DIREKTORAT SOSTAL EKONOMI (3885) JO00O0GO0 ] XOCOOOON | X0UK
* DIREKTORAT PENANGANAN PENGUNGSI (3886) XOO0QOCOTK 0 OOOCOCHMK | X006
* DIT. PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN (3888) YOG Q RIOOCOCHK | KKX0XKX
7 DEPUTI BID, OGISTIK & PERALATAN XOCOROCONK Q XOOOMKXKKK | 300000000
* DIREKTORAT LOGISITIK (3883) JOOOOMHHRK 0 XOOOOGOCKHK | HXKHHXNX
* DIREKTORAT PERALATAN (3889) YOOOCOCHXX 0 KI0000CCX | K00
8 PUSDATINHUMAS BNPB (3893) XXOOOHKX ] JOOOKHK | 30GXXNK
T OTAL XIOOODDOK & YOOCOONHK. | XRHXXEXXK
T

Jakarta, xx X000000( XXX
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Keuangan,
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T

SATUAN KERJA / KODE SATUAN KERJA
PROPINST

BAGIAN ANGGARAN

NOMOR DIPA DAN TANGGAL

LAPORAN REALISAST ANGGARAN TAHUN 2012
BULAN 1 JANUART 2013

¢ (646521) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

: (01) DKI JAKARTA

1 (103) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

XXX % XK

LAMPIRAN XXVII/4-4
PERATURAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2014

NOMOR
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

PAGU REALISASI 5/D BLN LALU REALISAST BLN INI REALISASI §/D BLN INL SISA DANA §/D BLN INI
HO = NGAN
KOG e e DIPA TOTAL % TOTAL S TOTAL % TOTAL %o e
Y 2 3 4 H 6ufi4) ? 7] 2 10a0508) u 121104 5]
1 51 BELANJA PEGAWAT = < #DIV/0] E HEHH® = *DIV/ 0! = #DIV/0!
_SLi111 JGoj Pokok s £
511119 Gaj PHS =
511121 |Tunjanian Suami/isti PHS =
511122 [Tumangan Anak PR3 -
511123 JTunjangan S amaal PR &
511125 |[Funy PERCRS =
1 S11126 |Tumaren Baras S -
| 5L1135 [Tunjarzan Eouraf: YependlyStingel Terpanci FiS =
S11138 |[Tunjangan kusus Pepua PHS
511151 [Tunpngan Umum PHE 2
= = .00% = 0.00% 2 EDIVAD = DIv/0!
511129 {Uang Makan PNS = = .00% | = 9.00% = #DIV/D: - OTV/0!
511531 |Gas Pokdk Pegawa Hos PNS % z .00% = 0.00% = FOIVIY = DIv/0!
512211 juang Lembur T - .00% = 0.08% - #DIV/Q! 5 S
512412 |Pegawa Trarsito 2 B 0.00% = 0.00% = #DIV/O - DIV/D!

2 52 BELANJA BARANG L “ 0.80% = 0.00%
521111 [Rep Beskantnest - - 0.00% - 0.00%
521112 |Pengadazn Banan Mekanan - 0.00% - 0.00%
521114 |Pengirinzn Swrat Dinds Pos Surat = 0.000% = C.00%
521115 |Henor Operssonal Satuen Kerja = 0.00% [ 0.00%
521119 |0y Lainaya o 0.00% = 0.00°
521211 |Bzhan - Bahan - 0.00% - 0.005
521213 [Honer Owat Kegiaten - 0.0%% _» - 0.00%|
523219 _[tion Cpzresional Larryz - . - 0.00%] - 0.00%|
522111 |Langgenan Listik - 0.00% - 0.00%
522112 |lemagenan Telepca - 0.00% = 0.00%
522113 itenggenaa A1 s 0.00% = 0.00%
522119 |Langgenan Daya dan 2as Lainnys = 0.00% = 0.00%
522131 {3252 Konsuiten - 0.00% - 0.00%
522141 [Seva . L009% < 0.00%
522151 |lass Profes - L00% 2 0.0
522191 (lass isnnya - .00% - 0.0¢
52311 Gegung o Banguoan Lainayd - L.00% = .00¢
523121 |F i Pareiatan tan Mesin = .00Q% - .00
523129 |Pemefiharaan Perdatan can Medn Lainnys - 0.00¢ = 0.00%
524 Perpianan Sixza = 0.00% 4 .50
5241 Perjatanan Liewe - 0.009 - 0.80%

|+ Perjalanan Si=s2 LuE Nega ! - 0.00% - 0.00%
A 524 Penjaanan Laimya Lusr Negert - 0.00% : 0.00%
i 52 Perataten dan besin untd Mesyaranat/Pemda, E 0.60¢ - 0.00%
52 Gedung & Bangunen ke Masyaiakat/Pernda, - 0.00¢ - 0.00%
521 Figk Lainya untuh diseraihan ke Masyarakat/Pemada. - 0.008 - 0.00%
b o231 |Lainove unbk diseranian ke Masyarakai/femda. - 0.00% - 0.00%

3 53 BELANJA MODAL “ 0.00% . 0.00%
532111 |Pereiatan Cart Mesin - 0.00% 5 0.00%
533111 |Gedung dan arpuran - O,GO“Q - 0.00%

57 BELANJA GANTUAN SOSIAL - - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 6.00%
576111 gguiangzn B2ncana Daiam Sestuk Uang - - 0.00% - 0.00% = 0.00% - 0.00%
576112 {Penanggufangan Bencona Dalam Senti Barang/Jasa - - 0.00%] - 0.00% - 0.00% - 0.00%

JUMLAH - = 0.00%! - 0.00% - 0.00% & O.GB"’T[

Jakarta, xx x000000000 30K

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Biro Keuangan,
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